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ABSTRAK 

Nama : CitraKemuning Mahjudin (0706174556) 
Program Studi: Hukum Ekonomi 
Judul : Pengajuan Kepailitan Setelah Adanya Pencabutan Izin Usaba 

Studi Kasus PT. Adam Skyconnection Airlines 

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor paiiit yang pengurusan 
dan pemberesannya dtlakukan oleh kurator di bawab pengawasan hakim 
pengawas sebagaimana diatur dalam UUK-PKPU. Pada kllsus kepailitan PT. 
Adam Skyconnection Airlines, pemohon dan tennohon melakukan perjanjian 
kerjasama "Antar Jemput Crew"' dan menyetujui jangka waktu petjanjian 
kerjasama ini berJaku seJama satu tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan 
kedua belah pihak. Akan telapi kerjasama ini tidak berjalan sebagaitnana yang 
diharapkan pernohon~ dimana armada pesawat terbang yang dioperasikan oleh 
termohon beberapa kali telah menga)ami kecelakaan. Hal ini menunjukan bahwa 
termohon telah !alai dalam menjalankan usahanya. Selain itu ijin usaha 
penerbangan termohon dicabut oleh pemerintah. Berkaitan dengan hal ini timbuJ 
permasalahan apakah memungkinan untuk mengajukan pennohonan pailit setelah 
izin usaha dicabut, dan bagaimana pezjanjian kez:jasama antara pemobon dan 
termohon dalam proses kepailitan? Tesis ini menggunakan sifat penelitian 
deskriptif analisis seeara kualitatif. Dari basil penelitian dapat dikelahui babwa 
masih dimungkinkan untuk mengajukan kepaHit.an sete!ah izin usaha dicabut, 
karena pada sa.at izin usaha dlcabut, badan usaha termohon rnasih ada. Dengan 
derniklan pencabutan izin usaha Adam Air tidak mempengaruhi pemmhonan 
pailit. Mengenai petjanjian kerjasama antara pemohon dan tennohon, termohon 
harus tetap memenuhi kewajibannya walaupun ijin usahanya telah dicabut. 

KataKunci: 
Kepa1Htan pada Perseroan Terbatas 

Universitas Indonesia 
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ABSTRACT 

Name : Citra Kemuning Mahjudin (0706174556) 
Program Study; Economic Law 
Thesis Titie :Petition for the Declaration of Bankruptcy After Revocation of 

Business License (Case Study: PT .Adam Skyconnection Airlines) 

Bankruptcy means general seizure over all wealth of bankrupt debtor with 
management and settlement there of conducted by curator under supervision of 
supervising judge (Art. 1 (I) of Law No. 37 of2004 coru:eming Bankruptcy and 
Suspension of Debt Payment Obligations). In this bankruptcy case, the petitioner 
and the debtor binding in partnership agreement, well known as "Antal' lemput 
Crew" and has agreed the effective date of this agreement which regulate for one 
year partnership and possible to get extend the agreement with approval by The 
Parties. However. this partnership was not going wen as expected by the 
petitioner, whereas the aircraft which operated by debtor has been through several 
accident. It shows the debtor has been neglect to perform their business. On the 
other hand,. debtor?s business license revoked by the government. Relating to this 
case, problem has ~ is it possible to request petition for declaration of 
bankruptcy aftet revocation of Business License; and How about the partnership 
agreement between the petitioner and the debtor in a process of bankruptcy. This 
thesis is using descriptive analytic research methods and analyzing data using 
qualitative method. In summary, this case is possible to have petition fur the 
declaration of bankruptcy after revocation of business license~ it because when 
revocation has been done, debtor's business entity is still exist, by this reason the 
revocation of Adam Air's business license does not impact the petition for 
declaration of bankruptcy. Concerning the partnership agreement between tbe 
petitioner and debtor, the debtor stiii oblige to fulfillment payment order, but the 
petitioner does not have to fuJfiU their obligation because the debtor's business 
license already revoke by the government. 

Keyword: 
Bankruptcy in Limited Liability Company 
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BABl 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar &Jakang Masalah 
Krisis moneter yang melanda hampir diseluruh belahan dunia pada 

pertengahan tabun 1997 teJab memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian. 

Dunia usaha mert...Ipakan dunia yang paling menderita dan merasakan dampak 

krisis yang tengah melanda. Negarn kita memang tidak sendirian dalam 

menghadapi krisis tersebut, namun tidak dapat dipungkiri bahwa negarn kita 

adalah saJah satu negara paling menderita dan merasakan aldbatnya. Selanjutnya 

tidak sedikit dunia usaha yang gulung tikar, sedaugkan yang masih dapat bertahan 

pun hidupnya menderita. Lebih jauh lagL ~olak tersehut juga telah memheri 

pengamh besar terbadap kemampuan dunia usaha untuk memenuhi kewajiban 

pembaya.ran mereka kepada para kreditor. Keadaan ini pada gilirannya telah 

melahirkan akibat berantai, yang apabila tidak segera diselesa:ikan akan 

menimbulkan darnpak yang lebih luas lagi. Tidak hanya dalam kelangsungan 

usaba dan segi-segi ekonomi pada umumnya. tetapi juga kepada masaiah 

katenagakeijaan dan aspek-aspek sosiallainnya. 

Dalam rangka penyelesaian akibat-a.ldbat dati gejolak moneter yang terjadi 

sejak pertengahan lahun 1997, khususnya terhadap masalah utang-piutang di 

ka1angan dunia usaha nasional. Penyelesaian yang cepat mengenai masaJah ini 

akan sangat membantu dalam mengatasi situasi yang tidak menentu di bidang 

perekonomian. 

Upaya penyelesaian masalah utang-piutang dunia usaha perlu segera diberi 

kerangka hukum agar perusa.haan-perusahaan dapat segera beroperasi dengan 

normal. Dengan demikian~ selain aspek ekonomi herja1an kembali, kegiatan 

ekonomi juga akan rnengurangi tekanan social yang disebabkan oleh hilangnya 

banyak Japangan kerja dan kesempatan kerja. 

Pada tataran yang lebih spesifik. suatu perusahaan juga memiliki daur 

hidup perusalman (corporate lifo cycle). Jika perusahaan dilihat sebagai organisasi 

yang memiliki kehidupan (living organism), maka ia tidak hanya sebagai sekedar 

Unive~itas Indonesia 
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pencetak laba tetapi perusahaan juga tidak dapat melepaskan diri dengan apa yang 

disebut sebagai renomena daur kehidupan (1/focycles). Dengan demikian, suatu . 

perusahaan dalam hal ini perseroan terbatas sebagai subyek hukum akan analog 

dengan subyek: hukum manusia. yakni mengalami proses kelahiran, pertumbuhan. 

kedewasaan, dan pada khimya mengalami kematian. 1 

Perseroan Terbatas seJaku penerima dana (debitor), disebabkan oleh 

sesuatu dan lain hal dapat gagal di dalam kegiatan usahanya sehingga menjadi 

tidak rnampu untuk melunasi atau merobayar hutang~hutangnya kepada para 

kreditort atau dapatjuga disebut ciderajaqfi atau wanprestasi. Untuk mengatasi 

masalah debitor berhenti membayarnya atau tidak mampu mehmasi hutang

butangnya, didasarkan karena Indonesia merupakan negnra hakum, segala 

permasalehan berns dapat diselesaikan melalui jalur-jalur hukurn. Saleh satu oara 

untuk menyalesaikan utang-piutang dengan jalur hukwn antara lain mela!ui 

perdamaian, altematifpenyelesaian sengketa (alternative dispute reso1ution!ADR), 

penundaan kewajiban membayar utang, dan kepailitan. 

Hukum pada dasarnya berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. 

Hal itu disebahkan dalam setiap kehidupan dan setiap hubungan hakum, para 

pihak yang terkait mempunyai kepentingannya masing-masing. Kepentingan 

dimaksud adakalanya bersamaan, berbeda atau behkan bertentangan. Dalam hal 

kepentingan tersebut bersamaan barangkali tidak akan menimbulkan masalah 

daiam kehidupan atau hubungan hukum tersebut. Demikian pula dalam hal 

kepentiagannya berbeda, te!api tidak dipertentangkan atan tidak dipersoalkan • 

. Mungkin menimbulkan masaleh dalam hal kepentingan tersebut bertentangan dan 

dirnunculkan ke pennukaan sehingga menimbulkan suatu konflik kepentlngan. 

Apabila tidak ada pangaturannya, konflik kepentingan tersebut dapat mengganggu 

ainbilitas kehidupan atau ainbilitas hubungan hokum yang bersangkutan, kurena 

masing-masing pihak akan mempertabankan atau membela kepentingannya 

masing-masing. 

Untuk mengantisipani adanya kecenderungan dunia usaba yang bangkrut 

yang akan berakibat pula pada tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang 

sudah jatull tempo~ makq pemerintah melakuk:an perubahan-perubahan yang 

1 Hndi S11bhan, Hukum Kep.ailitan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group}, 20(}8, hal. 
51. 
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cukup signifik:an dalam peraturan perundang-undangan. salah satunya adalah 

dengan merevisi Undang-Undang Kepailitan yang ada? 

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk: 

melakukan pembayoran-pembayaran terbadap utang-utang dari para kreditomya. 

Keadaan tidak mampu membayar iazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi 

keuangan (jinanciril distress) dari usaha debitor yang te1ah mengalami 

kemunduran. Sedangka;u kepailitan merupnkan putusan pengadilan yang 

mengalcibatken sita umwn atas seluruh kekeyaan debitor paili~ baik yang telab 

ada maupun yang akan a.da di kem.udian bari. Pengurusan dan pemberesan 

kepailitan dilnkukan o!eh kurator di bawah pengawasan halcim pengawas dengan 

tujuan utama menggunnkan hasi! penjualan harta kekayaan rersebut W'ltuk 

membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proporsionat (prorate parte) 

dan sesuai dengan struktur kreditor.l 

Kepailitan secara apriorf dianggap sebagai kegagalan yang disebabkan 

karena kesalahan dari debitor dairun menja1ankan usahanya sehingga 

rnenyebabkan utang tidak mampu dibayar. Oleh karena itu, kepai!itan sering 

diidentikan sebagai penggelapan terbadap hnk-hnk yang seharusnya dibayarkan 

remadap kreditor. 

Kepailitan merupakan suatu jaJan keluar yang bersifut komersial untuk 

keluar dari persoaian utang piutang yang menghimpit .seorang debitor~ dimana 

debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi. untuk membayar utang

utang tersebut kepada para keeditomya. Sehingga, bila kendaan ketidnkmampuan 

untuk memhayar kewajiban yang teleh jatuh rempo tersebut disadarl oleh debitor, 

maku tangkab untuk mengajukan pemtohonan penetapau status pamt terbedap 

dirinya (voluntary petition for self bankruptcy) menjadi suatu langkah yang 

memungkinkan, atau penetapan status pailit oleb pengadilan terbadap debitor 

rersebut bila kemudian ditemukan bukti babwa debiror tersehut memang telab 

2 Ahmad Yanl dan Gunawan Wijaya. Seri Hukum Bisois Kepailitan (Jakarta: PT. 
Raja<trafindo Persada), 2004, hat l. 

) HaW Shubllan,Op.Cit,haL 1. 
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tidak mampu lagi membayar utangnya yaug telah jatuh tempo dan dapal ditagih 

(involuntary pelition for bankruptcy).4 

Tujuan-tujuan dari hukum kepai!itan (bankruptcy law) itu sendiri, adalah5
: 

1. Menjamin pembagian barta yang sama terhadap barta kekayaan debltor di 

antara para k:reditomya; 

2. Mencegah agar debitor tidak melakukan parbuatan-perbuatan yaug dapat 

merugikan kepentingau para kreditor; 

3. Membariken perlindungan kepada debitor yang beritiked baik dari para 

kreditomya, deogan cam memperoleh pembebasan utang. 

Pada kasus kepailitan yal'lg teijadi pemohon dan termohon melaknkan 

perjanjian kerjasarna "Antar Jemput Crew" dan menyetujui jangke wakeu 

perjanjian ke!jasama ini berlaku selllma satu tahun dan dapat dipC!Jl'llljang alas 

persetujuan kedua belah pihak. Akan tetap1 kerjasama ini tidak berjalan muius 

sebagaimana diharapkan pemohon, dimana termohon yang merupakan salah satu 

perusahaan swasta yang memberikan pelayanan atau jasa penerbangan. ternyata 

annada pesawat terbang yang dioperasikannya beberapa keli telab mengalami 

musibah. baik yang menirnbulkan kematian maupun luka~luka pada para 

penumpangnya di beberapa lokasi di Indonesia. Hal ini telah menunjukkan bahwa 

termohon Ielah !alai dan tidak berhati-hati dalarn menjalankan usahanya, yang 

sangat beresiko tinggi. 

Se:Iain itu izin usaha pen~rbangan (Operation SpecificaJ.iQn) tennobon 

dicabut oJeh pemerintah, sehingga tennohon dilarang untuk melakukan kegiatan 

pengoperasian pesawat udara. Hal ini dikarenakan termohon telah !alai dan tidak 

berhati-bati dalarn mejalanken usahanya yang sangat beresiko tinggi. 

Perjanjian keljasama yang terjadi antara pemohon dan termohon juga 

sepatutny:a berakhir karena obyek kerjasama antara pemohon dan tennohon sudah 

tidak ada. Pilihan untuk menempub upaya hukum kepailitan tersebut tentunya 

didasarkan oleh adanya kepercayaan dan keyakinan yang besar bahwa tujuan. 

A Ricardo Simanjuntak., ''Esensi Pembuktion Sederham dalam KepaHitan"', Dahun: Emmy 
Yubassarie {ed), Undaog-Undang Kepailitan dan Pukembangauoya (Jakarta: Pusat Pengkajian 
Hukum}, 2005. ha!. 55~56. 

5 Louis E. Levinthitl, "The Early History of Bankruplcy Lo.w", Datam: Sutan Remy 
Sjahdeini (ed), Hokum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tabun 2004 Ten(ang 
Kepailihm (Jakarta: PT. Pustaka tJtama Grafitl), 2009, hal. 2it 
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dasar¥ ketentuan-ketentuan dan azas-azas yang terk:andung di dalarn hukum 

kepailitan dapat menjamin danlatau memberikan kepastian hukum pengembalian 

pinjaman atau piutang pemohon. Dikarenakan alasan yang demildan maka penulis 

tertarik untuk mernbahas lebih jauh Jagi. dalam penelitian yang betjudul 

"Pengajuan Kepaili.tan Setelab Adanya Peocabutan lzin Usaba Study Kasus 

PT. Adam Sky Conneetion Airlines." 

1.2 Pokok Permasalabau 
I. Apakah memungkinkan untuk meogajukan permobonan pailit setelah ijin 

usaha dicabut? 

2. Bagaimana dengan perjanjian kerjasama antara pemohon dan termohon 

dalam proses kepaiiitan? 

1.3 Tujuan Peoelitian 

1. Memberikan gambaran apakan dimungkin diajukannya pennohonan pai1it 

setelah izin usaha dicabut. 

2. Memberikan gambaran mengenai pe!janjian keljasama yang terjadi antara 

pemohon dan termohon dalam proses kepailitan dan apakah masih 

dimungkinkan bagi pemohon untuk menagih utang kepada termchon 

sedangakan izin usaha termohon telah dicahut oleb pemerintah. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Untuk meogetahui apakah dimungklnkan diajukannya pennohonan pailit 

setelah izin usaha dicabut. 

2. Untuk mengetahui mengenai petjanjian keljasama yang terjadi antara 

pemohon dan termohon dalam proses kepailitan. apakah masih 

dimungkinkan bagi pemohon untuk menagih utang kepada temohon 

sedangkan ijin usaha tennohon telah dicabut oleh pemeriotah. 

1.5 Kerangka Toori 

Kebangkrutan adalah suatu keadaan perusahaan yang mengalami 

deteriorasi adaptasi perusahaan dengan lingkungannya yang sampai membawa 

akibat pada rendahnya kenelja untuk jangka wal:tu tertentu yang berkelanjutan 

. Univen;itas Indonesia 
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yang pada akhinlya menjadikan perusallaan tersebut kehilangan sumber daya dan 

dana yang dimiliki sebagai akibat dari gagalnya perusahaan meJakukan pertukaran 

yang sehat antara keluaran (outpul) yang dihasilkan dengan masukan (input) baru 

yang harus diperoJelt.6 

Philip Kotler dan Hermawan Kart.ajaya mengategorikan empat kategori 

perusahaan dalam kaitan dengan kinerja perusahaan tersebut apakah ukan menuju 

pada kebangkrutan perusabaan ataukah bisa menjadi pemsahaan yang sustainable 

(berkelanjutan). 7 Terdapat banyak perusahaan di Asia yang tergolong bubble. 

Sebelum teljadi krisis, perusahaan-perusahaan inl umumnya kurang fokus 

sehingga pengembangan bisnisnya secara membabi buta, sering memasukJ sektor 

yang bukan menjadi keahliannya atau tidak memiliki daya saing asset yang kuat. 

Perusahaan ini umumnya percaya dan senang menciptakan utang keuangan yang 

besar dalam membiayai pengembangan usaha mereka. 

Perusahaan agresif merupakan perusahaan-perusahaan yang menikmati 

daya saing global yang kuat tetapi mengbadapi masalab keuangan akibat serangan 

krisis keuangan di Asia. berkaitan dengan pembiay.aan yang agresif melalui utang 

ata:u manajemen keuangan yang tidak hati~hati. Perusahaan konservatif adalah 

perusahaan yang kondisf keuangattn)'ll relatif baik selama krlsis Asia, rneskipun 

mercka sebenamya Jemah dalam daya saing pasar. Ada dua jenis perusahaan yang 

tergoJong konservatlf. Pertama, terdiri dari perusahaan-perusahaan yang 

mengatami kejatuhan keuntungan sebagai akibal dari krisis. Kedua, terdiri dari 

perusahaan-perusahaan yang secara relatif konservatif secara keuangan sebelum 

krisis.s. 

Perusahaan sustainable adalah perusahaan yang memiliki daya saing 

global yang kuat dan manajemen keuangan yang baik. Perusahaan ini 

sesungguhnya adalah perusahaan yang tidak hanya menikrnati keunggulan 

posisinya, me1ainkan mereka secara terus menerus memeriksa lingkungan 

bisnisnya untuk mengcksploitasi peluang-peluang lainnya yang akan memperkua.t 

6 Suwamo Muhammad, Strategi Penyebatan Pcrnsaflaan: Geqerik dan Kontekstual 
(Yogyakarta: Ekonisia). 2001. hal. 5. 

1 Philip Kotler dan Herm:ansyah Kar.::;ttva, Seposititming Asla: From Bubble To 
Sustainab1e E~nomy, Tetjenlahan oleh David Oc!.arevia (Jak:a.rta: Salembs Empat), 2001, Hl.ll. 
157-158. 

11 Ibid, HaJ. 168. 
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keunggulan posisinya yang telah ada, dan secara terus menerus pula 

meningkatkan diri mereka secara internal. 9 

Kebangkrullm merupakan kesulillm keuangan yang sangat pan!h hingga 

perusahaan tidak mampu untuk: menjalankan operasi perusabaan dengan baik:. 

Sedangkan kesulillm keuangan (ftmmcial distress) adalah kesulitan keuangan atau 

likuiditas yang mungkin sebagai awal kebangkrutan. Dalam teori keuangan 

perusahaan yang lazim dikenal pada manajemen keuangan membedakan kesulitan 

keuangan perusahaan menjadi: m 

L Economic Failure, yang berarti bahwa pendapatan parnsahaan tidak dapat 

menutup biaya total, tennasuk biaya modal. 

2. Busi'ness Failure, merupakan suatu usaha dapat di.ldasifikasikan sebagai gagaJ 

meskipun tidak mclalui kebangkrutan secara normal. Juga suatu usaha dapat 

menghentikan atau menutup usahanya tetapi tidak dianggap sebagai gaga!. 

3. Tee/mica/ Insolvency. Sebuah perusahaan dapat dinilai bangkrut apabila tidak 

memenuhi kewajibannya yangjatull tempo. Technical insolvency ini mungk.in 

menunjukkan kekurang.m iilruiditas yang sifatnya sementara di mana pada 

suatu waktu perusahaan dapat mengumpulkan untuk memenuhi kewajibannya 

dan tetap hidup. 

4. Insolvency in lkm/rruplcy. Hal ini merupakan suatu keadaan yang lebih serius 

dila dibandingkan dengan technical insolvency. sebab pada umurnnya hal ini 

merupakan pertanda darl economic failure yang mcngarah ke likuidasi suatu 

usaha. Sebuah perusahaan dikatakan insolvency hankrup!cy bi!amana nilai 

buke dari total kewajiban melebihi nilai pasar dari asset perusahaan. 

5. Legal Banlrruptcy. Kepailitan ini adalah putusan kepailitan yang dijatuhkan 

o1eh pengadilan sesuai dengan undang-uodang karena mengalarni tahapan~ 

tahapan kesulitan lceuangan tersebut diatas. 

Korpornsi yang mengalami kesulitan lilruiditas, bisa dibedakan dalam 

berbagai macam kondisi. Keempat kondisl tersebut adalaht untuk kondisi pertama, 

dimana kondisi perusahaan sebetulnya profitable akan tetapi, struktur 

permodalannya bennasala, misalnya utangnya yang melebihi modal disetor. 

;; ibid, Hal. 175-176. 
10 Bank Indonesia, Penerupan Z-seore Untuk mcmprediksi Kesu1itan Keuangan dan 

Kebangkrut.n Perbankan Indonesia (Jakluta: Bank Indonesia). 1999, HaL 6-7. 
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Kondisi korporasi yang kedua. dimana korporasi telah dikelola sesuai dengan 

prinsip good corporate gayerrumce akan. tetapi nilai asset lcbih rendah daripada 

utang. maka perseroan ini dapat diatur kembali dengan struktur capital baru, yang 

diharapkan nilai asset akan sama dengan utang dan diharnpkan utang-utang 

tersebut akan dipenuhi. 

Kondisi korporasi yang ketig~ dimana korporasi berpotensi untuk untung 

akan tetapi dikelola secara buruk oleh tim manajemen. Adapun kondisi 

perusah3Jlll yang keempat adalah perusahaan yang sudah tidak mampu lagi 

memenuhi kewajibannya serta nilai asset lebih k:ecil daripada jika nilai going 

ooncern, dan terhadap korpornsi seperti ini :maka satu--satunya jalan adalah 

dilakukan likuidasi melalui lembaga kepailitan. 

Haltikat tujuan adanya kepailitan adalah proses yang berhubungan dengan 

pembagian harta kekayllllll dari debitor 1erhadap para kreditornya Kepailitan ini 

merupakan jalan keluar untuk proses pendistribusian harta kekayaan debitor yang 

nantinya merupakan boedel pailit secara pasti dan adi1. 

Dimensi keadilan dari proses kepailitan adalah terJetak pada dilindunginya 

kepentingan dari kedua betah pihak baik para kreditor pailit maupun debitor 

pailit. n Apabila perseroan terbatas: yang merupakan pelaku utama dalam 

perekonomian teJjadi permasaiahan-permasaiahan berkaitan dengan peranannya 

tersebut, maka akan cukup menggoncangkan perekonomian negara. 

Permasalahan-permasaiahan itu antara lain adalah persoaJan ketidakmampuan 

perseroan untuk meneruskan kegiatan usahanya. Ketidakmampuan perseroan 

dalam meneruskan usahanya akan memilik! implika.si yang huts seperti 

kemampuan untuk membayar kembali utang-utang perseroan~ kemampuan untuk 

rnengahasilkan profit yang merupakan darah dari kebidupan dan keberlangsungan 

perseroan. serta kemampuan untuk mempertahankm eksistensi perseroan itu 

sendiri.1l 

Disamping kepailitan terbadap perseroan terbatas, juga diperlukan suatu 

lembaga sebagai ja1an lain dari putusan kepailitan perusahaan. Lembaga yang bisa 

digunakan sebagai lembaga altematif dari kepnilitan perusahnan adalah lembaga 

11 Sesuai dengan penjelasan umum Undang~Undang No. 37 Tatn.m 2004 lenumg 
Kepaililan dan Penundaan Kewajiban Pembaya.rM Utang. 

lZ Had! Subhan, Op.Cit.. Hal. 60. 
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restrukturisasi perusahaan. Tujuan utama dari restrukturisasi secara teorids adalah 

mempertahankan perseroan selaku debitor untuk dapat terns menjalankan 

usahanya sebagai suatu going concern dengan memberikan kesempatan kepada 

perusabaan yang memiliki utang kepada kreditor-kredttor yang telah dapat ditagih 

dan belum dapat membayar tetapi usahanya memfliki prospek yang baik, untuk 

memperoleh kelongga.ran waktu yang wajar dad kreditor-k:reditomya itu guna 

dapat melunasi utang-utangnya,. baik dengan atau tanpa memperbarui syarat

syarat parjanjian kredi~ yang merupakan upaya altematif dari penyelesaian utang 

meJalui kepa!litan. 

Apabi!a proses restrukturisasi perseroan mengaJami jalan buntu, maka 

jalan keluamya adalah kepai!itan. Dengau demikian, pada prinsipnya kepailitan 

perseroan terbatas adalah upaya terakhir yang dilakukau untuk menyelesaikau 

problem perseroan yang betkait dengan kebangkrutan perseroan tetbatas tersebut. 

Sutan Rerny Sjahdeini menyatakan bahwa kapaHitan seyogianya hanya 

merupakan ultimum remedium. 13 Ricardo Simanjuntak menyatakan bahwa 

kepailitan khususnya corporate insolvency sebenarnya merupakan exit from 

fimmcial distress, jadi merupakan suatu jalan keluar dari persoalan yang membelit 

secara financial sudah tidak bias Iagi terselesaikan. 14 

Prinsip commercial exit from financial distress dari kepailitan sekaligus 

juga memberikan makna bahwa kepailitan adalah merupalum solusi dari masalah 

penyelesaian utang debitor yang sedang mengalami kebangkrutan dan bakau 

sehaliknya bahwa kepailitan justru digunakan sebagai pranata hukum untuk 

membangk:rutk:an suatu usaha. Prinsip ini merupakan prinsip yang ditemukan 

dalam kepaiiitan perseroan terbatas. Secara teoritis, kepailitan perseroan terbatas 

hlll1JS dibedakan dengan kebangkrullln perseroan terbatas, pembubaran perseroan 

terbatas, dan Iikuidasi perseroan terbatas. Kehangkrutan perseroan terbatas adalah 

suatu keadaan dimana perusa.haan mengalami deteriorasi adaptasi perusahaan 

dengan lingkungannya yang sampai memhawa akibat pada rendahnya kinerja 

untuk jangka waktu terteutu yang berkelanjutan yang pada akhlrnya menjadikau 

perusahaan tersebut kehilangan sumber daya dan dana yang dimiliki sebagai 

13 Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailltan: Memabami FtUIIJssemenJsvewdening 
Juncto Undang-Undang Nomor4 T~thnn 1998 (Jiikana: Gtafib), 2002, haJ. 319. 

14 Ricardo Simanjuntak. Op.Cit, hal. 30. 
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akibat dari gagalnya perusahaan melakukan pertukarnn yang sehat antara keluaran 

(output) yaog dihasilkan dengan masukan (input) bam yang barus diperoleh. 

Pembubaran perseroan terbatas (winding up) adalah merupakan suatu 

Iangkah hukum yang diambil terhadap suatu badan hukum perseroan terbatas atas 

alasan-alasan hukum tertentu, antara lain, jangka waktu berdiri dari perseroan 

terbata'i tersebut telah berakhir ataupun ala.san-alasan hukum ataupun alsan 

komersial yang mengharuskan badan bukum tersebut dibubarkan, baik melalui 

RUPS dan/atau melibatkan peran pengadilan negeri dimana kemudian untuk 

melakukan pengurusan dan pembaresan heria badan hukum dlikuidasi tersebut 

diangkatlah tim likuidator yang bertanggungjawab kepada RUPS ataupun otorill!s 

yang menaungi usaha yang dijalankan oleh badan huk:um tersebut 15 

Elips dalaro Kamus Hukum Ekunominya mengartikan /iquidaJron sebagai 

pembubanm perusahaan diikuti dengan proses penjualan beria perusahaan, 

penagihan piutang. pelunasan utang~ serta penyelesaian sisa harta atau utang 

antara pemegang sabam.16 

Dari teori dan ketentuan pembubaran dan Jikuidasi perseroan terbatas 

tersebat, maka secara jelas ada perbedaan antara pembubaran dengan likuidaai. 

Likuidasi merupakan tindakan atau langkah pemberesan asset. Sedangkan 

pemberesan asset men1pakan langkah yang dilakukan tidak saja terhadap badan 

hukum yang telah dibubarkan diluar kepailitan tetapi juga merupakan langkah 

pemboresan asset yang dilakukan terhadap debitor yang "'lah dinyatakan pailit. 

Hanya terjadi perbedaan pengaturan norma antara likuidasi dalam pernbubaran 

perseroan terbatas secara umwn dengan likuidasi dalam kepailitan. Likuidasi 

dalam pembubaran perneroan terbatas secara umum dilakukan oleh likuidator 

yang tunduk pada UU Perseroan Terbatas. sedangkan likuidliSi dalam kepailitan 

dilakukan oleh kurator yang tunduk pada UU Kepailitan. 

Kepailitan itu sendiri merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip 

paritas crediJorium dan prinsip pari passu prorate parte dalam rezim hukum 

barta kekayaan (Vermogensrechts). 11 

15 Ricardo Sirnanjuntak. Kepailitan dan Likuidasi (Studi Ka:.<JS: BPPN vs PT. Muara Alas 
Prima), Dalam Valerie SelvieSinaga (cd.), Analisa Putnsau Ke)>~!.liran Pada Peugadilan Niaga 
Jaiarta; (Jakarta; Fakultas Hukum UniveiSitas KhatolikAtmajaya), 2005, hal.. 1&5. 

16 Elips, Kamus Hukum Ekonoml Elips (Jakarta: PrQyd<: Elip.s), 1997, hat 105. 
17 Hadi Subhan. Op.Cit, hal. 3. 
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Prinsip parilaY creditorium berarti bahwa semua harta kekayaan debitor 

baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta 

yang selcarang telah dipunyai debitor dan barang-barang di kemudian hari akan 

dimilik.i debitorterikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.1
£ Prinsip ini dibuat 

di dalam SJ'•tem hukum perdata di Indonesia. Hal itu rermuat di dalam Pasal 1!31 

KUHPerdata yaog menyatakao bahwa segala keheodaan si berutang, balk yang 

bergerak maupun yaog tidak bergerak, balk yang sudah ada maupun yaog baru 

akan ada di kemudian hari, meojadi tanggungan untuk segala perikatan 

perseorangan. Selain itu rwnusan dalam Pasal 1131 KUHPerdata menunjukan 

bahwa setiap tindukan yaog dilakukan seseornng dalam lapangan harta kekayaan 

selalu akan membawa akibat terbadap harta kekayaannya, balk yang bersifat 

menambah jumlah barta kekayaan (kredit), maupun yang nantinya akan 

mengerangi jumlah harta kekayaan (debit). Demikianlah harta kekayaan setiap 

orang akan selalu berada dalam keadaan yang dinamis dan selalu herubah-ubah 

dari waktu ke waktu. Setiap perjanjian dibuat maupun perikatan yang terjadi dapat 

mengakibalkanbarta kekayaan se.eorang bertarnbah atau bedrurang.19 

Sedangkan prinsip pari p~u prorate parte berarti bahwa harta kekayaan 

tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya barus 

dibagikan secam proporsionaJ antara mereka, kecuali apabila antara para kreditor 

itu ada yang mcnurut undang-undang harus dfdahu!ukan dalam menerima 

pembayaran tagihannya.w Prinsip ini termuat di dalam pasal 1 132 KUHPerdata 

yang menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi 

semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan peojualan benda-benda itu 

dibagi~bagi menurut keseimbangarmya, yaitu menumt besar kecilnya piutang 

masing-masing, kecua!i apabila diantara para berpiutang itu ada aiasa.n~alasan 

yang sab untuk didahulukan. Jika dalam babungan bukum harta kekayaan tersebu~ 

seseorang memiliki lebih dari saru kewajiban yang harus dipenuhi terhadap leoih 

dari satu orang yang berhek atas pernenuhan kewajiban t=ebu~ maka pasal 1132 

11 Kartini Mutyacfi, "Kepailit.an dan Penyelesaian Utang Piutang", dalam: R11dhl A. 
Lontoh (cd), Pmyelesaian Utang Piutang Melalul Pailit atau Penundaan Kewajiban 
Punbayaran Utang (Ban.iung: Alumni), 2001, hBl. 168. 

'
9 K.artini MulJ:::zli, "'.Kreditor Preferens dan KreditQr Sepatatis ®lam Kepailitan", Da!am: 

Emmy Yuhassarie (ed), Undaog-Undang KepaHitan dan Perkembangannya (Jakarta: Pusat 
Pengkajian Hukum), 2005, haL 164. 

20 Op.CiL 
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KUHPerdata menentukan bahwa setiap pihak atau kreditor yang berhak: atas 

pemenuhan perikatan, haruslah mendapat pemenuhan perikatan dari harta 

kekayaan pihak yang berkewajiban ( debitor) tersebut secara21
: 

1. Pari passu, yakni secara bersama~sama memperoieh pelunasan, tanpa ada 

yang didahulukan, 

2. Pro rata, yakni proporsional yang dihitung berdasarkan pads besamya piutang 

masing-masing dihandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, 

terhadap seluruh harta kekayaan debioor tersebut. 

Dalarn peraturnn perundangan yang lama yakni dalam Ferordening 

Vai//issements (FV) maupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang 

Kepailitan tidak diatur secara kbusus, narnun peda Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004 yaitu Undang-Undang tentang Kepailitan dan PenWldaan Kewajiban 

Pembayaran Utang dalarn penjelasannya menyebutkan babwa keberadaan 

undang-undang ini mendasarkan pada sejumlah asas-asas kepailitan yakni22
: 

I. Asas Keseimbangan 

Undang·undang inl mengatur beberapa ketentuan yang merupakan 

perwujudan dari a">as keseimbangan. yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan 

yang dapat mencegah teljadinya penyalahgunlllln pranata dsn lernbaga 

kepailitan oleh debitor yang tirlak jujur. Di!ain pihak: terdapat ketentuan yang 

dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan 

oleh kreditor yang tidak beritikad baik. 

2. Asas Kelangsungan Usaha 

Dalam undang-undang in4 terdapat ketentuan yang memungkinkan 

pernsahaan debitor yang pwspektif tetap dilangsungkan. 

3. Asas Keadilan 

Dalam kepaHitan asas keadilan mengandung pengertian7 bahwa ketentuan 

mengenai kepailitan dapat memenubi rasa keadilan ini untuk mencegah 

teljadinya kesewenangan-wenangan pihak penagih yang mengusahakan 

pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak 

mempedulikan kreditor lainnya. 

ll Op.Cit. 
22 Diatur di dalam: penjela.san umum Undang~Undang Republik lndooesia Nomor 37 

Tahun 2004 Tentang Kepallitan dun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utnng. 
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4, Asas Integrasi 

Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa 

system hukum fonnil dan bukum materiiJnya merupak:an satu kesatuan yang 

utuh dari sistem hokum perdata dan hukum acara perdata intemasionaL 

1.6 Mctode Penelitian 

Metode penelitian yang digunak:an dalam upaya pengumpu]an data atau 

baban merupakan suatu syarat penting dalam suatu penulisan karya tulis yang 

bersifut ilmiah, yang kemudian akan dipergunakan sebagai bahan dilrl penulisan 

materi tersebut. 

Adapun dalam penelitian ini~ metode penelitian yang dipergunakan adaJah: 

1. Tipe Penelitian 

Tipc penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum nonnatif~ karena 

bahwa penelitian hokum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, 

prinsip-prinsip hukum, maupun dok:trin-doktrin hukurn guna menjawab tsu 

hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, tipe penelitian ini adalah nonnatif 

yang berkaitan dengan prinsip--prinsip dan norma hukum kepailitan dalam 

hukurn kepailitan di Indonesia 23 

2. Sifat PeneHtian 

Sifat peneiitian yang digunakan adalah deskriptif :malisis yaitu penelitian 

dimana pengetahuan atau teori tentang obyek: yang sudak ada dan ingin 

memberikan gambaaan tentang obyek penelitian, dalaru hal ini memberikan 

gambamn yang sebenamya yang terjadi di dalarn praktek (pada kasus PT. 

Adam Skyconnection Airlines) dan menganalisisnya dengan k<::tentuan yang 

berlaku mengenai kepailiom (Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tenomg 

Kepai!itan dan Penundaan Kewajiban Pembayanan Utang). 

3. Data 

a. Sumber Data 

Data yang digunakan untuk penulisan ilmieh ini adalah data primer dan 

data sekunder. 

:u Peter Mahmud Marzuki, Penelitiao Hnkum (Jakarta: Prenada Media), 200S, hat. 35. 
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1) Data Primer 

Adalah data )'llllg diperoleh langsung dari sumhemya yaitu dari basil 

wawancara penulis dengan pengacara termohon (C.V. CICI qq. Dra. 

Luvida Eviyanti). 

2) Data Sekunder 

AdaJab merupakan data yang diperoleh da.ri suatu sumber yang sudah 

dikumpulkun oleh pihak lain, baik rnelalui bahan hukurn primer, bahan 

hukum sekunder dan bahan hukwn tersier. Dalam penutisan ini data 

sekunder )'llllg digunakan adalah: 

a) Bahan Hukurn Primer 

Merupakan bahan-bahan hukurn yang mengikat, dalam haf ini 

penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan tema penelitian yaitu Undang-Undang No. 37 

Talmo 2004 tentang Kepailitan dan Pcnundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas dan Kitab Undang-Undang Hokum Perdata, 

Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan 

Keselamatan Penerbangan. 

b) Bahan Hukurn Sekunder 

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjeJasan mengenai 

bahan hukum primer. Da1am penulisan ilmiah iW, penulis juga 

menggunakan buku-buku ilmiah, bahan-bahan kuliah, artikel

artikel baik dari majalah, surat kabar maupun dari internet yang 

berkaitan dengan kepailitan. 

4. Analisis Data 

Dalam pcnelitian ini penulis menggunakan analisis data secara kualitatif. Data 

primer dan data sekunder yang dipero1eh akan dikemukakan dan dianaUsis 

febih mendalam untuk memperoJeh jawaban dari masalah yang akan diteliti.24 

5. Pengambiian Kesimpulan 

Metode )'llllg digunakan da!arn mengambil kesimpulan adalah metode yang 

bersifat deduktif yaitu suatu merode yang membahas hal-hal :"'ng bersifat 

24 SoeQooo Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul Press). 1984, bal. 255. 
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umum (teori-teori, Hmu hukum dan peraturan perundang-undangan) dan 

dibandingkan dengan data yang bersifat kbusus (empiris dan praktek). 

1.7 Sistematika PenuUsao 

Dalam penulisan ilmiah ini~ penulis membagi menjadi lima bah. Adapun 

pembagian ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan dalam pembabasan topik, 

sehingga analisis dan uraian di dalam penulisan llmiah ini tersusun dengan baik. 

Bab I atau yang biasa disebut sebagai bab pendabuluan ini akan diuraikan 

menge.W latar belakang, pokok pennasalahan, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kerangka teori dan sistematika penulisan. 

Bah II akan dibahas mengeoai kepailitan peda perusahaan penerbangan, 

yang mana akan membahas mengenni kepailitan secara umum baik dari segi 

prinsip-prinsip umum yang berkaitan dengan kepaiUtan dan hal-hal yang 

betkaitan dengan kepailitan pada perusahaan penerbangan. 

Bah ffi di dalam bab ini akan diuraikan mengenai kasus PT. Adam 

SkYconneerion Airlines dengan CV. CICI qq. Dra. Luvida Eviyanti. Di dalam bab 

ini akan dibahas mengenai perusahaan PT. Adam Skyoonnection Airlines, kondisi 

perusahaan, duduk perkara yang tcljadj antara pemohon dan tennohon serta 

analisis mengenai kemunglcinan diajukannya permohonan paiJit setelah izin usaba 

dicabut dan a.nalisa mengenai perjanjian ketjasama antara pernohon dan tennohon 

dalam proses kepailitan 

Bab IV adalah bab penutup, dimana akan diuraikan mengenai kesimpuian 

dari basil pembahasan dan analisa yang dilakukan oleh penulis tentang pnkok 

perrnasalahan yang dikemukakan serta saran yang berkaitan dengan perrnasalahan. 
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BAB2 

KEPAILITAN PADA PERUSAHAAN PENERBANGAN 

2.1 Pengertian Kepailitan 

Pasal I angka l Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menetapkan bahwa 

penge.rtian kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang 

pengnruSIUl dan p•mberesannya dilalruklm olah kurator di bawub pengawasan 

Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

Kepailitan disini pada prinsipnya ditujukan untuk kepentingan semua 

kreditomya secara ber:sama-sama, yang memillld piutang pada saat debitor 

dinyatakan pailit. Dengon dinyatakan pailit maka debitor demi hukum kehilangan 

haknya untuk: berbuat bebas atas semua harta benda yang menjadi miliknya, 

begitu pula hak untuk mengurusnya. HaJ ini dimaksudkan untuk: mencegah sitaan 

dan eksekusi oJeh seorang kreditor atau lebih secara perseorangan. karena sesuai 

dengan ketenruan Pasal 1 angka 1 diatas mengenai hak pengurusan harta debitor 

pailit berada pada kura.tor. 

Dasar dari hukum kepailitan adalah Pasal 1131 dan Pasal 1132 

KUHPerdata, yang mana Pasal 1131 KUHPerdata berbunyi: 

~·segala kebendaan si berut.ang, baik yang bergerak maupun yang tidak 

berg~ bai.k yang sudah ada maupun yang bam akan ada di kemudian hari, 

menjadi tanggungan untuk segala perikatan persoorangan.n 

Dari kctentuan tersebut dapat diketahuj bahwa debitor bertanggung jawab 

terhadap utang-utangnya. Tanggungjawab tersebut dijamin dengan harta yang ada 

dan yang aka:n ada dikemudian hari, baik barta bergerak maupun yang tid!lk 

bergerak. Kerentuan ini didasarkan kepada asas tanggung jawah terhadap utang. 

Asas ini diperluk:an dalam upaya memberikan rasa tanggung jawab kepada para 

debitor supaya melaksanakan kewajibannya dan tidak merugikan kreditomya. 

Selain itu asas ini juga dimak.o;udkan untuk melindungi kepentingan kreditor, 

supeya seimbang dengan h!lk yang sudah diberikan kepada debitor yaitu 

mendapatkan pinjarnan berupa uang. Dengan adanya ketentuan dan asas demikian, 
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maka setiap debitor hams menyadari bahwa perbuatannya meminjam uang kepada 

kreditor yang berakibat yang bersangkutan mempunyai utang. dijamin dengan 

segala kebendaannya baik yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari, baik 

yang bergerak maupun y-.mg tidak bergerak. Oleh karena itu, yang bersangkullln 

harus menyadari pula apabila kewajibannya membayar utang tidak dilakukan 

pada waktunya, maka segala kebendaannya akan disita melalui proses kepailill!n. 1 

Pasalll32 KUHPerdata menyatakan: 

«Kebendaan tersebut menjadi ja.minan bersama-sama bagi semua orang yang 

mengull!ngkan padanya; pendapall!n penjualan benda·benda itu dibagi-bagi 

menurut keseimbangannya. yaitu menurut besar keejlnya piutang rnasing

masing. kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-aJasan yang 

sah untuk didahulukan.» 

Pasal I 132 KUHPerdala menentukan beberepa hal dalam hubungan 

dengan utang piutang ya.itu:2 

I. Apabila debitor tidak me!akaanakan kewnjibannya, kebendaan tersebut akan 

dijual; 

2. Hasil penjualan dibagiken kepada keadiror berdasark<lll besar keci!nya piutang 

(asas keseimbangan); 

3. Terdapat kreditor yang didab:ulukan dalam roemperoleh bagiannya (kreditor 

preferen dan keadiror separatis). 

Asas yang teikandung dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUllPerdata pada 

intinya adalah membertkan jaminan kepasti&n bahwa apabila debitof tidak 

membaya.r utang dimiiilcinya maka kreditor berbak atas setiap bagian harta debitor 

untuk pelunasan atas piutangnya, dan menetapkan bahwa semua kreditor memiliki 

hak yang sama -haria benda milik debiror tersebu~ kecuali ada alasan untuk 

didahulukan. Sehingga dapat dikatakan bebwa Pasal 1131 dan Pasal 1132 

KUHPerdata merupakan dasat filosofis dari adanya pengaturan mengenai 

kepai1itan. 

Penernpan pasal tersebut secora konvensional (di luar kenteks kepailillln) 

masih dapat diterima sejauh harta kekayaan debitor cukup untuk melunasi semua 

1 M"Rn S. Sastrnwidjaja. Hukum Kepailitan dan Pmundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang (Bandung: PT. Alumni), 2006, hal. 75. 

1 Ibid, hal. 75-76. 

Universitas lndonesi,_ 

Pengajuan Kepailitan..., Citra Kemuning Mahmudin, FH UI, 2009



18 

utangnya kepada kreditor, malah tidak ada artlnya apabila kreditor yang satu 

adalah kreditor preferen atau konkuren. Namun sebaliknya, apabila harta debitor 

temyata tidak cukup untuk melunasi scllllUh utangnya, maim !oomungldnan yang 

terjadi adalah kreditor akan bertomba untuk mendapatkan bagian dari basil 

penjuaJan harta debitor demi pembayanm piutangnya dan dapat dipastikan apabila 

hal ini tetjadi maka akan adanya kreditor yang sama sekali tidak mendapat 

pembayaran atas piutangnya karena kalah cepat dari kreditor lain. Jelas kondisi ini 

akan menimbulkan ketidakadilan, maka untuk mencegah hal ini atau dengan kata 

lain unlnk melaksanakan kelentuan Pasal 1132 KUHPerdata secara adil maka 

diperlukanlah Jembaga hukum kepailitan. 

Menurut Sri Redjeki Hartono, lembaga kepailitan pada dasamya 

mempunyai dua fungsi, yaitu:1 

I. Kepailitan sebagai lembaga pamberi jaminan kepada kreditomya bahwa 

dahitor tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggung jawab atas semua 

utang-utangnya kepada sernua kreditorMkreditomya. 

2. Juga memberik.an perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan 

eksekusi massal oteb kreditor-kredltomya. 

Selain itu undang-undang kepailitan diperlukan untuk:4 

J. Menghindarkan pertentangan apabila ada beberapa k:reditor pada waktu yang 

sama meminta pembayaro.n piutangnya dari debitor; 

2. Untuk mengbindari adanya !creditor yang ingin mendapatkan hak istimewa, 

yang menuntut baknya dengan c.ara menjual barang milik debitor atau 

menguasai sendiri secara tanpa memperhatikan lagi kepentingan debitor atau 

!creditor lainnya; 

3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilukukan oleh 

debitor sendiri, misa1nya debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada 

seorang atau bebera.pa kreditor tertentu, yang merugikan kreditor lainnya, atau 

debitor melakukan perbuatan curang dengan melarikan atau menghilangkan 

semua harta beoda kekayaan debitor yang bertujuan melepaskan tanggnng 

jawabnya terhadap parakreditor. 

1 Rahayu Hartinl, Hokum Kepailitan {,Malang: Bayu Media), 2003, haL 10..11. 
4 Chanunarrasjid, Menyingkap 'fobir Perseroan (Pierdng The Corporate Vcil) 

Kapita Selekb. Hukum Perusabaao (Bandung: Citra Aditya Balcti), 2000, haL 78. 
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Syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 

ayat (I) UU Kepai!itan dapat dijelaskan sebagai berilrut: 

1. Syarat adanya dua kreditor atau lehih (concursus creditorium) 

Menurut Pasa12 ayat (I) UU Kepailitan, salah satu sya:rat yang barus 

dipenuhi ada1ah debitor harus mempunyai dua kreditor atau lebih. Denga.n 

demikian, undang-undang ini hanya memungtdnkan seorang debitor 

dinyatakan pailit apabiia debitor mernifiki paling sedikit dua kreditor. 

Rasio adanya minimal dua kreditor tersebut adaJah sebagai 

konsekuensi dar! ketentuan PasalllJl KUHPerdata, yaitu jatulmya sita umwn 

atas semua harta benda debitor itu untuk kemudian dibagi-bagikan basil 

peroiehannya kepada semua kreditornya sesuai dengan tata urutan tingkat 

kreditor sebagaimana diatur dalam undang-undang. 5 

Apabila debitor yang hanya memiliki soorang kreditor dipC<bo!ehkan 

mengajuken kepailitan terbadapnya, maka harta kekayaan debitor yang 

menurut ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata merupakan jamirum utangnya 

tidak perlu diatur mengeoai pembagian basil penjualan harta keka:yaannya. 

Sudah pasti seluruh hasH penjualan harta kekayaan tersebut merupakan 

somber pelunasan bagi kreditor satuhsatunya itu. 

Di dalam UU Kepailitan tidak ditenkrkan bahwa pennohonan 

pemyataan pailit harus membuktikan bahwa debitor mempunyai dua atau 

beberapa kreditor, namun oleh kerena menurut Pasa! 299 UU Kepailitan 

bab.wa "Kecuali dltentukan lain dengan undang-undang., hukum acara perdata 

yang bedaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Niaga" sedangkan dalam 

hukum acara perdata yang ber!aku, sesuai dengan Pasal 163 HlR atau Pasal 

!865 KUHPerdata ditegaskan beban wajib bukti (burden of proof atau 

bewij/asr) dipikul oleh pemohon atau penggngat umnk membuktikan dalil 

(posita) gngatannya, maka pemohon pemyallwl pailit harus dapat 

membuktikan bahwa debitor mempunyai dua atau beberapa kreditor 

sebagaimana disyaratkan da!am Pasal2 ayat (I) UU Kepai!itan. 6 

s Bagus lrawan, Aspek~Aspek Hokum Ker:-iJitau; Perusabaau; dan Asuransi 
(Bandun~: PT. Alumni), 2007, hal. 36-37. ·-

Sutan Remy Sjahdeini, Hukunt Kepailitan;. Memabaml Undang-Undang No. 37 
Tahun %()04 tentang Kepallitan (Jalorit: PT. Pustaka Utarna Gmfiti), 2009, hal. 54. 
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Berdasarkan ketentuan Pasal 299 UU Kepailitan dan ketentuan Pasal 

163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata, maka pemohon pemyataan pailit harus 

dapat membuktikan bahwa debitor memiliki lebih dari satu kreditor dan harus 

dapat pula memberikan bukti-buktinya. 

2. Syarat harus adanya utang 

Pengertian utang menurut Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan, yaitu: 

"Utang adalnh kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam 
jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing. 
baik seeara langsung maupun yang akan timbul di kemudian bari atau 
kontinjen, yang timbul karena petianjian atan undang-undang dan yang 
wajib dipenubi oleh debitor dan bila tidak dipennhi memberi hak kepada 
kreditor untuk mendapat pemenuharmya dari barta kekayaan debitor." 

Dart definisi utang yang diberikan oleh UU Kepailitan, maka definisi 

utang harus ditafuirkan se;ara luas, tidak hanya meJiputi utang yang timbul 

dari perjanjian utang piutang atau petjanjian pinjam meminjam~ tetapi juga 

utang yang timbul karena undang-undang atau perjanjian yang dapat dinilai 

dengan sejumlah uang. 

Pasal 2 ayat { 1) UU Kepailitan tidak membertakan tetapi menyatukan 

syarat utang yang !elnh jatuh waktu dan utang yang telnh dapat ditagih. Kedua 

istilnh itu seberuunya berbeda pengertian dan kejadiannya.' Utang yang relnh 

jatuh waktu, ialnh utang yang dengan lampaunya waktu penjadwalan yang 

ditentukan di dalam perjanjian kredit itu, menjadi jatuh waktu dan karena itu 

pula kreditor herhak untukmenagihnya. Namun demikian, dapat tetjadi bnhwa 

sekalipun belumjatuh waktu retapi utang itu Ielah dapat ditagih karena tetjedi 

salah satu dari peristiwa-peristiwa yang disebut events of default. Dalam 

perjanjian kredit perbankan, mencantumkan klausuJ yang disebut events of 

default clause adalnh lazim, yaitu klausul yang memherikan hak kepada bank 

untuk: menyatakan nasabah debitor in..def(IU/t atau cidera janji apahila salah 

satu peristiwa (event) yang tercantum dalam events of defar..tlt itu terjadi. 

Terjadinya peristiwa itu bukan saja mengakibatkan nasabah debitor cidera 

janjL tetapi juga memberikan hak kepada hank untuk menghendkan 

penggun.-n kredit lebih lanjut (nasabnh debitor tidak bcrbak lagi 

7 ]bid. hal, 51. 
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menggunakan !credit yang belum digunakannya), dan seketika itu pula 

memberikan hak kepada bank (kreditor) untuk menagib kredit yang telab 

digunakan. 

Utang yang telab jatub waktu, dengan sendirinya menjadi utang yang 

telab dapat ditagih. Sedangkan utang yang telab dapat ditagih belum tentu 

merupakan utang yang telab jatuh waktu. Utang banyalab jatub waktu apabita 

menurut pe!janjfan kredit atau petjanjian utang~piutang telah sampai jadwaJ 

waktunya untuk dilunasi oleb debitor sebagaimana ditentukan di dalam 

perj"'!iian itu. 

Pasa1 1238 .KUHPerdata :menjelaskan mengenai cara menentukan 

utang telab dapat ditagih apabila di dalam peljanjian kredit tidak ditentukan 

waktu tertentu sebagai tanggal jatub waktu pe!janjian, karena d1 dalam pasal 

tersebut menetapkan babwa pihak debiror dianggap !alai apabila debitor 

dengan sum! teguran (sural somasi) telab dinyatakan !alai dan di dalam surat 

tersebut debitor diberi waktu tertentu untuk melunasi utangnya. Apabila 

setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran itu 

ternyata debitor belum juga melunasl utangnya, maka debitor dianggap ialai. 

Dengan tetjadinya kelalaian tersebut, maka berarti utang debitot telah dapat 

ditagih. 

Undang-Undang Kepailitan dalam Pasal 2 membedakan siapa-siapa saja 

yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor yang 

berbeda~beda jenisnya itu. Tergantung kepada jenis usaha debitor, yang dapat 

tampil sebagai pemohon pemyataan pailit adalah: 

1. Debitor sendiri 

Undang-undang memungkinkan soorang debitor untuk mengajukan 

pennohonan pernyataan pailit atas dirlnya sendici. Yang mana menu rut Pasal 2 

ayat (I) UU Kepailitan mengatakan, seorang debitor dapat mengajukan 

permohonan pemyataan pailit terhadap dirinya (voluntary petition) hanya 

apabila terpenuhi syarat~syarat sebagai berikut 

a. Debitor mempunyai dua atau leblh kreditor (lebih dari satu kreditor), dan 

b. Debitor sedikitnya tidak membayar satu utang yang telab jatul1 waktu dan 

telab dapat ditagih. 
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Dengan syarat-syarat tersebut. dapat diartikan bahwa ketika debitor 

mengajukan permohonan pemyataan pailit terhadap dirlnya sendirl~ ia harus 

dapat mengemukakan dan membuktikan memiliki Iebih dari satu kreditor. 

Debitor harus membuktikan bahwa ia telah tidak membayar salah satu utang 

kreditornya yang Ielah jatuh waktu dan telah dapat ditagib. 

Pasal 8 ayat (4) UU Kepaililan menentukao, "parrnohonan parnyataan 

pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti 

secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana 

dimaksud di dalllffi Pasal2 ayat (I) telah terpenuhi." 

Apabila parrnohonan pernyataan pailit diajukan olen debitor yang 

berbentuk perseroan terbatas terhadap dirinya, permohonan tersebut harus 

diajukan dangan memenuhi ketentuan Pasal I i)4 UU No. 4ll Tabnn 2007 

tentang Perseroan Terbatas, Menurnt Pasal104 ayat (l) UU PT mengaiakan: 

"Direksi tidak berwenang mengajukan pennohonan pernyataan pailit atas 
perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebeium memperoleb 
persetujuan RUPS dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur 
dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang". 

Selain itu dari bunyi Pasal 89 ayat (I) UU Perseroan Terbatas dapat 

pula diketahui bahwa permohonan pemyataan paiHt yang diajukan oleh suatu 

perseroan terbatas terhadap dirinya hanya dapat di1akukan berdasark.an RUPS. 

Pasal 89 ayat (I) UU Perseroan Terbatas menentukan bahwa permohonan 

terse but hanya dapat dilangsnngkan jika: 

"... dalam rapat paling sedikit Jl, (riga perempat) bag ian dari jumlab 
selurnh sabam dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan 
keputusan adalab sah jika disetujui paling sedikit 'f. (riga perempat) bagian 
dari jumlah suara yang dikeluarkan. kecuali anggaran dasar menentukan 
kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan 
keputusan RUPS yang lebib besar." 

Dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 8 ayat (1), babwa dalam hal 

pennohonan pemyataan paitit diajukan oleh debitor tidak diwajibkan bagi 

pengadilan untuk memanggil para kreditor dan mengingat juga ketentuan UU 
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Kepailitan yang tidak mengharuskan dilakukan pemberitahuan secara rerbuka 

kepada publik mengenai pengajuan permohonan pemyataan pailit itu.11 

2. Seorang kredltor atau lebih 

Pasa12 ayat (1) UU Kepailitan menentukan. disamping debitor sendiri, 

kreditor dapat mengajukan pennohonan pemyataan pailit terhadap seorang 

debitor. Seorang kreditor dapat mengajukan pennohonan pemyataan pailit 

terhadap seorang debitor hanya apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut: 

a. Debitor mcmpunyai dua atau lebih kreditor (lebih dari satu !creditor), dan 

b. Debitor sedikitnya tidak mcmbayar satu utang yang telalt jatuh waktu dan 

relalt dapat dilllgih. 

Berkenaan dengan itu, apabila hanya rerhadap satu all!u dua orang 

kreditor saja debitor tidak melunasi utangnya sedangkan kepada sebagiao 

besar par kreditor laUmya debitor tetap memenuhi kewajiban pembayaran 

utang-utangnya, maka hakim pengadilan niaga barus menolak permohonan 

pemyataau pailit ternebut dan menyatakan agar kreditor yang bersangkutan 

mengajukan gugatan melalui pengadilan perdata biasa. 

3. Kejak.'l3all 

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Kepailillln, Jaksa Penuntut 

Umum dapat mengajukan pennohonan kepailitan demi untuk kepentingan 

uruum. 

Menurut Peter kepentingan umum dapat diartikan sebagai kepentingan 

yang buknn merupnkan kepentingan kreditor ataupun pemegaog saltam. 

Kepentingan umwn itu dapat saja masyarakat umum dalam pengguna jasa.9 

• Bunyi darl pasal 8 ayat(l) UU Kepailitan bahwa, pengadilao: 
a. Wajib rnemanggH debitor • dal.am hal pertll!)hooan pemyataan paitit diajukan 

oleh !creditor, keja.ks<tan, Bank Indonesia,. Badan Pengawas Paw Modal, atau 
Meoteri Keuangan; 

b. Dapat dipanggil kreditor, da!am hal permohonan pallit diajukan o!eh dcbitor dan 
terdapat keraguan bahwa persyanrtan untuk dinyatakan pa.ilit scbagnimana 
dlmaksud dalam pasal2 ayat (1) telah terpenubi. 

9 Peter Mahmud Marzuki, "Hukum Kepailitan Menyongsong L...,. Global". Mak:a.Jah 
Scmiloka Restrukturls:asi Organisasi Bisnis Mclaluli Hukum Kepaillinn {SemafMg: FH UNDIP ~ 
ELIPS}. 1997, Dalarn: Sri Redjclci Hartono, Hnkum Kepailitan (Mnlang: UMM Press}, 2008, haL 
40. 
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Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Kepailitan, yang dimaksud 

dengan "kepentlngan wnum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau 

kepentingan masyarak:at Juas, misalnya: 

a. Debitor melarikan diri; 

b. Debil<lr menggelapkan bagian dari harta kekayaan; 

c. Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan 

usaha lain yang menghirnpun dana dari ma•yarakat; 

d. Debil<lr mempunyai utang yang berasal dari pengbimpuuan dana dari 

masyarakat luas; 

e. Debitor tidal< beritikad baik atau tidal< kooperatif dalam menyelesaikan 

masalab utang piutang yang telabjalub waktu; atau 

f. Dalam ballainnya menu rut Kejaksaan meropakan kepentingan umum. 

AdapW1 tala cara pengajuan permohonan pailit adalab sama dengan 

permobonan pailit yang diajukan oleh debitor atau kreditor, dengan ketentutan 

bahwa permohonan pailit dapat diajukan o(eh kejaksaan tanpa menggunakan 

jasa advokat. 

4. Bank Indonesia 

Menurut Pasa! 2 ayat (3) UU Kepailitan, dalam hal debil<lr adalah bank, 

pennohonan pemyataan paint banya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. 

Yang dimaksud dengan bank adalah badao. usaha yang roenghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyaraki.tt 

dalam rangka meningkatkan tarat" hidup rakyat banyak, sebagaimana 

dbaaksud dalam Undang"Undang Nomor 7 Tabun 1992 tentang Perbankan. 

5. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) 

Pasa! 2 ayat ( 4) UU K.epai!itan mengatakan babwa pormohonan 

pemyataan pailit rernadap perusabaon efek, bur.;a efek, lembaga kliring dan 

penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, banya dapat diajukan 

oleh Bapepam. Menurut penjelasan Pasa! 2 ayat ( 4) UU Kepailitan, 

permohonan pemyataan pailit sebagalmana dimaksud daJam ayat ini hanya 

dapat diajukan oleh Bapepam karena lembaga te.,ebut melakukan kegiman 

yang berhubungan deng><n dana masyarakat yang dlinvestasikan da.Iam efek di 

bawab pengawasan Bapepam. Selain itu Bapepam juga mempunyai 
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kewenangan penuh daJam hal pengajuan permohonan pemyataan paiJit untuk 

instansi-instansi yang berada di bawah pengawasannya, seperti halnya 

kewenangan Bank Indonesia terhadap bank. 

6. Menteri Keuangan 

Dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi~ Pernsahaan Reasuransi, 

Dana Pensiun, atau &Wan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang 

kepentingan publik, maka menurut Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan 

pennohonan pemyafllan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. 

Penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan mengatakan kewernmgan 

untuk mengajukan permohonan pemyataan pailit bagi perusahaan asuransi 

atau perusahaan reasuransi sepenuhnya. ada pada Menteri Keuangan. 

Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat 

terhadap perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sebagai lernbaga 

pengelola resiko dan sekaligus sehagai kedudukan strategis dalam 

pemhangunan dan kehidupan perekonomian. 

Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar 

sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat dijatubi 

keputusan kepailitan. Debitor disini dapat terdiri dari orang at.au badan pribadi 

maupun badan hukum, maka berdasarkan hal tersebut diatas, pihak~pihak yang 

bisa dinyatakan pailit adaleh10
: 

l. Orang perorangan 

Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan ridak membayar 

lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, 

dinyataka.n pailit dengan putusan pengadiian yang berwenang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasa[ 2 UU Kepailitan, baik atas permohonannya sendiri 

maupun atas perminta.an seorang atau lebih kreditomya Yang dimaksud 

debitor disini dapat terdiri dati orang atau badan hukum pribadi, yang bisa 

berupa manusia maupun badan hukUin, seperti perSeroan terbatas, yayasan 

atau yang iainnya.11 

111 Ahmad Yani dan Gunawat1 Widjaja. Serl Hukum Bisni! Kepailitlm (Jakarta: PT 
RajaOrafindo PClSada}, 2004, bat 16. 

11 Rahayu Hartinl, Penye1esaian Se.ngkets KepaiJitan di lndonesla (Jakarta: Kencana 
Prenada Group), 2009, ha1.93~94. 
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2. Debitor yang telah menikah 

Permohonan-permohonan pailit yang diajukan oieh debitor yang 

menika.h, harus ada persetujuan suami atau istrinya, apabHa di antara mereka 

ada pereampuran harta (Pasal 4 UU Kepailitan). Dalom Pasal 119 

KUHPerdata menyebutkan bahwa mulai saat perkawJnan di!angsungkan demi 

hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami dan istri. sekadar 

mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.12 Oleh 

karena itu bagi mereka yang menikah berdasarkan KUHPerdata, tmtuk 

mengajukan permohonan paiJit haruslah ada persetujuan darl suaml atau 

istrinya kecuaii diantara mereka ada perjanjian perkawinan. 13 

3. Badan-badan hukum, seperti perseroan terbatas, perusahaan negara, koperasi, 

perkumpulan-perkumpulan yang berstatus badan hukum, misa!nya yayasan, 

Badan hukum sebagai subjek bukum yang mempunyai kekayaan 

terpiaah dari kekayaan perseronya juga dapat dinyalakan pailit Dengan 

pernyataan paUit, organ badan hokum tersebut akan kahilangan hak untuk 

mengurus kekayaan badan hukum. Pcngurusan harta kekayaan badan hukum 

yang dinyatakan pailit beralih pada kuratomya. Oleh karena itu, menurut 

ketontuan Pasal 24 UU J(epailitan, gugatan hukum yang bersumber pada hak 

dan kowajiban harta kekayaan debitor pailit hams diajukan pada kuratomya. 

ApabiJa yang dinyatakan pallit suatu Perseroan Terbatas (PT), koperasi 

atau badan hukum lain seperti perkumpulan atau yayasan yang mempunyai 

status badan hukum. maka pengurus yang mempunyai kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan kepailitan tersehut. Dan terbadap pernyataan pailit 

yang dimintakan oleh persero suatu firma. maka pengadilan yang berwenang 

adalab pcngadilan yang daernh hukumnya meliputi tempat kedudukan firma 

tersebut. 14 

4. Harta warisan 

Dalam UU Kepailitan mengenai kepai!itan yang berhubuugan dengan 

harta warisan ini diatur ke dalam bagian tersendiri secara lebih rinci, yaitu 

12 R. S«bekti. Aneka Pet'jaojiau (Bandwtg: Alumni), 1995, hal. 47. 
n Rahayu Hartini, Op.Cit, haL 94. 
14 lbid, hat fJ7. 
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pada bagian kesembilan tentang Kepailitan Harta Peninggalan. Dalam Pasal 

207 UU Kepailitan mengatakan bahwa harta kekayaan orang yang meninggal 

harus dinyatakan daiam keadaan pailit. apabila dua atau Jebili kreditor 

mengajukan pennohonan untuk itu dan secara singk:at dapat membuktikan 

bahwa; 

a. Utang orang yang meninggal, semasa hidupnya tidak d.ibayar lunas; atau 

b. Pada saat meninggainya 0!3flg tersebu4 harta peninggalannya tidak cukup 

untuk memhayar utangnya. 

Putusan pemyataan pallit herakibat demi huknm dipisahkannya harta 

kekayaan orang yang meninggal dari barta kekayaan ahli warisnya. Dalam 

kepailitan harta warisan atau harta peninggalan tidal< dikenal atau tidak 

berlaku adanya perdamaian sebagaimana yang diatur dalam UU Kepailitan, 

kecuali apabila warisannya telah diterima oleh ahH waris secara mumi.15 

2.2 Kedudukan-Kedndokan Kreditor 

Hakum kapailitan merupakan realisosi Pasal I \32 K\JHPerdata yang 

mengisyaratkan bahwa setiap kreditor memiliki kedudukan yang sama terhadap 

k.reditor lainnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang karena memiliki 

alasan..alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditor~l<reditor lainnya. 

Pengertian kreditor sendiri diatur di dalam Pasal J angka 2 UU Kepailitan, 

yaitu orang ymg mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang 

dapat ditagih di muka pengadilan, Secara umum. ada 3 (tiga) macam kreditor 

yang dikenal dalam K\JHPerdata yaitu sebagai berikut: 

a. Kreditor konk:uren 

Kreditor kon.kuren ini diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdata. Kreditor 

k:onkuren adalah kreditor dengan hak pari passu dan pro rata, artinya paxa 

kreditor hersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulakun} 

yang dihitung berdasarkan pada besamya piutang masing-masing 

dihandingkan terhadap piutang mereka secarn keseluruhan, terhadap seluruh 

harta kakuyaan debitor terse but. 10 Dengan demikian, para !creditor koakuren 

IS Pasal 211 Undang-Undang Nomor 37 Tah:un 2004 tcntang Kepailit.an dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Uung. 

16 Jono, Hul..ilm K~pailif.an (Jakarta: Sinar Grafika), 2008, hal 5. 
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mempunyai kedudukan yang sama atas peiunasan utang dari harta debitor 

tanpa ada yang didahulukan. 

b. K.reditor preferen 

Merupakan kreditor yang oleh undang-undang, semata-mata karena 

sifat piuttmgnya, mendapatkan pelunasan terlehih dahulu, Kreditor preferen 

merupakan kreditor yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh 

undang·undang diberikan kepada seorang berpiutang sehlngga tingkatnya 

lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat 

piutangnya. 17 

c. Kreditor separatis 

Merupakan kreditor pemegang hak jamillJUl kebendaan in rem, yang dalam 

KUHPerdata disehut dengan nama gadai dan hipotek. 11 Pad a saat .ini, sistetn 

hukum jaminan di Indonesia mengenal4 (em pat) macam jaminao. an tara lain: 

a. Hipotek 

Hiputek diatur dalam Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 Bab 

XXI KUHPerdata, yang pada saat ini hanya diberlakukan untuk kapallaut 

yang bemkuran minimal 20 m3 dan sudab terdaftar di Syahbandar serta 

pesawat terbang. 

b. Gadai 

Gadai diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 Bab XX 

KUHPerdata, yang diberlakukan terbadap benda·benda bergerak. Dalarn 

sistem jarninan gadai, seorang pemberi gadai (debitor) wajib melepaskan 

penguasaan atas benda yang akan dijaminkan tersebut kepada penerima 

gadai (kreditor). 

c. Hak Tanggungan 

Hak tanggungan dialur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang 

Berkaitan dengan Tanah, yang merupakan jaminan atas hak-bak alas 

tanahtertentu berikut kebendaan yang melekat di atas lanah. 

d. Fidusia 

11 Pasal 1134 KUHPcrdala, 
18 Jono, Op. Cit. hal. 7. 

Universitas Indone:si• 

Pengajuan Kepailitan..., Citra Kemuning Mahmudin, FH UI, 2009



29 

Hak fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia, yang objek jaminannya berupa benda-benda 

yang tidak dapat dijaminkan dengan gadai, hipotek, dan hak tanggangan. 

Penjelasan Pasal 2 ayat (!) UU Kepailitan menjelaskan bahwa undang-

undang kepailitan memperboiehkan seorang kreditor separatis untuk: mengajukan 

pennohonan pailit kepada debitor tanpa harus melepaskan hak agnnan alas 

kebendaan. Pasal 138 UU Kepailitan juga mengatnkan bahwa kreditor yang 

piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak 

agunan alas suatu benda tertentu dalam harm pailit yang dapat memlruktikan 

bahwa sebagian piutangnya tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi darl 

basil penjualan benda yang menjadi agunan, dapat meminta diberikan hak-hak 

yang dimiliki kreditor konkuren alas bagian piutang tersebut, tanpa mengnraagi 

hak untuk didahutukan alas benda yang menjadi agunan atas piutangnya. 

Undang-undang kepailitan memberikan hak kepada kreditor separatis dan 

kreditor prereren untuk dnpat tampil sebngai kreditor konkuren tanpa harus 

melepaskan hak-bak untuk didebulukan atas benda yang menjadi agnnan alas 

piutangnya., dengan catatan bahwa kreditor separatis dan kreditor preferen dapat 

membuktikan bahwa benda yang menjadi agunan tersebut tidak cukup untuk 

melunasi utangnya debitor pailit Tidak cukupnya harta debitor untuk melunasi 

utang-utangnya dari ha">il penjua1an benda yang menjadi agunan atas piutang 

tersebut, haruslah dibuktikan. Beban pembukrian alas kemungkinan tidak dapat 

terlunasinya utang debitor dart penjualan benda tersebut berada di ptmdak kreditor 

separatis dan kreditor preferen. t9 

2.3 Akibat Hukum Kepailtlan 

Setelah putusan pennohonan pernyataan pailit diu.,.pkan oleh hakim 

pengadilan niaga, maka timbul sejumlah akibat hukum terhadap perbuatan hukum 

yang dilakukan oleb debitor, antara lain sebagai berlkut: 

I. Akibat Kepailitan Secara Umum 

a. Akibat Kepailitan terhadap Harta Kekayaan Debitor Pailit 

tll- Ibid, hal. 10. 
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Pasal 21 UU Kepailitan mengatakan1 kepailitan meliputi se1uruh 

kekayaan debitor pad~ saat pemyataan pailit itu diputuskan beserta semua 

kekayaan yang diperoleh selama kepailitan itu. 

Menurut Pasal 22 UU Kepailitan, ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal21 UU Kepailitan tidak beriaku terhadap: 

I) Benda, tennasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor 

sehubungan dengan paksrjaannya, per!engkapan, alat-alat medis yang 

dipergunaksn uutuk kesehatan, lempat tiduc dan perlengkapannya yang 

dipergunaksn oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 

30 (tiga puluh) bari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di 

tempat itui 

2) Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri 

sebagai penggajian dari suatu jabata.'l atas jasa,. sebagai upab, pensiun. 

uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim 

pengawas; atau 

3) Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhl suatu kewajiban 

memberi nafkah menurut undang-undang. 

Yang dimaksud semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan, 

misainya warisan. Menurut Pasal 40 UU Kepailitan, segala warisan yang 

selarna kepailitan menjadi hak: debitor pailit, tidak boleh diterima oleh 

kucator, kecuali apabila menguntungkan barta pailit Sedang untuk 

menolak semua warisan. kurator memerlukan izln dari bakim pengawas. 

Apabila ada penghibahan yang dilalrukan oleh debitor pailit, maks 

berdasarkan Pasal 43 UU Kepailitan, penghibahan yang dilalrukan debitor 

pailit ten;ebut depat dibatalkan apabila kurator dapat membuktikan babwa 

peda saat hibab lersebut dilakukan, debitor mengalahui atau patut 

mengetahui bahwa tindaknn tersebut akan mengakiba:tkan kerugian bagi 

krcditor. Pasal 44 UU Kepailitan menentukan bahwa kecua1i dapat 

dibuktikan sebalilmya, debitor dianggup mengetahui dan patut mengetalmi 

babwa hibeh tersebut dapat merugikan !creditor apabila dilakukan dalam 

jangka waktu satu tahun sebelum putusan pamyataan pailit ditetapkan. 
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Seorang debitor yang dinyatakan pailit, bukan berarti debitor yang 

bersangkutan dikatakan tidak cakap lagi untuk melakukan perbuatan 

bukum dalam rangka mengadakan hubungan hukum tertentu dalam hukum 

kekeluargaan. misalnya me1akukan perkawinan. mengangkat anak. dan 

sebagainya. Debitor pailit hanya dil<atakan tidak cakllp lagi melakukao 

perbuatan hakum dalam kaitannya dengan penguasaan dan pengurusan 

harm kakayaan. Dengan sendirinya segala gugatan bukum yang bersumber 

pada hak dan kewajiban kekayaan debitor pailit hams dhuajukan terhadap 

kumtornya. 20 

b. Akibat Kepailitan terhadap Pasangan (SuamiJlstri) Debitor Pailit 

Debitor pailit yang pada saat dinyatakan pailit sudab terikat dalam 

suatu perkawinan yang sab dan adanya pe""'tuan hart., kepailitannya juga 

dapat memberikan akibat hukum terhadap pasangannya (suami/ism)." 

Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit, suami atau istrinya 

berhak mengambll kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang 

merupakan harta bawaan dati suami atau istri dan harta yang diperoleh 

masing-masing sebagai hadiah atau warisan. 

c. Akibat Kepailitan terhadap Seluruh Perikatan yang Dibuat Debitor Pailit 

Pasal 25 UU Kepailitan mengatakan, semua perikatan yang terbit 

sesudab putusan peruyataan pai!i~ tidak lagi dapat dibayar dari haria paili~ 

kecuali perikattm tersebut menguntungkan harta pailit. 

Pasal26 UU Kepailitanjuga mengatakan bahwa tuntutan mengenai 

hak: atau kewajiban yang menyangkut hsrta paHit harus diajukan oleh atau 

terhadap kurator. Dalam hal tuntotan tersebut diajukan atau diteruskao 

oleh atau terhadap debitot pailit maka apabila tuntutan tersebut 

mengakibatkao suatu penghukuman terbadap debitor pailit, penghukurnan 

tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap barta pailit. 

Pada prinsipnya, sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 22 UU 

Kepailillm, setiap dan seluruh perikatan antara debitor yang dinyatakan 

pailit dengan pihak ketiga yang dilakukan sesudab pemyataan pailit, tidak 

:ro R:tchmadi Usman. Dimensi Hukum Kep!iiUtan di Indonesia (Jakarta: PT. Grnmedin 
PusUtka Utama), 2004, haJ, 52. 

21 Jono, Op,Cit. hal. 108, 
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akan dan tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali bila perikatan

parikatan ternebut mendatangkan keuntungan bagi barta kel<ayaan itu. 22 

Oleh karena itu, gugatan-gugatan yang diajukan dengan tujuan untuk 

memperoleb pemenuhan perikatan dari harta pailit, se1ama dalam 

kepallitan yang secara langsung diajukan kepada debitor pailit, hanya 

dapat diajukan dalam bentuk laporan untuk penoocokan. Jika pencoookan 

tidak disetujui, maka pibak yang tidak menyetujui pencocokan tersebut 

demi hukum mengambil alih kedudukan debitnr pallit dalam gugutan yang 

sedang berlanguung tersebut. Meskipun gugutan tersebut banya 

memberikan akibat hukum dalam bentuk pencocokan, namun hal itu sudah 

cukup untuk dapat diajukan scbagal salab satu bukti yang dapat mencegab 

berlakunya daluwarsa atas hak dalam gugutan.23 

d. Akibat Kepailhan terbadap Seluruh Perbuatan Hokum Debitor yang 

Dilakukan Sabelum Putusan Pemyataan Pailit Diucapkan. 

Dalarn Pasal 41 ayat (1) UU Kepailitan dinyatakun secara tegas 

Uahwa untuk kepentingan harta paHit. segala perbuatan hukum debitor 

yang telab dinyatakun pailit, yang merugikan kepentingan kreditor, yang 

diiakukan sebelum putusan pemyataan pailit diucapkan, dapat diruintai 

pembatalan kepada pengadilan. Kemudian Pasal 42 UU Kepailitan 

memberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan bukum debitor 

tmebut. 

Sistem pembuktian yang digunakan menurut Pasal41 dan Pasal42 

UU Kepailitan adalab sistem pembuktian terbalik, yang artinya beban 

pembuktian terbadap perbuatan hokum debitor (sebehun putusan 

pemyataan pailit) tersebut adalab berada pada pundak debitor pailit dan 

pihak ketiga yang melakukan perbuatan hukum dengan debitor apabila 

perbuatan hukum debitor tersebut itu dilakukan dalam jangka wektu 1 

tabun sebelum putusan pemyataan pailit yang membawa kerugian bagi 

kepentingan kreditor.24 Jadi apabila kurator meniiai bahwa ada perbuatan 

22 Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, Seri Hukunt Bl~t._ KepaUitao (Jakarta: PT. 
RajaGrnfindo Pe.rsada), 2004. haL 30. 

23 Jbjd. 
24 Jono. Op.Cit, hal. lll. 
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bulrum tertentu darl debitor dengan pihak ketiga dalam jangka waktu 1 

tahun (sebelum putusan pemyataan pailit) merugikan kepentingan kredi(Or, 

maka debitor dan pihak ketiga wajib membuktikan babwa perbuatan 

hukum tersebut wajib dilalrukan oleh mereka dan perbuatan hukum 

tersebut tidak merugikan hartl1 pailiL Hal ini akan berbeda apabila 

perbuatan lrukum yang dilakukan dabitor dengan pihak ketiga dalam 

jangka waktu lebih dari l tabun sebelum putusan pemyataan pailit di 

mana kurator menilai bahwa perbuatan hukum tersebut merugikan 

kepentingan kreditor atau haria paili~ maka yang wajib rnembaktikan 

adalah kuraror. 

2. Akibat Kepailitm Secant Khusus 

a. Akibat Kepailitan terhadap Petjanjian Iimbal Balik 

Pasal 36 ayat (1) UU Kepailitan menentukan, dalam hal pada saat 

putusan pernyataan pailit diucepkan, terdapat perjanjian timbal balik yang 

balum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan pe~anjian 

dengan debitor dapat merninta kepada kurator untu.k memberikan 

kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka 

waktu yang disepaksti oleh kurator dan pihak tersebut. Selain itu apabila 

kesepakstan mengcnai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 

tidak tercapai, maka menurut Pasal 36 ayat (2) UU Kepailitan, hakim 

pengawas akan menetapkan jangka waktu tersebut. Apabila dalam jangka 

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kurator tidak 

rnemberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan 

perjanjian tersebut. Kernudian Pasal 36 ayat (3) UU Kepallitan 

menentukan peJjanjian berakhir dan plhak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat menuntut ganti rug! dan akan diperlakukan sebagai kreditor 

konkuren. Menurut Pasal 36 ayat (4) UU Kepailitan, apabila kurator 

rnenyatakan kesanggupannya maka kurator wajib memberi jaminan atas 

kesanggupan untuk melaksanakan petjanjian rersebut. Ketentuan yang 

dimaksud pada Pasal 36 ayat (I) (2) (3) dan (4) tidak berlaku terhadap 

peljanjian yan~ ~ewajibkan debitor melak.ukan sendiri perbuatan yang 

diperjanjikan. 
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Apabila dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 

UU Kepailitan Ielah dipetianjikan penyerahan barang dagangan yang biasa 

diperdagangkan dengan suatu jangka waktu dan pihak yang harus 

menyerahkan benda tersebut sebelum penyerahan dilaksanakan dinyatakan 

paiiit maka perjanjian menjadi hapus dengan diucapkannya putusan 

pemyataan paili~ dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena 

penghapusan maka yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai 

kreditor konkaren untuk mendapat ganti rugL Dalam hal harta pailit 

dirugikan karena penghapusan sebegairuana diruaksud pada ayat (1) maka 

pihak lawan wajib membayar ganti kerugian tersebut (Pasal 37 ayat (I) 

dan (2) UU Kepailiton). 

b. Akibat Kepailitan terhadap Berbagai Jenis Perjanjian 

1) Perjanjlan sewa menyewa 

Dalam Pasal 38 UU Kepailiton ditentukan bahwa dalam bal 

debitor te!ah menyewa suatu benda maka baik kurator maupun pihak 

yang menyewakan benda, dapat menghentikan perjanjian sewa,. dengan 

syamt pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum betakhir 

perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempet. Pasal 38 ayat (2) 

UU Kepa.llitan mensyaratk:an dalam hal metakukan penghentian 

sebagaimana dimaksud dalarn pada ayat (I), harus diindahkan jangka 

waktu pemberitahuan penghentian menurut petjanjian. Apabila dalarn 

perjanjian sewa tersebut tidak ditentukan jangka wa.ktunya, I>asat 38 

aye! (2) tersebut menentukan peling singkat arlaloh 9Q hari karena 

jangka wak:tu tersebut menurut kelaziman merupakan jangka waktu 

yang dianggap patut 

Dalam hal uang sewa Ielah dibayar dimuka maka perjanjian 

sewa menyewa tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum bernkhimya 

jangka waktu yang teloh dibayar ull!1g sewa tersebut (Pasal 38 ayat (3) 

uti Kepailitan). Apabila uang sewa yang telah dibayar atau masih 

harus dibayar (uang sewa yang belum diterima oleb debitor, misalnya 

uang sewa tersebut dibayar bulanan), menurut Pasal 38 ayat (4) sejak 
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tanggal putusan pemyataan pailit diucapkan, uang sewa tersebut 

merupakan utang h3$!a pailit. 

2} Peijanjian kelja 

Pasal 39 UU Kepaflitan menentukan bahwa pemutusan 

hubungan kerja tersebut dapat dilakukan oleh kurator atau 8HP dengan 

mengindabkan dan menurut jangka waktu yang telab ditentukan dalam 

perjanjian keljanya atau berdasarkan undang-undang, dengan 

pengertian babwa pemutusan hubungan ketja dilakukan dengan 

pemberitahuan setidak-tidaknya 6 minggu sebelumnya. Sejak hari 

pemyataan kepailitan ditetapan, nang upab atau gaji karyawan tadi 

menjadi utang dari harta kepailitan. 

c. Akibat Kepailitan terhadap Ougatan (Tuntutan Hukum} oleh Pihak Lain 

terbedap Debit<>r 

Menurut Pasal 29 VU Kepailitan, suatu tunlu!an hukum di 

pengadilan yang diajuk:an terhadap debitor sejauh bertujuan untuk 

memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang 

beljalan, gugur demi bukum dengan diucapkannya putuson pemyataan 

pailit oleh debitor. 

d. Akibat Kepailitan terhadap Penetapan Pelaksanaan Pengadilan 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1 ). putusan pemyataan 

pailit berkibat babwa segala penctapan yang berkenaan dengan 

pelaksanaan putusan pengadilan terhadap setiap begian dari kekayaan 

debitor yang telab dimulai sebelum kepailitan, barns dihentikan seketika 

dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan tennasuk 

atau juga dengan menyandera debitor. 

e. Akibat Kepailitan terhadap Peljumpaan Utang (Kompensasi} 

Dalam kepailitan dimungkinkau seseorang untuk melakukan 

petjumpaan utang dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang

undang, karena Pasal 51 ayat (1) VU Kepailitan memberikan hak kepada 

setiap orang yang mempunyai utang atau piutang terhadap debitor pailit 

untuk memohon diadakannya perjumpaan utang, apabila utang atau 

piutang tersebut diterhitkan sebelum putusan pemyataan pailit diucapkan, 
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atau akibat perbuatan yang dilakukannya dengan debitor pailit sebeium 

putusan pemyataan pailit diucapkan. Perjumpaan utang juga dapat 

ditakukan oieh setiap orang yang memperoieb utang atau piutang sebagai 

akibat dari pengaiiban sua!u utang atau piutang dari pihak ketiga dcngan 

syarat": 

I) Perjumpaan utang terse but dilakukan sebelum putusan pemyataan 

paiJit diucapkan; dan 

2) Perjumpaan utang tersebut dilakukan dengan itikad balk. 

Menurut Pasai 51 ayat (2) UU Kepailitan semua utang piutang 

yang diambil aJih setelah pulusan pemyataan pailit diucapkan, tidak dapat 

diperjumpakan. Setiap orang yang mempunyai utang kepada debitor paili~ 

yang hendak rnenjumpakim utangnya dengan suatu piutang atas lunjuk 

atau piutang atas pengganti, wajib mernbuktikan bebwa pada saat putusan 

pernyataan pailit diucapkan, orang tersebut dengan itikad baik sudah 

menjadi pemilik surat atas tunjuk atau surat atas pengganti tersebut (Pasal 

53 UU Kepailitan). 

f. Akibat Kepailitan terbadap Pernbayoran Utang 

Pembayaran suatu utang yang sudah dapat ditagih hanya dapat 

dibatalkan apabila dibuktikan bahwa26
: 

1) Penerima pembayaran mengetahui bahwa perrnohonan pernyataan 

pailit debitor sudah didaftark.an; atau 

2) Dalam hal pemb>yaran tersebut meropakan akibat dari persekongkclan 

antara debitor dan kreditor dengan maksud menguntungkan kreditor 

tersebut melebihi kreditor-kreditor lainnya. 

Dalam Pasal 46 ayat (I) UU Kepailitan ditentukan bahwa 

pembayaran yang telab diterima oleb pemegang surat pengganti atau surat 

alas tunjuk yang karena hubungan hokum dengan pemegang terdebulu 

wajib menerima pembayaran, pembayaran tersebut tidak. dapat diminta 

kembali. Dalam hal pernbayaran tidak dapat diminta kernbali, maka ol'll!lg 

zs P<Isal 52 ayat {1} Undang-Undllng Nomor 37 Tabun 2004 tents.ng Ke~i\itatt dan 
Penundao.n Kewajiban PemOOyaran Utang. · 

:u> Pasai 45 Undang~Undnng N(}mor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 
K.ewajiblm Pembayaran Utang. 
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yang mendapatkan lreuntungan sebagai ak.ibat diterbitkannya surat 

pengganti atau surat atas tunjuk, wajib mengembalikan kepada harta pailit 

jumlah uang yang Ielah dibayar oleh debitor apabUa27
: 

a Dapat dibuktikan bahwa pada waktu penerbitan sumt tersebu~ yang 

bersangkutan mengetahui bahwa pennohonan pemyataan pailit debitor 

sudah di daftarkan; atau 

b. Peoerbitan surat tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara 

debitor dan pemegang pertama. 

g. Akibat Kepailitan terhadap Warisan 

Dalam persoalan warisan, ada 3 (tiga) istilah pentiug antara lain": 

1) Pewaris, yaitu orang-orang yang meninggal dtmia dan meninggalk:an 

barta kekayaan; 

2) Ahli waris, yaitu orang yang menggantikan kedudukan pewaris dalam 

bidang hukum kekayaan, karena meninggalnya si pewaris dan berhak 

menerima harta peninggalan pewaris; 

3) Harta warisan, yaitu keseluruhan harta kekayaan yang berupa aktiva 

dan pasiva yang ditinggalkan oleh si pewaris selelah dikurangi dengan 

semua utangnya. 

Jika selama kepailitan, ada suatu warisan yangjatuh kepada debitor 

pailit dalam arti baltwa debitor pailit bertindak sebagai ahti waris maka 

menurut Pasal 40 ayat (1) UU Kepailitan. warisan yang selama kepailitan 

jatuh kepada debitor pailit, oleh kurator tidak boleh diterima kecuaii 

apabila menguntungkan barta pailit. Dan untuk tidak menerima suatu 

wariaan maka berdasarkan Pasal 40 ayat (2) UU Kepailitan, kurator 

memerlukan izin dari hakim peagawas. 

Kepailitan mengekibatkan debitor pailit tidak dapat melakukan 

perbuatan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan, tennasuk 

persoalan warisan. Oleh karena itu, kurator harus bertindak mengurus 

persoabm suatu warisan yangja.tuh kepada debitor pailit. 

Z1 Pasal 46 aym; (2) Undang·Uild::!'!St Nomor 37 Tahun 1004 tentang .Kepailitfin dan 
Penunde.an Kewajiban Pembayaran Ut.ang. ' 

11 P.N.H. Simanjuntak, Pokok~Pokok Hukum Pudata lndcnesia (Jakarta: Djambatan), 
1999~ !taJ. 327. 
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2.4 Akibat Hukum Kepailifan terbadap Perseroan Terbatas 

Subjek hukum adalah setiap pihak yang menjadi pendukung hnk dan 

kewajiban dalam melakukan hubungan hukum. Subjek hukum adalah yang berhak 

atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif.29 Menurut Soenawar 

Soekawati, subjak hukum adalah manusia yang berkepribadian hukum (legal 

personality) dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat 

aleh hukum diukui sebagai pendakung hak dan kewajiban."' Da!arn ilmu hukum 

dikenaladanya 2 (dua) pihak yang bertindaksebagai subjek hukum, yaitu: 

1. Manusia sehagai natuurlijk persO<m, yaitu subjak hukum alamiah dan bukan 

basil kreasi manusia tetapi ada kodrat; 

2. Badan hukum sebagai rechspersQQn, yaitu subjak hukum yang merupakan 

basil kreasi hukum. 

Untuk melinduogi lcepentingannya, manusia. d.iJengkapi halt: disamping 

adanya kewajiban. Disamping kepentingan perseorangan; manusia juga 

mempWlyai kepentingan bersarna dan mempersatukan diri. 31 Untuk mencapai 

kepentingan bersama yang mempunyai tujuan tertentu. dapat berhimpun dalam 

suatu wadah yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas, Yayasan dan 

Koperasi. 

Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum dalam arti artificial person, 

yang merupakan hasil kreasi hukum. Oleh karena itu, Perseroan Terbatas tidak 

dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara sendiri, tetapi harus dibantu oleh 

organ-organ pcrseroan. Organ-organ perscroan terdiri atas: 

I. Rapat Umum Pemegang Saharn (RUPS) 

Pengertian RUPS menurut Pasal 1 angka 4 UU Perseroan Terhatas (yang 

untuk selanjutnya disingkal menjadi UUPT) adalah organ perseroan yang 

mempunyal wewenang yang lidak diberikan kepada diraksi atau dewan 

komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau 

anggamn dasar. 

2'1 Chidir Ali, Badm Hnlmrn {Bandung: Alumni), 1999, hal. 6, 
30 Jbid, haL 7. 
31 R. Ali Rid~ &dan Hokum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroao, 

Perkumpulan, Koperuri, Ya)'l'SMD, Wakaf(Bandung: Alumni), 2001, haL 2. 
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Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoieh keterangan yang 

berkaitan dengan perseroan dari direksi dan/atau dewan komisarisj sepanjang 

berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan 

kepentingan perseroan.n 

2. Direksi 

Pengertian direksi menurut Pasal I angka 5 UUPT adalah organ perseroan 

yang berwenang dan bertanggun jawab penuh atas pengurusan perseroan 

untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan 

serta mewakili perseroan. baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai 

dengan ketentuan angg&an dasar. 

3. Komisaris 

Pengertian komisaris menurut Pasal l angka 6 UUPT adalab organ perseroan 

yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai 

dengan anggaran dasar serta memberi nasi hat kepada direksi. 

Tujuan ulama proses kepailir.n terbadap perneroan terbatas adalah untuk 

mempercepat proses likuidasi dalam rangka pendistribusian asset perseroan dalam 

rangka membayar utang-utang perseroan karena perseroan telab mengalami 

kesulitan keuangan yang menyebabkan inso!vensi perseroan tersebut.33 Dengan 

demikian, eksistensi perseroan terbatas yang dipailitkan segera berakhir dengan 

percepatan pemberesan proses fikuidasi tersebut. Prinsip utama kepailitan 

perseroan terbatas adalah menyegerakan proses likuidosi asset untuk. kemudian 

membagikannya kepada segenap kreditomya. 

Eksistensi yuridis dari perseroan terbatas yang telah dipaiiitkan adalah 

masih tetap ada eksistcnsi badan hukumnya. Dengan dinyatakan paiiit tidak 

mutalis mutandis badan hukum perseroan menjadi tidak ada. 

Eksisnya badan hukum perseroan terbatas berarti organ-organ perseroan 

juga harus tetap eksis. Status badan bukum suatu perseroon yang pailit, tetap eksis 

sebelum perseroan tersebut dibubarlam yang dilanjutkan dengan !ikuidasi. Bahkan 

dalam Pasal 143 ayat (1) UUPT secara tegas menentukan bahwa pembubtuan 

perseroan tidak: mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukum sampai 

12 Pasal75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ten!ang Perse:roan Terbatas. 
)) Hadi Subhan, Op. Cit, hal. 198. 
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dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban Hkuldator diterima oleh 

RUPS allru pengadilan. Dalam Pasal 143 ayat (2) UUPT juga menentukan dalam 

hal terjadi pembubaran perseTOlln sebagaimana dimaksud pada ayat (l); 

a. Wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh Iikuidator atau kurator; 

dan 

b. Perseroan tidak dapat melalcukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan unlllk 

membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi. 

Dari kedua pasal diatas dapat ditafsirkan bahwa meskipun pembubaran 

mengakibatkan suatu perseroan menja.di tidak cakap untuk melakukan perbuatan 

hukum, teilapi dalam hal untuk rnernbereskan kekayaannya yaitu dalarn proses 

Hkuidasi, perseroan masih tetap cakap untuk melakukan perbuatan hokum dalam 

rangka likuidasi. 

Pembu~aran tidak mengakibatkan status badan hukum perseroan 1angsung 

menjadi bilang, tetapi statusnya baru berakhir setelah selesainya likuidasi dan 

pertanggungjawaban likuidnlor diterima oleh RUPS. Dengan demikian, sebuah 

pemeroan terbatas yang dinyatakan pailit haruslah tetap eakap unlllk melakukan 

perbuatan hukam. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kepailitan tidak 

mengakib:atkan status badan hukum suatu perseroan terbatas menjadi bilang. 

Kedudukan bukum direksi dan komisaris selaku organ perseroan yang pailit. 

masih tetap dapat melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama perseroan 

sepanjaug perbuatan hu.'<um tcrsebut tidak menyangkut haria kekayaan perseroau. 

Tanggung Jawab Organ PT Atas Terjadinya Pailit PT 

1. Tangguag jawab direksi atas teljadinya pailit PT 

Direksi mempuoya fungsi dan peranan yang sangat sentral dalam paradigma 

perseroan terbatas. Dilibat dari substansinya. tanggung jawab direksi 

perseroan terbatas dibedakan setidak-tidaknya menjadi empat kategori, 

yakni34: 

a. Tanggung jawab berdasarkan prinsip fiduciary duties dan duty to sla11 and 

care 

34 Ibid, hal. 2'1:1. 
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Yang dimaksud dengan tugas fiduciary duties dari seorang direksi adafah 

tugas yang terbit secara hukum dari suatu hubungan fiduciary antara 

direksi dan perusahaan yang dipirepinnya, sehlngga seorang direksi 

baruslah mempunyai kepedulian dan kemampuan (duty of care and skill), 

itikad baik, loyalitas dan kejujuran terhadap perusahaannya dengan derajat 

yang tinggi." Direksi tidak hanya bertanggung jawab ketidakjujuran yang 

disengaja, tetapi dia bertanggung jawab juga secara hukum terhadap 

tindakan mismanajemen, kelalaian atau kegagalan atau tidak melakuken 

sesuatu yang pentlng bagi pemsllhaan."' 

Prinsip ini sesuai dengan Pasal 97 ayat (2) UUPT yang mengatakan bahwa 

pengufllS&l sebagaireana dimaksud dalam pada ayat (!), wajib 

dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itiked balk dan penub 

tanggungjawab. 

b. Tanggung jawab berdasarkan doktrin manajemen ke dalam (indoor 

management rule) 

Merupakan doktrin kontemporer ya:ng mengajarkan babwajika pihak yang 

menjafankan tugas-tugas perusahaan dalam menjalankan tugas~tugasnya 

konsisten dengan isi anggaran dasar perseroan. maka pihak perusahaan 

terikat deagan pillak ketiga alas segala tindakan yang telah dilakukan oleh 

pemsahaan tersebut, meskipen dalam menjalanken tugasnya itu, pillak 

perusahaan tidak memenuhi ketentuan internal perseroant dan meskipun 

pihak luar perusahaan yang yang melakukan bisnis dengan perusahaan 

diasumsi telah mengetahui dan mernpeJajari dokumen-dokurnen 

perusahaa:n yang telah diumumkan kepada publik, seperti anggara:n dasar 

perseroan.37 

Hal ini sesuai dengan Pasal 92 ayat (2) UUPT yang mengatakan bahwa 

direksi irerwenang menjalanken pengurusan sebagaimana dimaksud peda 

ayat (I) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam hatas yang 

ditentukan undang~undang ini dan/atau anggaran dasar. 

JS Munir Fuady, Hukum Ptrusahaao dalam Parullgma Hukum Hisnis (Bandung: 
CitrA Adi~a Bakti), 2002, hal. 81. 

' lbid, haL S2. 
17 lbid, hal. 90. 
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c. Tanggungjawab berdasarkan prinsip ultra vires 

Yang dimaksud dengan prinsip ini ada.lah suatu prinsip yang mengatur 

akibat hukum seandainya ada tindakan direksi untuk dan atas nama 

perseroan, tetapi tindakan direksi tersebut sebenamya melebihi dari apa 

yang diatur dalam anggaran dasar perseroan. 38 

Prinsip ini sesuai dengan Pasal 97 ayat (3) UUPT yang mengatakan bahwa 

setiap anggota direksi bertanggnng jawab penuh seeara pribadi alas 

kerugian perseroan apabila yang bersanglrutan bersalab atau laJaj 

menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang dimaksud pada ayat 

(2). Ketentuan yang dimaksud pada ayat (2) ini adalab apabila direksi 

tidak melakakan kewajibannya dengan itiksd baik den tanggung jawab, 

serta tidak: sesuai dengan maksud dan tujuan pe.rseroan39
• 

d. Tanggungjawab berdasarkan priasip piercing the corporate veil 

Pada umumnya prinsip ini diartikan sebagai suatu proses untuk 

membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan Jain atas 

tindakan hokum yang dilakakan oleh perusahaan pelaku. tanpa 

mempertimbangkan bahwa sebenamya perbuatan tersebut dilakukan 

oleh!atas nama perseroan pelaku. Dengan demikian, prinsip ini pada 

hakikatnya merupekan doktrin yang memindahkan tanggung jawab dari 

perusahaan kepada pemegang saharn, direksi, atau komisaris, dan biasanya 

doktrin ini baru diternpkan jika ada k!aim dari pihak ketiga kepada 

perseroan. 40 

Prinsip ini sesuai dengan Pasal97 ayat (3) UUPT yang menyatakan bahwa 

setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh. secara pribadi atas 

kerugian perseroan apabila yang bersanglrutan bersalah atau !alai 

menjatank:ao tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2). Dalam hal kepailitan menurut Pasal 104 ayat (2) UUPT 

rnengatakan bahwa dahun hal terjadi kepaiJitan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (l) tetjadi karena kesalaban atau kelalaian direksi dan harta 

pailit tidak cukup untuk membayar se!uruh kewajiban perseroan dalam 

:>a Hadi Subban. Op. Cit, hal. 228. 
l!l Pasal92 ayat (I) Undang~Undang Nomor 40 Tahun 2007 tenUltlg Per.>eroan Terbatas. 
40 Ibid, hal. 229~230. 
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kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng 

bertanggung jawab ata' seluruh kewaj iban yang tidak terlunasi dari haria 

pailit tersebut. 

Ketentuan normatif mengenai tanggnng jawnb direksi dalam hal 

teljadinya kepailitan perseroan terbatas adalnb menurut Pasal 90 ayat (2) 

UUPT menyall!kan hnbwa dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau 

kelalaian direk:si dan k.ek:ayaan perseroan tidak cuk:up untuk menutup kerugian. 

ak.ibat kepailitan tersebut. maka setiap anggota direksi secara tanggung 

renteng bertanggnng jawah aias kerugian itu. Kemndian Pasal 93 ayat (3) 

UUPT mengall!kan hnbwa anggeta direksi yang dapat membuktikan bahwa 

kepailitan bakan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggnng jawnb 

secara tanggung renteng atas kerugian tersebut. 

2. Tanggengjawah komisaris PT atas t<Qadinya pailit PT 

Fungsi komisa:ris sebagaimana terdapat dalam UUPT adalah bertugas 

mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta 

memberikan nasihat kepada direksi. 

Dalam hal komisaris be.rsalah atau lalai dalam menjalan.kan fiduciary duty~ 

yakni tidak dengan itlk.ad bail< dan bertanggung jawab menjalankan tugas 

untuk kepentingan perusahaan maka Iromisaris harus bertanggung jawab 

secara hukwn. Apabila komisaris sudah dianggap bersalah, maka seluruh 

anggota dcwan komisaris ikut bertanggung jawab. Pasal 60 ayat (3) UUPT 

manyatakan bahwa dalam hal dokomen perhitungan tnbunan yang disediakan 

temyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota direksi dan komisaris 

secara tanggnng renteng be-ggnng jawab terbadap pihak yang dirugikan. 

Komisaris berhak pula untuk melakokan pembaktian tefbalik agar ia 

dibebaskan dari tanggung jawab secara renteng baik dengan lembaga direksi 

mauplHt antar anggota komisaris itu sendiri. Pasa! 60 ayat (4) UUPT 

menyatakan bnbwa anggota dbeksi dan komisaris dibebaskan dari tanggnng 

jawnb sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) apabila terbukii bahwa keadaan 

tersebut bukan karena kesalnbannya. 
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3. Tanggung jawab pemegang saham atas terjadinya pailit PT 

Pada prinsipnya segala tindakan RUPS menjadi tanggung jawab perseroan itu 

scndiri. Pasal 3 ayat (I) UUPT mengatakan bahwa pemegang saham perseroan 

tidak bertanggung jawab secara prlbadi alas perikatan yang dibuat atas nama 

perseroan dan tidak: bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi batas 

nilai saham yang telah diambilnya. 

Dalam era sakarang ini, kebutuhan manusia akan hal-hal yang 

berbubungan dengun aktifitas di ruang udara dan penggunaannya semakin besar. 

Tidak lagi banya untuk kebutuhan militer, pertahanan dan keamanan negara saja 

tetapi juga untuk kebutuban parlwisa!J!, transportasi dan banyak lagi. Hal ini 

dikarenakan produktifitas manusia semakin mernbutuhkan efisiensi waktu dan 

efuktifitas. Untuk memenubi kebutuban tersebut, angketan udara memilikl peran 

dan fungai yang penting dalam kehidupan umat manusia, karena angketan udara 

dapat. dikatakan sarana transportasi yang cepat. nyaman dan efisien dibandingkan 

sarnna transportasi lain. 

Angkutan udara memang tergolong alat transportasi yang memiliki 

keunggulan mengenai kecepatan waktu tempuh yang lehih tinggi dibandingkan 

alat transportasi darat maupun laut. Walaupun begit\4 tentunya angkutan udam 

tidak hnleh mengesampingkan aspek keamanan dan keselamatan para 

penumpangnya juga barnng-barang yang diangketnya. Keselamatan angketan 

udara ditentuka.n beber:1pa factor, seperti rnanu5ia, kondisi pesawat udara, 

lingkengun dan pengelolaan angketan udara atau dapat juga merupakan gabungan 

dua atau lebih faktor-faktor tersebut. 

Walaupun angketan udara telab memenubi standar yang baik dalam 

memenuhi faktor-faktor penunjang keselarnatan udara, seperti manusia, kondisi 

pesawat udara, lingkangun dan pengelolaan angketan udara atau dapat juga 

merupakan gahnngan dua atau lebih faktor-faktor tersebut, pengangket juga tetap 

memUiki risiko bagi berbagai pihak, baik penumpang, pengirim barang maupun 

pihak ketiga. Risiko yang dialami penumpang adalah kemungkinan penumpang 

tersebut mengafami keterlambatan~ kehilangan atau kerusakan bagasi. mengalami 

Iuka-luka ringan maupun berat, bahkan risiko tewas akibat suatu kecelakaan 

pesawat. Bagi pengirlm barang risilronya adalab keterlambatan barang atau 
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kehilangan barang seba.gian a.tau seluruhnya. Sedangkan bagi pengangkut itu 

sendiri, risik<l selain ia kehilangan pesawatnya ia juga harus bertanggung jawab 

atas kerugian-kerugian yang mungkin timbul pada penumpang~ pengirim barang 

atau pihak ketiga.41 

Persyaratan untuk mendapatkan izin perusahaan penerbangan antara lain 

memiliki akta notaris dan melakukan studi kelayak:an. Selanjutnya. perusahaan 

penerbangan tersebut memerlukan Aircraft Obligalion Certificate (AOC) sebagai 

bukti babwa pesawat-pesawat yang dimilikinya layak: terbang.42 

2.5 Tiojauao Umum tentaog Perjanjian 

Dalam kebidupan sehari-hari, setiap manusia akan sela1u membuat, 

mengadakan maupun melaksanakan kesepakatan suatu kebendak )'l!Jlg 

menghasilkan prestasi atau mencapai tujnan dala.m kehidupan masyarak:at modem. 

Suatu perjanjian ada1ah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau !ebih.43 Menurut Subekti. perjanjian 

sebagai suatu peristiwa dimana seorang beJjanji kepada seorang 1ain atau dim ana 

dua orang itu sating berjanji untuk melaksanakan suatu hal 44 Sedangkan menurut 

J. Sairlo, pe(janjian adalah sekelompok. sekumpulan perikatan-perikatan yang 

mengiket para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan. 45 

Dari pengertian-pengertian diatas, dapat disimpuJkan bahwa apabila terjadi 

kesepakatan antara dua orang atau lebib atau pihak-pibak yang melakukan 

petjanjian tentang sesuatu hal baik secara Hsan maupun tulisan, rnaka tirnbul 

pe!janjian. Karena sudoh timbul pe!janjian maka pera pihak yang telah bersepakat 

sudah terikat dan horus taat pada hal yang telah disepaketi bersama. 

41 E. Suhermnn, Hukum Udara Iadonesia dan Internasional (BandWlg: Alumni), 1978, 
hal. 118-119. 

« Tengku Bwhanuddin. Delap;:~n Perusahaan Penerbangan bingga Kini Belum Beroperasi, 
diukses dari ~J1P.:!/www2.kompa.s.comlkomoo..s-celak/0408/0J/Jabarlll888ll.htm, tanggal 25 
Marel2009. 

•• Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perika:tan Pada Umumny&: ~Jakarta: PT. Raja 
Grafindo), 2003, hal. 1. 

« Subekti, Hllkum P~rjanjian (Jakarta: PT. Intermasa), 2004, hal. l. 
45 J. Sattio, Hukum Perjanjian (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 1992, hal4. 
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Asas·asas hukurn urnum peJjanjian yang diatur dalam KUHPerdata adalah: 

1. Asas PersonaJia 

Asas ini terdapat dalam Pasal 13!5 KUHPerdam yang rnenya!akan, pada 

umwnnya tak seorang pun dapat mcngikatkan diri atas namanya sendiri 

maupun meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dlrinya sendiri. Dari 

rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasamya suatu perjanjian 

yang dihuat olah seseorang dalarn kapasitasnya sehagai individu, subjek 

hill:urn pribadi, hanya akan mengikat untuk dirinya sendiri.46 

2. Asas Konsensualitas 

Asas konsensualitas dalam petjanjian pada dasarnya adalah tercapainya 

kesepakatan anmra dua orang amu lebih yang telah mengikatkan diri dalam 

suatu peJjanjian sehingga melahitkan kew,Yiban bagi salah satu pihak, 

Ketentuan ini terdapat dalarn Pasal 1320 KUHPerdata, salah satu syarat 

salmya peJjanjian adalah kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. 

3. Asas Kebebasan Berkontrak 

Adalah para pihak yang membuat dan mengadakan peljanjian diperbolebkan 

untuk menyusun dan mernbuat kesepakatan atau perjanjian mengenai suatu 

prestasi yang tidak dilarang oleh undang-undang, Hal tersebut terdapat dalam 

Pasal !320 KUHPerdam yaitu salah satu syarat sahnya peJjanjian adalah 

kru"Cna suatu sebab yang tidak terJarang. 

2.5.1 Syarat Sahnya Perjanjian 

Untuk suatu peJjanjian yang sah diperlukan empat syarat, yaitu47: 

1. Sepakat untuk mereka yang mengikatkan dirinya, 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 

3, Suatu hal tertentu, 

4. Suatu sebab yang halal. 

Dua syarat pertama adalah syarat subjektif karena mengenai orang atau 

subjek yang melakukan peJjanjian harus dalam keadaan bebas untuk mengikatkan 

diri dan cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri, sedangkan dua syarat 

4 Kartini Muijadi dan Gunawan Widjaja. Op. Cit, bal. 15. 
47 Pasal t 320 K UHPerdata 
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berikutnya adalah syarat objektif karena menyangkut objek dari peljanjian itu 

harus jelas dan harus halal, tidak bertentangan dengan undang-undang, norma 

kesusllaan atau ketertiban umum. 

Keempat symat tersebut harus mutlak terdapat dalam perjanjian. Apahila 

syarat subjektif tldak terpennbi maka pedanjian tersebut dapat dbuinlakan 

pembalalannya dan apabila syarat objektif tidak te<penuhi maka perjanjian 

tersebut batal demi hukum." 

Pada dasamya pe~anjian lahir pada saat terjadinya kesepakatan antara 

kedua belah pibuk mengenai hal-hal pokok dari apa yang menjadi objek poljanjian. 

Terdapat beberapa teori terjadinya perjanjian berdasarkan kesepakatan) yaitu49
: 

a. Teori pemyataan, menurut teori ini kesepakatan terjadi pada saat pihak lain 

menyatakan menerima kehendak dari pihak lain dengan tertulis. 

b. Teori pengiriman,. menurut teQri ini pada saat pengiriman jawaban rnenerima 

adalah saat lahimya perjanjian. 

e. Teori pengetahuan, menurut teori Ini lahimya pe[janjian pada saat jawaban 

menerima diketahui oleh orang atau pihak yang menawarkan. 

d. Teori penerimaan, menurut teori ini~ kesepakatan lahir pada saat diterimanya 

jawaban surat menyetujui sampai pada a1amat pihak pengirlln surat pertama. 

Unsur-unsur peljanjian dapat dikelompokkan sebagai berikut'": 

a. Unsur essensialia. merupakan unsur perjanjian yang selalu hams ada di dalam 

isi suatu perjanjian, unsur mutlak yang mana tanpa adanya unsur tersebut, 

pe~anjian tidak mungkin ada. 

b. Unsur natur.alia. merupakan unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur, 

tetapi yang oleh para plhak dapat disingk.irkan atau digWiti. 

c. Unsur accidentalia) merupaka unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para 

pihak. Undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut.51 

~s Subekt.l, Op. Cit, hal. 2(}.22. 
u J. Satrio, Op. Cit, hat 180..183. 
so Ibid, bal. 57. 
sl Ibid, hal. 58. 
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2.5.2 Perjanjiao dan Akibat Hukumnya Bagi Para Pibak 

Peljanjian mengikat para pihak sendiri dalam arti bahwa hak dan 

kewajiban yang timbul daripadanya hanyalab untuk para pihak sendiri. 

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1315 KUHPcrdata yang menyataken "pada 

umumnya. tak seoraog pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta 

ditetapkannya suatu ja.nji daripada wttuk dirinya sendiri." 

Sesud&.b perjanjian terbentuk, rnenimbulkan konsek:uensi para pibak: yang 

sudab bersepakat. Menurut J. Satrio tentang akibathukum peljanjian adalah52: 

a. Peljanjian mengikal para pihak sebagai undang-undang 

Pada Pasal 1338 KUHPerdata ditegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat 

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 

Dari pasal tersebu~ berlaku sebagal undang-undang berarti mengiket para 

pihak yang menutup peljanjian. seperti undang-undang juga mengikat 

terbadap siapa undang-<Jndang berlaku. 

b. Asas janji itu mengikat 

Di dalam Pasal 1338 KUHPerdata tersirnpullam asas pc!J80Jlan yaitu 

mengikat para pihak dan meoimbulkan kewajiban yang barns dipenuhi atas 

suatu prestasi yllflg dipeljanjikan dan pada dasamya para pihak tidak dapat 

menarik diri dari perjanjian tanpa persetujuan dari pibak Jain. 

c. Asas kebehasan berkentrak 

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata jo Pasal 1338 KUHPerdata., orang be bas 

untuk menentukan kon~ mengatur sendiri dari perjanjian yang alum 

mengikal para pihak yang mernbuatnya. Akan tetapi kebebaslli! berkontrak 

tersebut dibatasi olab Pasal 1337 KUHPerdata yang menegaskan bahwa 

perjanjlan tidak boleh bertentangan dengan kesusiiaan, ketertiban umum dan 

undang~undang. Apabila isi perjanjian bertentangan dengan isi Pasal 1337 

KUHPerdata., maka peajanjian dinyatakan batal demi hukum. 

d. Peljanjian tidak dapat dibatalkan sepihak 

Para pihak tidak dapat menarik diri daripada akibat-akibat peljanjian yang 

dibualnya seeara sepihak. tanpa sepakat pihak lainnya. Akan tetapi, undang

undang memberikan pengecualian terhadap perjanjian~perjanjian tenentu 

52 J. Salrio. Op. Cit, bal. 357. 
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akibat hukum yang timbul berlangsung lama untuk jangka waktu yang lama, 

seperti perjanjian sewa menyewa yangjangkwa waktunya tidak. terbatas. 
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BAB3 

KASUS PT. ADAM SKY CONNECTION AIRLINES DENGAN 

CV. CICI qq. Dra. LUVIDA EVIYANTI 

3.1 Perusabaan Adam Air 

Adam Air didirikan pada tanggal 21 November 2002 oleh dua orang 

penguseha, yaitu HR. Agung Laksono dan Sandra Ang dan mulai beroperasi pada 

tanggal !9 Desember 2003 dengan menggunakan 2 pesawat terbang, yak>li 

Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 yang hanya mempunyai rote penerbangan 

dari Jakar1a ke 3 (tiga) rute domestik lainnya, yaitu Medaa, Denpasar dan 

Yogyakar1a. Alasan para penguseha mendirikan Adam Air adalah unluk 

menciptakan penerbangan yang efisien sekaligus menguntungkan dan berbarap 

penerbangannya dapat melayani tidak hanya golongan tertentu saja, akan tetapi 

dapat melayani semua golongan. Adam Air didirikan dengan tujuan untuk 

memenubi kebutuhan masyarakat akan jasa penerbangan dengan harga yang 

terjangkau dan pelayanan yang baik. Sedangkan misi dari adam air yaitu 

memberikan kenyamanan, kemudahan. dan keselamatan. 1 

Hanya dalam waktu 3 (tiga) talmn masknpai Adam Air berkembang 

dengan pesat hingga memiliki 20 ( dua puluh) annada pesawat terhan.g mulai dari 

seri boeing 737-200 sampai boeing 737-500. Akan tetapi Dua armada pesawat 

terbang hoeing 737 sewaan yang digunakan oleh Adam Air adaleh pesawat 

terbaog yang dildaim baru walaupun temyata pesawat tersebut telah berusia lebih 

dari 15 tahun yang disewa dari GE Co111mercial Aviation Service.2 

Terinspirasi oleh South West Airline, Adam Air telah sukses memberikan 

pelayanan pnnerhangan yang tidak lagi eksklusif tetapi merupakan sebueh piliban 

umum bagi masyarak:at yang sibuk. Maskapai ini menawarkan tiket penerbangan 

murah yang diseimbangkan dengan service pelayanan dan pengalaman terbang 

yang bailc. Selain itu Adam Air juga memungkinkan untuk memberikan 

kenyamanan dalam pelayanan tiket dan pemesanan tiket dengan staf yang dengan 

1 Adam Air, dapat di!ihat di ~vdumflieve.org/>veb/200604210017111 
~v.!lyedamair.oom/abqut+us/who we are.htm, dlakses pada tanggal3 Mei 2009. 

2 Bill Guerin. Falling Skies for Indon.esian Aviation, dapat dilihat di 
http:l/www.atime.<>..cQm/atimes/Sol,l!bjm.Sl_Asia!fA24AeQ l,.hlf!\J. diid::ses pad a tangga13 Mei 2009, 
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senang hati mengatur jadwal penerbangan dan menjamin keherangkatan 

penerbangan anda dengan segera. Penumpang juga dapat membeli. tiket dengan 

harga murah apabila ia membelinya lebih awal.l 

Pada November 2006, Adam Air menerima penghargaan Award of Merit 

dalam category Low Cost Airline of The Year 2006 dalam acara The Third 

Annnal Asia I'Mific and Middle East Aviation Outlook Snmmit di Singapura.' 

Adam Air juga dilrenal dengan "penerbangan muran", sehingga Adam Air 

menamai dirinya sebagai maskapai penerbangan yang berbiaya rend~ dan 

tradisional dengan menawarkan makanan, tetapi pada harga yang kompetitif. 

3.2 Kondisi Perusahaan 

Tanun 2007 meropakan awal dari tetjadinya bernagai insiden dan 

keceinkaan yang menimpa maskapai Adam Air. Pihak pamerintalt Indonesia 

kemudia.n membuat pemerlngkatan atas maskapai~maskapai yang memenuhi 

syarat keselamatan. Dari hasil pameringkatan yang diumumkan pada tanggal 22 

Maret 2007, Adam Air ada di peringkat ketiga yang berarti hanya memennhi 

syatat minimal keselamatan dan masih ada beberapa persyaratan yang belum 

dilaksanakan dan befj)Otensi mengurangi tingkat keselamatan penerbangan. 

Dengan teljadinya berbagai insiden ini, kemudian piliak Adam Air terlfbat dalam 

pembicaraan dengao. beberapa investor asing. termasuk diskusi tentang penjualan 

20% pancang ke Qantas. 5 Dikarenakan Adam Aic hanya memenuhi syarat 

minimal maka hal ini berakibat Adam Air mendapatkan sanksi administratif yang 

di review setiap 3 (tiga) bulan. bila tidak ada perbaikan kinerja maka Air Operator 

Certificate (AOC) dapat dihekukan. 

Pemsabaan Invest:asi Indonesia yaitu PT. Bhakti lnvestama menyatakan 

minat dalam memperoleh Adam Air sebingga pad a April 2007, PT. Bhakti 

lnvestama melalui amok perusanaannya Global Air Transport mernbeli 50% sanam 

Adam Air dari keluarga Sandra Ang dan Adam Suherman~ namun setahun 

kemudian pada tanggal 14 Maret 2008 Global Air Transport menarik selnrnh 

J I.~;::J/www.streetrlirectnry.oom/travel_guidefmdonesialjukartalairlinesrmfo-138-adam_ 
alr.php. . 

4 Wlkipcdia Indonesia, ~Y.Yf..wi!ci~Cilia . .;om. 
5 BilJ Guerin, Op.Cit. 
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sabamnya karena merasa Adam Air tidak melak.ukan perba.ikan tingka.t 

keselamatan dan tidak adanya transparansi. 6 Yang mana dana untuk membeli 

saham dari Global Air · Transport tidak. digunakan dengan baik. Kegiatan 

operasional Adam Air dihentikan pada 17 Maret 2008 dan barn akan dilanjutkan 

jika ada investor baru yang bersedia menalangi 50% saham yang ditarik oleh 

Global Air Transport. Hasil dari penarikan sahara oleh Global Air Transport 

seharusnya,. Global Air Transport memberikan kesempatan kepada Adam Air 

untuk mencari pemegang saham (investor) baru, akan tetapi hal tersebut tidak 

dilakukan karena Global Air Transport sudah mengetahui bahwa uangnya tidak 

akan dikembalikan.7 

Sebelwn Adam Air memperoleh investor baru, pemcrintah dalam hal ini 

diwakUkan oleh Departemen Perhubungan mencabut izin terbang atau Operation 

Specification Adam Air melalui sural No. AU/1724/DSKU!0862/2008 tertanggal 

18 Maret 2008, yang menyatakan bahwa: 

I. Sebagai basil tindak lanjut kegiatan pengawasan terhadap PT. Adam 

Skycormection Airlines selaku pemegangAir Operator Certificate (AOC) No. 

121-036, ditemukao bahwa dalam menjalankan kegiatan operasiomilnya teiah 

teJjadi penyimpangan yaitu: 

a. Beberapa kegiatan pengoperasian pesawat udara tidak dijalankan sesuai 

dengan Company Operodon Manual. 

b. Beberapa pe!atihan Somber Daya Manusia (SDM) tidak dilaksanakan 

sesuai dengan Company Training Program. 

c. Beberapa pelsksanaan perawatan tidak dijahmkan sesuai dengan Company 

J\1aintenance }Janual. 

2. Bahwa temuan-temuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas berpotensi 

membahayakan keselamatan penerbangan~ oleh karena itu Operation 

Spesification PT. Adam Skyconnection Airlines dengan ini dinyatakan dicabut 

6 Re~rs, Ad!lm Air Loses Half It's Fleet After Defanlt. dapat dilihat di 
h!tp;Unews,glrwise.rom/s\Wy/yiewlt205792Q23.html, diakses pada tanggal 3 Mei W09. Jakarta 
Posl., Bhakti Bails Out on Adam Air, dapat dilihat di 
bttp:fAV\V\v.jhejaf..JU1ilpost.wmhn:lntll63863. diakses pada ta.nggal3 Mei 2009. 

7 Berdasarka.n basil wawancam yang dilakukan oleh penulis dengan pengacam pemohon 
yaitu Lukman Arifin pada tanggal8 April2009 dl kantor Arlfin .t Associates. 
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dan dilarang melakukan kegiatan pengoperasian pesawawt udara sejak. tanggal 

19 Maret 2008 Pukul 00.00 WID. 

3. PT. Adam Skyconnection Airlines barn dapat mengoperasikan kembali 

pesawat udara setelah melakukan tindakan-tindakan perbaikan dan 

melaporkannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara. 

4. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pencabutan dan pelarangan 

pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam butir tiga tidak ada usaha 

perbaikan atau perubahan, maka akan dikenak:an pencabutan AOC sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

Dikarenakan hal yang demikian maka para pegawai Adam Air merasa 

resah dan meminta agar perusahaan Adam Air dipailitkan. Maksud dari para 

pegawai tersebut adalah agar mereka menerima pembayaran gaji, yang mana 

mereka belum dibayarkan gajinya selama beberapa bulan. Selain tuntutan dari 

para pegawai, perusahaan Adam Air juga mendapat tuntutan CV. Cici qq Dra. 

Luvida Eviyanti (selaku pemohon kepailitan), yang mana terhadap CV ini Adam 

Air mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Disamping 

tuntutan-tuntutan tersebut, Adam Air juga mendapat tuntutan dari para 

kreditomya yang dalam hal ini diwakilkan oleh pengacara pemohon untuk 

mempailitkan perusahaan tersebut. SembHan kreditor tersebut terdiri dari8
: 

I. Toko Global (qq Tjhin Ket Khin), 

2. Toko Jaya Makmur (qq Wild Widyanto), 

3. PT. Pendawa Auto, 

4. PT. Mafati Indonesia, 

5. Toko Bintang Waris Wama, dan 

6. Toko Vijaya Motor. 

Pencabutan izin terbang Adam Air dikarenakan telah banyak. kontroversi 

di sekitar Adam Air. Kontroversi pertama yaitu keamanan yang dalam hal ini 

adanya serangk:aian kejadian-kejadian yang terjadi, seperti beberapa kali terjadi 

kecdak:aan sehingga menyebabkan adanya korban dan kontroversi kedua yaitu 

adanya isu korupsi disekitar Adam Air. 

B Ibid. 
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Catalan keselsmalan Adam Air relah banyak dikritik oleh banyak pibak. 

Para pilot dari Adam Air jtu sendiri juga telah meJaporkan dan merundingkan 

mengenai beberapa pelanggaran peraturan keselamatan kepada pihak yang 

berwenang. Mereka menjelaskan bahwa kenyataannya sesuai dengan perjanjian 

yang te1ah ditandatangani untuk mengijinkan penerbangan satu pesawat terbang,. 

walaupun tidak memiliki otoritas dan mengetahui bahwa pesawat tersebut tidak 

layak terbang, menerbangkan pesawat terbang beberapa bulan mendatang dengan 

kerusakan pegangan pintu, penukaran bagian-bagian pesawat untuk menghindari 

batas waktu kadaluarsa (tidak layak lelbang), diperintahkan untuk menerbangkan 

pesawat tidak lebih dari lima kali per barinya, menerbangkan pesawat dangan satu 

jendela rusak, penggunaan suku cadang dari pesawat lain agar pesawat tetap 

terhang dan pennintaan pilot yang tidak mengetahui bah:wa pesawat tersebut tidak 

am an! 

Mengenai isu korupsi yang beredar. The Asia Times mengatakan bahwa 

beberapa penduduk lokal yang tidak mau disebut identitasnya mengatakan bahwa 

Agung Laksono tidak menginvestasikan uangnya sendiri di perusahaan 

penerbangan bukan menggunakan uang yang didapatkan selama menjabat di 

pemerintahan. Hal tersebut memperbnlehkan ia menggunakan keunlungan yang 

didapat secara tidak wajar untuk tidak menerima denga.'1 mudah Jisensi peraturan 

yang ada serta hak pendaratan dj bandar udara. 16 Orang-orang yang sama 

mengatakan bahwa keluargn Ang tidak punya pengalaman sebelumnya pada 

industri penerbangan. !klan kampanye Adam Air mengarah kepada kebnhongan, 

yang mengatak:an kepada para penumpang bahwa ak:an terbang dengan new 

Boeing 737-400, meskipun faklanya kedua Boeing tersebut disewa dari GE 

Capital Aviation Service yang tidak digunakan lebih dari I 5 tahun lalu. 11 

Setelah kejadian pesawat terbang yang hilang beberapa jam dengan 145 

orang berada di dalamnya dan mendarat darurat di Sumba Barat, NIT, 525 km 

sebelum tujuannya, pilot menyalahkan kegagahm limgni dati system 

penerbangannya. Adam Air mengakni bahwa perlengkapan yang dignnakan 

dahun keadaan baik, dan memiliki pilot yang banda!, tidak membahayakan 

g Ibid. 
t•tbid. 
11 1bid. 
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keselamatan penumpang. Setelah kejadian tersebut dengan segera Directorate 

General of Air Communication (DGAC) memberikon araban kepada Adam Air 

untuk memperbaiki kesalaban pada system terSebut.12 

Dalam araban yang diberikon Adam Air barus melakukon keseluruhan tes 

penerbangan sebanyak 13 kati dengan instruktur dari DGAC sebelum kembali 

menjadl penerbangan yang komersil. Tetapi Adam Air meninggalkan tim dari 

National Transportation Safety Committee (KNKT). Menurut pihak Adam Arr, 

mereka memperbeiki kesalaban dan segera mengembalikan panerbangan tanpa 

perintab dari siapapun. lksan Tatang. direlctur umum dari transportasi udara 

mengstakon babwa ·kejadian tersebut adalab satu pelanggamn serius dan ia 

berjanji untuk m.elaksanakan investiga5i penuh. Bagaimanapun, ti.dak ada tanda

tanda dari investigasi yang dilakukon berdasarkon pada rekaman dan belum jelaa 

lokasi yang di!Ujukan sebagai lokasi investigasi. Kritikus mengatakan Adam Air 

menggunakan koneksi politisinya untuk terbebas dari maaalah ini.13 

Karena dalarn jangka wak!U 3 (tiga) bulan yang diberikan oleh 

Departemen Perhubungan tidak diperguna!tan untuk melakukon perbalkan, maka 

pada tanggal9 Juni 2008, PT. Adam Skyconnection Airlino dinyatakan pailit olab 

pengadilan niaga. 

3..3 Duduk Perkara yang Terjadi Antarn Pemohon dan Termohon 

Pada tanggall 0 September 2007 CV. CICI qq. Dra. Luvida Eviyanti (yang 

untuk selanjutnya disehut sebegai pomobon) menjadi salab satu rakanaa PT. 

Adam Skyconnection Airlines (yang untuk selanjutnya disebut sebegai termohon) 

merupakan salah satu rekanan dari termohon dengan menyadiakan jasa (berupa 

mobil operasional) untuk antar jemput crew (awak pesawat) yang bekerja pada 

tennohon. Hallni dikarenakan pemohon mempunyai kegiatan usaha perdagangan 

betang (supplier) dan jasa sesuai dengan Sural lzin Usaba Perdagang-on (SlUP) 

Kecil No. 517/30-04/!306/BINUSII/2004, tertangga120Januari 2004.14 

Setelab disepokati mengenai petjanjian kerjasama ternebut, pomobon dan 

termohon menyetujui babwa jangka wak!U perjanjian kerjasama ini berlaku 

12 1bid. 
u lbld. 
14 Putu.san Nomor: 26JPAILIT/2008/PN,NIAGAJKT.PST. hot 2, 
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selama l (satu) tahun, terhi!ung tanggal 10 September 2007 sarnpai dengan 09 

September 2008, dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belalt pihak. 

Keljasama ini tidak berlangsung mulus sebagairnana diharapkan pemohon, 

dimana tennobon yang merupakan saiah satu perusahaan swasta yang 

memberiloln pelayananZjasa penerbangan, temyata annada pesawat terbang yang 

dioperasikannya beberepa kali Ielah mengalami musibah balk yang menimbuikan 

kematian, rnaupun luka-luka kepeda para penumpangnya di beberapa lokasi di 

Indonesia. Hal ini menunjnkkan bahwa termohon Ielah lalai dan tidak berbati-hati 

da.lam menjalankan usabanya. yang sangat berisiko tinggi. Tennohon juga 

mengalami ketidakbermonisan diantara para pemegang sahamnya, dimana dua 

perusahaan laianya sebagai pemegang saham 50% telah mengundurkan diri dari 

perusahaan termohon, sehingga usaha perusahaan termohon sudah tidak dapat 

dipertahankan lebih lanjut Hal ini kemudian menyabahkan peda tanggal 19 Maret 

2008, i>.in usaha penerbangan (Operation Spes!fication) termohon dicabut olah 

pemerintab, sehingga tennohon dilarang untuk melakukan kegiatan pengoperasian 

pesawat udara. Olah sebah itu sejak tanggal 19 Maret 2008 seluruh kegiatan 

penerbangan termohon telah berbenti. Ak:ibat dari terjadinya berbagai kejadian 

yang menimpa Adam Air tersebut maka pemohon merasa bahwa tidak perlu lagi 

untuk mefakukan sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 4 perjanjim 

kerjasama "Antar Jemput Crew''. Akan tetapi pemenuhan dari peJjanjian tersebut 

harus tetap dilakuk:an mengingat hak untuk dibayarkannya pemohon masih ada 

walaupun kewajibannya sudah tidak dilakukan lagi.15 
. 

Akan tctapi pada tanggal 1 April 2008 antara pemohon dan termohon 

menandatangani addendum perjanjian kerjasama antar jemput yang menerangkan 

tentang jangka waktu (sejak tanggal I Maret sampai 1 Juni 2008) dan tentang 

biayafuang sewa yang barus dibayarkan setiap satu minggu sekali. Pemohon telah 

mengajukan tagiban pembayaran atau sewa kepada termohon yang telah diterima 

tertanggal 7 April 2008 dan 28 april 2008. Tagiban tersebut tidak ditanggapi atau 

diabaikan oleh 1ennohon yang menyebabka.n pemohon memberikan dua kali sura.t 

n Berdasarlcan hasil wawaocara penu!is dengan Lukman Arifin. pada tanggal 8 April 
2009 di kantor Arifin & Associates. 
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teguran kepada tennohon tertanggal 21 April 2008 dan 5 Mei 2008 agar segera 

dilakukan pembayaran. 16 

Disamping mempunyai utang kepada pemohon, temyata termohon masili 

mempunyai utang-utang lainnya. Oleh karena itu telah terbukti secara hukum 

tentang adanya utang termohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta 

adanya kreditor-kreditor lain yang mempunyai piutang kepada termohon. 

Berdas.arkan pertimbangan tersebut maka telah dapat dibuktikan bahwa 

persyaratan termobon untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi sesuai dengan Pasal 

2 aya! (1) juncto Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan. Hal ini yang menjadi dasar 

dikabulkannya permohonan pailit te.-sebut sejak tanggal 9 Juni 2008.17 

3.4 Analisis Mengenai Kemungkinan Diajukannya Permohonan Pailit 

Setelab Ijin Usaha Dicabut 

Di Indonesia, peraturan yang mengatur mengenai kepailitan telah 

mengalami beberapa perubahan yang mana sebelum talmo 1945 peraturan yang 

memuat mengenai kepailitan ini diatur dalam Wetboek van Koophandel (W.v.K), 

akan tetapi pernturan ini hanya mengatur mengenai kepailitan untuk kasus 

pedagang saja. Sementara itu kepailitan untuk: bukan pedagang diatur dalam 

Reg/ement op de Rechtsvordering atau disingkat Rv {S. 1847-52 jo. 1849-63). 

A.kan tetapi karena peraturan ini menimbula.:.,_ kesulitan-kesulitan maka pada tahun 

1905 dlundangkan Fai/fi!Nementsverordenirrg. Akan tetapi peraturan ini hanya 

herlaku bagi orong yang termasuk golongau Eropa Walaupuu 

Faillissementsverordening hanya berlaku bagi golongan Eropa, namun golongan 

penduduk Hindia Belanda selain golongan Eropa dapat juga menggunakan 

Faillisseme:ntsverordening mela1ui lembaga penerapan hukum (untuk golongan 

Ttmur Asing) dan lembaga penunduk:an diri secara sukarela (untuk golongan 

Bumipotera dun golongan Timur Asing bukan Cina). Peraturan 

Faillissementsverordening masih bertaku hingga tahun 1998. Pada tahun 1998 

pemerintoh menge!uarkan Undung-Undang No. 4 Tahun 1998 dengau 

pertimbangan untuk menyempumakan Faillissemenlsverordening atau Undang

Undang tentang Kepailitan sehagaimana termuat dalam Staatsblad Tahun 1905 

t~> Putusan Nomor: 26JPAlUTf2008/PN.N!AGAJK.T.PST, haL 3. 
11 Ibid. hal. 20. 
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No. 217 jo. Staatsblad Tahun 1906 No. 348 dan penyesuaian dengan keadaan 

serta kebutuhan bagi penyelesaian utang-piutang. Selain itu juga untuk 

m.ewuj udkan mekanisme penyelesaian sengketa secara adil, cepat. terbu.k:a. dan 

efektif mefalui suatu pcngadilan khusus dilingkungan perdilan umum. Seiring 

berjalannya waktu dan disesuaikan dengan keadaan maka peraturan yang berlalru 

mengenai kepaildan sekar.mg diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tabun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundrum Kewajidan Pembayamn Utang (UUK·PKPU). 

Syarnt untuk mengajukan pennohonan paili~ berdasarkan Pasai 2 ayat (I) 

UUK-PKPU mengatukan bahwa "debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor 

dan tidak membayar lunas sediki!nya satu utang yang telab jatah waktu dan dapat 

ditagih. dinyatakan pailit dengan putusan. Pengadilan, baik atas permohonannya 

sendiri maupun atas pennohonan satu atau lebih kreditomya." Dalam pasal ioi 

jelas mengatakan bahwa syarat untuk memohon pailit adalah harus mempunyai 

dua atau lebih kreditor dan sedikitnya mempunyai satu utang yang telah jatah 

waktu dan dapat ditagih. 

Dalam kasus Adam Air, syarat ini telab terpenahi karena Adam Air telab 

mernilik.i Iebih dari satu kreditor. yang mana para kreditor tersebut adalah: 

!. Toko Global (qq Tjhin Ket Khin), 

2. Toko Jaya Maktnur (qq Wikl Widyanto), 

3. PT. Pendawa Auto, 

4. PT. Mafuti Indonesia, 

5. Toko Bintang Waris Warna, 

6. Toko VijayaMotor. 

Selain dari kreditor-kredjtor tersebut, Adam Air juga telah memiliki satu 

utang yang telab jatah waktu dan dapa! ditagih yalrui utang terhadap CV. Cici qq 

Dra. Luvida Eviyanti. 

Sebagai tindak lanjut darl kegiatan pengawasan terhadap PT. Adam 

Skyconnection Airlines selak:u pemegang Air Operation Manual (AOC) No. 12 J ~ 

036, Dirjen Perhubungan Udara menemukan bahwa dalam menjaiankan kegiatan 

operasionalnya telab terjadi beberapa penyimpangan yaitu: 

a. Beberapa kegiat.an pengoperasian pesawat udara tidak dijalankan sesuai 

dengan Company Operation Marmal. 
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b. Beberapa palatiban Sumber Daya Manusia (SDM) tidak dilaksanakan sesuai 

dengan Company Training Program. 

c. Beberapa pelaksanaan perawatan tidak dijalankan sesual dengan Company 

Maintenance Marmdl. 

Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 3 Tabun 2001 tentang Keamanan dan 

Keselarnatan Penerbangan mengatakan bahwa: 

(1) Menteri menetapkan persyaratan keanda!an operasional pesawat udara 

sebagai pedom&f dalam proses kegiatan rancang bangun, pembuatanf 

pengoperasian dan perawatan pesawat udara. 

(2) Persyaratan keandalan operasional pesawat udata sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (I), meUputi persyaratan yang berl<aitan dengan: 

a. Standar kelaikan udara; 

b. Raneang bangun pesawat udara; 

c. Pembuatan pesawat udara; 

d. Perawatan pesawat udara; 

e. Pengoperuian pesawat udara; 

f. Standar kehisingan pesawat udara; 

g. Ambang batas gas buang pesawat udara; 

h. Personil pes.awat udara.. 

(3) Penetapan persyaratan keandaian operasional pesawat udara sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (I), dilakakan dengan memperhatikan: 

a. Keamanan dan keselarnatan penerbangan; 

b. Perl<embangan teknolugi; 

c. Somber daya manusia yang professional; 

d. Ketentuan-ketentuan intemasional; 

e. Efektifitas dan e:fisiensi; 

f. Pencegaban pencemaran lingkuugan. 

Alasan-alasan mengenai kegiatan operasional yang tidak dHakukan dengan 

baik oleb Adam Air, menurut Diljen Pemubungan berpotensi membabayaksn 

keselamatan penerbangan dan panumpang dari pengguna jasa Adam Air. Oleh 

ka.r~ma itu Operation Sertificate dari PT. Adam Skyconnection Airlines dengan ini 

dinyatakan dicabot oleh Dirjen Perhubungan dan dilarang melakukan kegiatan 
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pengoperasian pesawat udara sejak tanggal 19 Maret 2008 pukul 00.00 WIB. Hal 

ini sesuai dengan Pasal 100 PP No. 3 Tahun 2001 tenlang Keamanan dan 

Keselamatan Penerlamgan yang mengatakon baltwa pemegang sertifikat 

keandalan operasional pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 

dapat longsung dikenai sanksi pencahutan sertifikat tanpa melalui proses 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 da1am hal ini pemegang sertifikat terbulcti: 

a Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara; 

b. MemperoJeh sert:ifik.a1 danlatau surat izin dengan cara yang tidak sah; atau 

c. Secara nyata melakukun tindakan yang membahayakan keamanan dan 

keselamatan penerbangan. 

Pihak-pihak yang bisa dimobon atau dinyatakan pailit adalah: 

1. Orang perorangan 

Debitor yang mempenyai dua atau lebih !creditor dan tidak rnembayar lunas 

sedikltnya satu utang yang Ielah jatuh waktu dan dapet ditagih, dinyatakan 

pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 UU Kepailitan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas 

pennintaan seorang a tau lebih kreditomya. Yang dimaksud debitor disini 

dap.a.t terdiri dari orang atau badan hukum pribadi~ yang bisa berupa manusia 

maupun badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan atau yang lainnya. 

2. Debitor yang telah menil:ah 

Pennobonan-permobonan pailit yang diajukan oJeh debitor yang menikah, 

harus ada persetujuan suami atau istrinya, apabila diantara mereka ada 

pereampuran hll1tl! (Pasal 4 UU Kepeilitan). Dalam Pasal ll9 KUHPerdata 

menyebutkan baltwa mulai soat perkawinan dilangsungkan derni hokum 

berlakulah persatuan bulat anta:ra kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai 

itu dengan pe:rjanjian kawin tidak: diadakan ketentuan lain. Oleh karena itu 

bagi moreka yang menikah bcrdasarkan KUHPerdata, untuk mengajukan 

permohonan pailit harusla.h ada persetujuan dari suami atau istrinya kecuali 

diantara mereka ada perjanjian perkawinan. 
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3. Badan-badan hukum, seperti perseroan terbatas, perusabaan negara, koperasi, 

perkumpulan-perkumpulan yang berstatus badan huk:umt misalnya yayasan, 

Badan hukum sebagai subjek hukum yang mempunyai kekayaan terpisah dari 

kekayaan perseronya juga dapat dinyatakan pai!it, Dengan pemyataan paili~ 

organ badan huknm tersebut akan kehilangan hak untuk mengurus kekayaan 

badan huknm. Pengurusan harta keknyaan badan huknm yang dinyatakan 

pailit beralih kepada knratomya. Oleh karena itu, menurut ketentuan Pasal 24 

UU Kepailitan, gugatan huknm yang bersumber pada hak dan kewajiban hurta 

kekayaan debkor pail it harus diajuknnkepada kura!omya. 

Apebila yang dinyatakan pailit suatu Perseroan Terbatas (PT), koperasi atau 

badan hukum Jain seperti perkumpulan atau yayasan yang mempunyai status 

badan hukum, meka pengurus yang mempunyai kewajiban untuk 

mempertanggungjawahkan kepailitan ter>ebut. 

4. Harta warisan 

Dalarn UU Kepaititan mengenai kepailitan yang berhubungan dengan harta 

warisan ini diatur ke dalam bagian tersendiri secara Jebih rinci, yaitu pada 

bagian kesembilan tentang Kepailitan Harta Peninggalan, Dalam Pasal 207 

UU Kepailitan mengatakan bahwa hurta kekayaan orang yang meninggul 

harus dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila dua atau lebih kreditor 

mengajukan pennohonan untuk itu dan secara singkat dapat membuk:tikan 

bahwa: 

a. Utang oraog yang meningga~ sernasa hidupnya tidak dibayar lunas; atau 

b. Pada saat meninggainya orang tersebut, harta peninggal!UUlya tidak cukup 

untuk membayarulanguya. 

Putusan pemyataan pailit berakibat demi hukum dipisahkannya harta 

kekayaan ornng yang meninggal dari harta kekayaan ahli wadanya. Dalam 

kepailitan harta warisan atau harta peninggalan tidak: dikcnal atau tidak 

berJaku adanya perdamaian sebagaimana yang diatur dalam UU Kepailitan, 

kecuali apahila warisannya telah diterima oleh ahli waris secara rnumL 

Dalam hal ini PT. Adam Skyconnection Airlines termasuk da!am badan

badan hukom yang bisa dimohonkan pallit sesual dengan Keputusan Menleri 

Kebakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-0030 I 
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!IT.OI.Ol.TH.2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. 

Adam Skyconnection Airlines. Yang mana ketentuan ini sudah sesuai dengan 

Pasal 7 ayat (4) UUPT yang mengatakan bahwa perseroan memperoleh status 

badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai 

pengesahan badan hukum. PT. Adam Skyconnection Airlines sebagai subjek 

hukurn yang mempunyai kekeyaan terpisah dari kekayaan pemegang saham. 

Apabila terdapat pemyataan paili~ direksi aken kebilangan hak untuk mengurus 

kckey..,. badan hukum. Pengurusan harta kekayaan badan hukum yang 

dinyatakan pailit beralih kepada k:uratomya Oleh karena itu, menurut ketentuan 

Pasal 24 UU Kepailitan, gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban 

harta kekayaan debitor pailit harus diajukan kepada kuraromya. 

Dalam kasus PT. Adam Skycormection Airlines ini yaitu dapat 

dimungkinken untuk mengajukan pannohoaan pailit setelah ijin usaha dieaimt 

karena pada saat ijin usaha dieaimt badan usaha dari PT. Adam Skyconnection 

Airlines ma.sih ada. Selain itu mengenai masalah pencabutan izin usaha dengan 

permohonan pailit merupakan dua hal yang berbeda, karena pencabutan izin usaha 

horkaitan dengan usaha dari perusahaan Adam Air sedangkan pannohonan pailit 

(kepailitan) berkaitan dengan badan hukam dari perusahaan Adam Air. Akibat 

bukum dari peneabutan izin tersebut adalah dilarang beroperasinya usaba dari 

parusabaan Adam Air. Setelah peneabutan ijin usaha Adam Air dicabu~ 

seharusoya pibak Adam Air melakukan perbaiken sebagaimana yang ditentukan, 

akan tetapi perbaikan tersebut tiduk dilakuken sehingga menyebabkan AOC dati 

Adam Air pun dicabut. Pencabutan ijin usaha dari Adam Air tidak mempengaruhi 

permobonan pailit tersebut. Karena pada saat pengojuan permohonan pailit 

terseimt, organ badan hukum tersohut hanya kehilangan hak untuk mengurus 

kehayaan badan hukum, karena hak untuk mengurus kekayaan badan hukum 

tersebut beralih kepada kumtor. 

3.5 Analisa Mengenai Perjanjian Kerjasama Antara Pemohon dan 

Termohon 

Di da!am peljanjian yang Ielah disepakati oleh pemohon dan termohon, 

disetujui bahwa jangke waktu peljanjian ke!jasarna ini berlakn selarna I (satu) 
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tahun terhitung tang gal I 0 September 2007 sampai dengan 9 September 2008, dan 

dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak. 

Keqasama ini tidak berjalan sesuai dengan yang dibarapkan pemohon, 

karena termohon yang merupakan salab satu perusabaan swasta yang memberikan 

pelayanan llll!u jasa penerbangan, beberapa kali mengalami musibah bail< yang 

menimbulk:an kematian maupun luka-luka kepada para penumpangnya. Selain itu 

pada tanggal 19 Maret 2008, izin usaha penerbangan termohon dicabut oleh 

pemerintah, sebingga termohon dilarang untuk melakakan kegiatan pengoperasian 

pesawat ud&'a. Akibat dari terjadinya berbagai kejadian yang menimpe Adam Air 

tersebut maka pemohon memsa hahwa tidak perlu lagi uotuk melakakan 

kewajibannya sehagaimana yang tertuang di dalam Pasal 4 peqanjian kerjasama 

"Antar Jemput Crew". Akan tetapi pemenuhan dari peJjanjian tersebut harus tetap 

dilakukan mengingat hak untuk dihayarkannya pemohon masih ada walaupun 

kewajibannya sudah tidak dilakukan lagi. 

Kepastian mengenai perjanjian yang telah disepakati oleh pemohon dan 

termohon kni, berdasarkan hasH wawancara yang dilak:ukan penulis dengan 

pengacara pemohon adalah bahwa perjanjian tersebut tetap dilaksanakan sesuai 

dengan yang disepakati. Dalam hal ini yang masih dilakaanakan adalah 

pembayaran walaupun kewajihan pemohon sudah tidak dilakakan lagi. 

Berdasarkan Pasal 36 ayat (I) UUK-PKPU menyatakan bahwa dalam hal 

pada saat putusan pemyllll!an pailit diucapkan, terdapat perjlllljian timbal balik 

yang belurn .atau b.aru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian 

dengan debitor dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian 

tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjillll tersebut dalam jangka waktu yang 

disepekati oleh kurnior dan pihak tersebut. Dalam kasus ini, pemohon mentinta 

kepada kurator untuk memharikan kepnstian tentang kelanjutan pelaksanaan dati 

perjanjian tersebut. 

Kepastian tentang pelaksanaan perjanjian ini adalah termohon tetap 

melaksanakau kewajibannya kepeda pemohon sesuai yang tertera di daiam Pasal 5 

Peqanjian Keqasama Antar Jemput Crew yakni, pihak pertama bersedia dan 

setuju denagn biaya atau uang sewa mobil operasional pihak kedua sebesar Rp. 

117.500.000,- (Seratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan, 

Universitas Indonesia 

Pengajuan Kepailitan..., Citra Kemuning Mahmudin, FH UI, 2009



64 

dengan pembayaran dimuka yang akan dibayarkan setiap l (satu) minggu sekali 

masing-rnasing sebesar Rp. 29.375.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus 

l'ujuh Puluh Lima Ribu Rupiah). 

Dalara kasus ini kewajiban pemohon sudah tidak dilakukan lagi mengingal 

asaha dari tennohon sudah tidak beljalan lagi karena dicabutnya Air Operntor 

Certificate (AOC) dari PT. Adam Skycoruteotion Airlines oleh pemerintah. Akan 

tetapi, rnengingatjangka waktu dari perjanjian tersebut adalah l (satu) tahun maka 

pemohon meminta kepada tennohon meJalui gugatannya untuk tetap memenuhi 

kewa,iibannya . 
Mengenai addendum peijanjian ketjasama. antar jemput crew yang dibuat 

pada tanggal I April 2008 otomatis tidak berlaku, karena yang rnenandatangani 

perjanjian tersebut bukan orang yang berwenang. Nasrullah Nawawi ini bukan 

orang yang berwerumg karena dia rnenandarangani addendum tersebut tanpa sum! 

kuasa, sedangkan Pasal 103 UUPT menyatakun bahwa direlcsi dapat memberi 

kuasa tertulis kepada 1 (satu) nrang karyawan I>erseroan atau lebih atau kepada 

orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum: tertentu 

sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.. Selain itu hal ini juga tidak sesuai 

dengan Akta Pendirian PT. Adam Skyconnection Airlines Nomor: C-0030 I 

HT.Ol.OI.TII.2003 dalam pasal II angka 7 yang menyatakan bahwa Direksi 

untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai 

wakil atau kuasanya dengan rnemberikan kepadanya kekuasaan yang diatur daJam 

sural kuasa. Hal ini juga bertentangan dengan Pasal !132 KUHPerdata yang 

mengatakun bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah: 

I. Sepakat mereka yang mengikutkun dirinya; 

2. Keca.kapan untuk: membuat suatu perikatan; 

3. Suatu hal tertentu; 

4. Suatu sebab yang halal. 

Sedangkan addendum pedanjian tersebut tidak sesuai dengan Pasal 1320 angka 2 

KUHPerdata iili. Sebinsga akibat dari kejadian ini adalah untuk perjanjian 

tersebut dapat dimintakan pembatalan. Karena dari pihak termohon meminta 

pembatalan atas perjanjian tersebut, maka secara otomatis perjanjian tersebut 

lidak berlaku mengingat yang menandatangani bukan orang yang berwenang. 
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Akibat dari petianjian apabila dinyatakan pailit adalah perjanjian tersebut 

menjadi hapes.lni sesuai dengan Pasal37 ayat (I) UUK-PKPU yang menyatakan 

apahila dalam perjanjian sebagahnana dimaksud dalam Pasal 36 telah 

diperjanjikan penycrahan benda dagangan yang biasa diperdagangkan dengan 

suatu jangka waktu dan pibal< yang harus menyerahkan beda tersebut sebelum 

penyerahan dilaksanal<an dinyalal<an pail it maks peljanjian menjadi hapus dengan 

diueapkannya putusan pernyataan pailit dan dalam hal pihal< lawan dhugikan 

karena penghapusan maks yang bersangkatan dapat mengajukan diri sehagai 

kre<litor konkuren untuk mendapaikan ganti rugi. 

Berdasarkan hal inilah maka pemohon meminta ganti kerugian karena 

pemohon dapat mengajal<an diri sebagai kre<litor konkuren nntuk mendapatkan 

ganti kerugian. 
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Berdasarkan urnian dan perrnasalahan yang dikemukakan pada bab-bab 

sebelumnya dapat disusun kesimpulan sehagai berikut: 

I. Adam Air yang didirikan peda tanggal 21 November 2002 merupakan 

perusahaan yang bergerak di bidang penerbangan. Hanya dalam waktu 3 (tiga) 

tahun maskapai penerbangan ini berkembang dengan pesat Maskapai 

penerbangan ini menawarkan tiket penerbangan murab yang diseimbangkan 

dengan service pelayanan dan pengalaman 1£Ibang yang baik. Akan tetapi 

peda tahun 2007 merupakan awal dari teljadinya berbagai insiden dan 

kecelakaan yang menimpe maskapei Adam Air yang mengakibalkan kematian 

dan luka.-Iuka pada korban. Hal ini menyebabkan pihak pemerintah membuat 

pemeringkatan atas maskapai-maskapai yang memenuhi syarat keselamatan 

dan temyata Adam Air ada di peringkat ketiga yang berarti hanya memenuhi 

syarat minimal keselamatan dan masih ada beberapa persyaratan yang be1um 

dilaksanakan dan berpotensi rnen!!,1lrangi tingkat keselarnatan penerbangan. 

Perusahaan Investasi Indonesia yajtu PT. Bhakti Investama melalui anak 

perusabaannya yaitu Global Air Transport membeli 50% saham dari Adam 

Air. Namun setahun kemudian Global Air Transport menarik seluruh saham 

yang dimilikinya, karena merasa bahwa Adam Air tidak melakukan perbaikan 

tingkat keselamatan dan transparansi. Setelah Global Air Transport menarik 

sahrunnya tersebut, tidak lama kemudian Opemtion Speeiftcation dari Adam 

Air juga dicabut oleh pemerintah. Hal ini sebagai tindak lanjut dari kegiatan 

pengawasan terbadap PT. Adam Air. Di dalam kasus PT. Adam 

Skyconnection Airtines dimungkinkan untuk mengajukart permohonan pailit 

seteJah ijin usaha dicabut. Karena selain syarat untuk mengajukan 

pennohonan pailit yang terdapat di dalam pasal 2 ayat (I) UUK-PKPU telah 

terbukti, yakni debitor mempunyai lebih dari satu kreditor dan mempunyai 

satu utang yang Ielah jatuh tempo. Selain itu debitor juga tidak menjaiankan 

kegiatan operasfonalnya sesuai dengan peraturan yang ada. yang daJam hal ini 
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tidak sesuai dengan Peraluran Pemerintah No. 3 Tahun 2001 tentang 

Keamanan dan Keseiamatan Penerbangan. PT. Adam Skyconnection Air!ines 

tennasuk ke dalam badan-badan hukum yang bisa dimohon pailit karena 

Adam Air sebagai subjek:. hukum yang mempunyai kekayaan yang terpisab 

dari kekayaan pemegang sahrun. Oleh karena itu dalam kasus PT. Adam 

Skyconnection Airlines ini dimungkink:an untuk mengajukan permohonan 

pailit setelah ijin usaha dicabut karena pada saat ijin usaba dicabut, badan 

usaha dari PT. Adam Skyoonnection Airlines ini masih ada. Sehingga 

pencabutan ijin usaha ini tidak mempengaruhi permohonan pailit dari CV. 

CICl tersebut. Selain itu permohonan pailit dengan pencabutan izin 

merupakan dua hal yang berbeda, karena permohonan pailit berkaitan dengan 

badan hukum dari Adam Air sedangkan pencabutan izin usaha berkaitan 

dengan usaba dari Adam Air itn sendiri. Permohonan kepa.ilitan di dalam 

kasus ini pun juga merupakan ultimum remedium, menglngat tidak ada upaya 

hulrum Jain yang dapat ditempuh dik:arenakan izin usaha dari tennohon sudah 

dicabut olch pemerintah sehingga termobon sudah tidak. dapat melakukan 

kegiatan operasionalnya yang mengakibatkan tidak adanya pemasukun lagi 

darl termohon. 

2. Di dalam petjanjian kerjasama antara pemohon dan tennohon yang dibuat 

pada tanggal I 0 September 2007 ini, tidak berjalan sesuai dengan apa yang 

diharapkan. Karena pada sa.at berlangsungnya perjanjlan ten;ebu~ tennohon 

sebagai salah satu perusahaan sw~ yang bergerak di bidang penerbangan 

telah mengaiami beberapa kejadian yang merugikan pihak termohon sendiri 

yang mengaktbatkan perusahaan termohon dilarang untuk melakukan kegiatan 

pengoperasian pesawat udara, dakun hal ini dicabutnya operation spesification 

termohon oleh pernerintah. Seiain dicabutnya operation spesification tersebut, 

hal ini juga mengakibatkan pemobon untuk tidak Iagi melakakan 

kewajibannya <ebagahnana yang tertuang di dalam pasal 4 perjanjian 

keijasama "Antar Jemput Crew''. Akan tetapi pemenuhan dari perjanjian 

tersebut terhadap pemohon tetap dHakukan oleh tennohon, mengingat hak 

untuk dibayarkannya pemohon masih ada walaupun kewajiban pemohon 

sudah tidak dilakukan lagi. Kepastian mengenai kelanjutan pelaksa:naan dari 
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perjanjian ini setelah putusan pailit diberikan kepada kuratOr, karena sesuai 

dengan pasal 36 UUK-PKJ>U. Mengenai addendum peljanjian yang dibuat 

setelah pencabutan spesification yang dilakukan oleh pemerintah otomatis 

tidak berlaku, karena yang menondatangi bukan orang yang berwenang dan 

pihak: termohon meminta pembatalan atas addendum tersebut. 

4.2 Saran 

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan: 

I. Apabila dalam peijanjian keJjasama timbul masalab-masalab hukum, misalnya 

adanya utang yang telab jatab waktu dan dapat ditagih, sebaiknya plllll 

kraditor mempartimbangkan rerlebih dabulu apakab ada upaya-upaya hukum 

yang dapat ditempuh dalam hal paucairan tagiban misalnya dengan 

reslrukturisasi hutang. Walaupun sebenamya masalab-masalab hukum 

tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukannya perrnohonan pailit, 

sebagalmana rereontum di dabuu pasal2 ayat (1) UUK-PKPU. Akan tetapi di 

dalam kasus Adam Air ini, tidak diperlukan upaya hukum Jain mengingat 

kepailitan merupakan ultimum remedium di dalam kasus ini 

2. Sebaiknya maskapai pauerbangan lebih memperhatikan dan meniaati prosedur 

keselamatan pauumpeng, agar tidak teJjadi kecelakaan yang menimbulkan 

korban sehingga tidak merugikan penumpa.'lg yang menggunakan jasa 

pauerhangan tersebut. 
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PUTUSAN 

Nomor : 26/PAILIT/2008/PN. NIAGA.JKT.PST. 

DEMI KEADIL.AN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri .Jakarta .Pusat, yang 

memeriksa dan mengadili pe<i<ara-perkara permohonan pemyataan Pailit pada 

tingkat · pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam pe<i<ara 

permohonan pemyataan pall!! yang diajukan oleh ; 

C,l{, CICI qq, Ora, LUVIDA !WiyANTI, beralamat dl Swatantra N, Jatlaslh, 

Bekasl, dalam ha! lni diwakili oleh kuasanya Lukman Arffin, S.H. dan 

Rochjantono Soeoed, S.H., Advokat dan Pengacara, beralamat di Kantor 

Hukum "Arffin & A<;sociates", Jalan Raden Saleh No.45 E, Jakarta Pusat 

(10330), berdasa<i<an Sural Kuasa Khusus tertanggal 13 Mel 2008, 

selanjutnya dlsebut sebagai Perno han ; 

Terhadap: 

v~~DI!:M SKYCONNE.CTION AIRLINES, be<i<edudukan di Jalan Gedong 

lf(.,j~; · ,". P.anjang Raya No. 28, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili olehkuasanya 

i!i• (;'~:/; ~~n,ny Ponto, S.H., M.H., Advokal pada Kantor Advokat Ka1hmang & 

~ l ~~~ P.o.oto di Menara Kuningan, Ll14/AJI. H.R. Rasuna Said Blok X-7: Kav. 5 

~~arta, berdasarkan sural kuasa khusus tertanggal 23 Mot 2008, 

salanjutnya disebut sebagai Tormohon ; 

P.engadllan Nlaga Tersebut ~ 

Setelah membaca sural-sural dalam berkas perkara yang bersangkutan; 

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berpe<i<ara; 

Setelah memeriksa bu~ukti yang dlajukan dl persldangan oleh kedua 

belah pihak yang berpe<i<ara; 

TENTANG DUDUKNYAPERKARA: 

... Menimbang, bahwa Perophon -m_Bialui kuasar~ya di dalam surat 

permohonannya tertanggal 13. Mel 2008, yang didafta<i<an di Kepanlteraan 

Perigadllan Negeri/Niaga Jakarta. Pusat pada tanggal : 14 Mel 2008, dlbawah 

I 
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register Nomor : 26/PAILJT/2008/PN.NIAGA.JKT.PST., Ieiah mengajukan 

· pennohonan Pailit dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : 

1. Bahwa Pemohon memp~i)yai kaglatan usaha perdagangan barang · 

(supplier) dan jasa s~ual dengan Sural lzin Usaha Perdagangan (SIUP) 

Kecil No. 517/30-04/j306/BINUSII/2004, tertanggal• 20 J~nuari 2004, 

kemudian berdasarkan P~rjanJian _ Kerja sarna uAntar Jempur Crew", 

tertanggal 10 September 2007, P.,mohon menjadi salah satu rekanan 

Termohon yang menyedlallan jasa (bei'Upa mobil oparaslonaO untuk antar 

jempur crew (awak pesawat) yang beke~a pada Termohon, yaitu pilot. co

pilot, pramugara dan pramugari dilri tempat kadiaman sampai dengan 

Bandara Soekam<>Hatta maupun sebaliknya (bukti P-1); 

2. Bahwa berdasarllan keten~n dalam pasal 7 tentang "Jang.ka Waktu 

Ke<ja Sarna', Pamohop pan, Tennohon manyetujui jangka waktu 

pe<jan)lan Ke~a sama. inl D<!llaku selama 1 (saM tahun, terbitung tanggal 

10 Septamper 2Q07 sld 09 $eP.tember 2008, dan dapat dlperpan)ang etas 

persetujuan kedua belah pib.ak ; 

· 3. Bahwa berdasarllan ketelituan dalam pasal5 tentang "Biaya/Uang ·s.wa", 

T ennohon bemedia dan seMu biaya/uang sewa mobil.operasional yang 
' 

dlsediakan Pemohon adalah .sebesar Rp. 117.500.000,- (seratus tujuh 

belas )uta lima rahls ;iou #i~lah) per bulan, dangan pe)Jlbay~ran dimuka 

yang al<an dlbayarf<an· setiap 1 (satu) mlnggu sekall@ Rp. 2~.375.000,-

ahwa akan tetapi ke:~a .. ~ama. ·ini tidak bertangsung my:lus sebagaimana 

'luka-luka pada para penumpangnya di beberapa lokasi di Indonesia, 

beberapa waktU yang lalu, padahal Termohon di!untut untuk 

memperhatikan kes,elamatan penerbang~n bagl ma~yarakat pengguoa 

jasanya. Hal lnl menun)ukkan bahwa Termohon Ieiah !alar dan tidak 

berhati-hati dalarn menjatankan ueahanya. y:;ng sangat beresiko tinggi : 

5. Bahwa disamping .jtu sebagaimana dapat diketanui oleh masyarakat luas, 

temyata ~ntemal pe~aha~.n Tennohon juga me.n$a_taml ke~klak 

harmonlsan dlant~ra p.ara . pemagang sahamnya, dimana 2 (dua) 

perusahaan lainnya sebagai pemegang saham 50% (lima puluh persen) 

telah mengundurf<an di ri dari . pel'l.lsahaan T ermohon, sehingga jalannya 
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usaha perusahaan Tennohon sudah tldak dapat dipertahankan lebih 

lanjut, terlebih lagi izin usaha penerbangannyapun Ieiah dicabut oleh 

Pemerintah, sehlngga seluruh pesawal Adam Air tldak dapat beroperes! 

berarti seluruh keglatan operaslonaiTennohon terhenti; 

6. !lahwa karena adanya masalah-masalah tersebut .dlatas. maka pada 

tanggal 01 April 2008 antara Pemohon dan Tennohon .telah ditanda 

tangani"Addendum Pe~anjian Kerja Sarna Antar Jemput", tentang jangka 

waktu (yakni terhilung sejak tanggal 01 Maret sompal 01 Juni 2008) dan 

biayaluan!f se\'lll sebesar?Rp. <iO.OQO,OOQ,- (enam pti!uh )uta rupiah) per 

bulan, dengan pembayaran dhJ!Uka yang akan dlbayarl<iln setlap 1 (satu) 

. mlntigu sekall@ Rp. 15.000.000,- (lima bolas juta rupiah) (bukti P-2); 

7. Bahwa Pemohon Ieiah mengajukan taglhan pambayaran biayaisewa 

mobil operasional kepada T~nnohon maslng-masing : 

a. sebasar Rp. 29.375.000,- (dua puluh sembilan juta tlga ratus tujuh 

puluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran tahap IV bulan Maret 

2008, Kwltansl tertanggal 22 Maret 2008, tagihan mana Ielah 

· dlterfma oleh Terrnohon s~st~al dengan tanda terima tertanggal 07 

April 2008 (bukll P-3a, P.,3.b, P-3c) ; · 

b. sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh ]uta rupiah) untuk 

pembayaran bulan April 2008, Kwitansi tertanggal 22 April 2008, 

tagihan mana telah piterima oleh Tennohon sesuai dengan Tanda . . . 

Terima tertanggai 28 Aprii200B (bukti P-4a, P-4b, P-4c) ; 

Pemohon telah tnemberikan. surat teguran kep~da Termohon agar 

tagihan ferl;ebut dapl!l segera dilakukan pembayaran, 

sural tertangqal 21 Apri12008 dan 05 Mei 2008, keduanya 

diterima oteh T~nnohon sesuai dengan Tanda Terima 

21 April 2008 dan 05 Mel 2008 (bukti P .Sa & P .5b, . 

P.66a.- P.6b) ; 

b. Dengan sural tertanggal 05 Mel 2008, telah dlterima. oleh 

Tennohon seaual· densan Tanda Terlma tertanggal 05 Mei 2008 

(bukll P.7a- P.7b), namunhin~ga saat diajukannya pennohonan inl 

ke Pengad!lan Nlaga b~!um dlbayar oleh Tennohon; 

9. Bahwa dlsamplng mempunyai utang kepada Pemohon, temyata 

T ennohon masih mempunyai utang-utang lalnnya, yang saat inl dapat 

Pemohon ke!ahui anta)"l!llaln : 

a. Toko 'Global" (qq Tjllin Ket Khln), Jalan Purl Gardena Slok E 618. 

R!. 007/014, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Sara! (bukll P-8) ; 
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b. Toko • Jaya Makmur" (qq Wiki Widyanto), Jalan Peta Bam! No. 78, 

Rt 009107, Kel. Kalideres, Jakarta Barat (bukli P-ll) ; 

c. PT. Pendawa Auto, Jalan Peta Barat No. 72, Cengkareng, 

Kalideres, Jaka$ Barat (bukti P.10); 

d. PT. Mafati Indonesia, Jalan Terbang Layang Goff Pondok Cabe 

(Depan Plntu Masuk ·Lapangan Terbang) No. 1QC.D, Jakarta 

SelaU.n (bukti P-11); 

e. Toko "Bintang Warls Wama, Kp. Petopan Rt. 0071003, Muara, 

Teluk Nega, Tange<:ang (bukti P-12); 

f. Toko "Vii!!Y• Motor" (qq Rudy), Duta Garden Blok F.14/37, Rt 

010/008, Jurumudi .Baru, Elenda, Tangerang (bukti P.13) ; 

g. Karya~n-Karyawan Tennohon yang belum menerima 

pembayaran gajVupah bulan April 2008, Jalan Gedong Panjang 

Raya No. 28, Jak~(la Elarat ; 

Sectangkan kredHur-kredltur lain serta jumlah piutang-piutang 

lalnnya baru dapat dil<etahui secara pasti, apabila Tenmohon Ielah 

dinyatakan pailij dan dilakukan vemkasi dalam rapat pencocokkan 

piutang para kredituf yang dipimpin oleh Hakim Pengawas dan 

KuratorJPenguru$ dikemudian hari : 

10. Bahwa oleh kare~a itu !elah terbukti secara hukum tentang adanya utang 

Tenmohon yang telah jatuh tempo dan dapat dilagih serta adanya kreditur

kreditur lain yang mempyoyai piutang kepada Tennohon, sehlngga 

berdasarkan ketentua.~ dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Uodang Nomor : 
~G£RIJ 

l.\11;~~ ·.~:~:";.~:~:· :::::~n :.::~::Y::;:::i~~paqa Ketua Pengadilan 

~ ~ f 'iaga cq~ Majelis Hakim Niag~ yang memeriksa dan memuijJ~ perkara ini . .., . · \ V. J gar T ermohon dapal dinya!akan paiiH, karena telah terponuhinya 

~ ketentuan dalam pasal2 ayat (1) UUK; 

""=..:12;:-. . Bahwa untuk J<eyentingan pengurusan dan pemberosan harte pailit 

menurut UUK diper~kan P.eng~ngkatan Kurator, maka Pea:nohon 

mengusulkan kepada Majelis Hakim Niaga name-nama sebagai berlkut : 

Sdr. Gunawan W'tdyaatmadja, l?.H., darf.Kantor Advokai"Gunawan 

Widyaatmadja & Rekan", berkantor di Sudinman Plaza-Marein 

Plaza, Lanlal 10 B, Jalan Jenderal Sudinnan Kav. 76-78, Jakarta 

Selatan (12910) ; 

Sdr. Anthony Pr<;wira, S.H., dari Kantor Kurator dan Pengurus 

Anthony Prawira '& Rekan, beralamat di Jalan Sima No. 27, 

Tomang Batat, sebagai Ttm Kurator yang berdasarkan sural 
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Pernyataan yang dibuat, dinyatakan bahwa tidak mempunyai 

benturan kepentingan dengan debitur atau kredltur, dan tldak 

sedang menanganl p~rkara kep~ilitan dan pen_l!ndaan kewa]iban 

pembayaran utang lebih dart 3 (tiga) perl<ara, sebagaimana 

ketentuan dalam pasai15 ayat (3) UUK ; 

13. Bahwa disamping itu, ~rituk kepentingan pemberesail harta pailit juga 

diperlukan penunjukkan sc:~orang Hakim Pengawas dari Pengadilan Niaga 

pada Pengadllan Nege~ Jakarta Pusat ; 

14. Bahwa apabiiEI Termohon ·dalam perrnohonan paillt inl mengajukan 

permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka 

Pemohon mahan kepada· Majelis Hakim Niaga apabila Permohonan 

Penundaan Kewajiban . Pembayaran Utang (PKPU) dikabulkan, tetap 

mengangkat : 

Sdr. "Gunawan Widyaatmadja, S.H., dari Kantor Ad.vokat "Gunawan 

Widyaatmadja_ & Rekann, berkantor di Sudirman Plaza - Marein 

Plaza, Lantal 10 B, Jalan Jenderal Sudlrman Kav. 76-78, Jakarta 

Selatan (12910); 

Sdr. Anthony Prawira, S.H., dari Kantor Kurator dan Pengurus 

Anthony Prawira f.. Rekan, beralamat di Jalan Sima No. 27, 

T omang Baret, Jakarta Barat, sebagai Tim PengurtJs ; 

Berdasarkan hal-hal ters.ebut .diatas, kiranya Majelis Hakim Niaga. sependapat 

dengan Pemohon dan karenany~:~ berkenan memberikan putusan sebagai 

bertkut 

Sdr. Anthony Prawira, S.H., dari Kantor Kur~:~tor dan Pengurus 

Anthony Prawira & Rekan, beraiamat di Jaian Sima No. 27, 

Tomang Barat, Jakarta Barat, sebagai Tiro Kurator dalam 

Kepailitan ; 

4. Menunjuk Hakim Nlaga pada pengadllan Niaga Jakarta Pusat sebagal 

Hakim Pengawas ; 

5. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perl<ara ini 
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··-· . . 
Atau: 

Apabila Majells Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadi~adilnye 

, (ex aequo et bono) ; 

Menimbang, bahwa ,pada harl, sidang yeng telah diletapkan, Pemohon 

datang menghadap kuasanye,: Lukman Arifln, S.H. dan Rochjai)!Ono Soeoed, 

S.H., Advoka! berdasarl<an sur:at kuasa khusus tertanggal : 1~ Mel 2006, 

sed;u\gkan untuk Termohon da!;!n~ menghadap kuasanya : Benny Ponto,S.H., 

M.H. berdasari<an Sural Kuasa Khusus tanggal : 23 Mel 2008; 

Menlmbang, bahwa selanJUinya dl pal'$ldangan telah dlbacakan 

petmohonan Pemohon, dlmai>a Pemohon menyetakan tetap '. 
permahonannye ; 

surat 

pad a 

Menimbaiig, bahwa tertiaqap perinohonan Pemohon terse but, T ermohon 

, telah mengajuken tanggapan, tertanggal : 5 Juni 2008, dengan mengemukakan 

hal-hal sebagai ben1<ut : 

1. Termohon deng~n tega,,rnl>nyetakan menolak selur11h datil permohonan 

Pemohon, kecuall yang tell?uidl kebenarannya menurut hukum. dan diakui 

-ofeh Termohon i 

Tentang Peljanjian Keljasama 'AntaOamput Craw" tanggal10 September 2007 

September 2007 rPe~anjlan Ke~asama .1 0, September 2007") 

11<}\!l}f.n. tara Pemonpn dan Termohon, maksud dan tujuan karjasama 

"X1f"·'· gantar jem!i~tt<;rew Termohon, dlmana Pemohon mempunyei 

n untuk mengahtarkan dan menJemput crew T E:rmphon sesuai 

an waktu yang te1ah ditentt,rkan Termohon dan -bersedia._me!ayani 

jadwal sebagalmana ya0g !lliah,dfientukan oleh Termohon (lihat pasal 4 

Pe~anjlan Keljasama to ~eptember 2007). Kemudian ata.s pemenuhan 

keVJaiiban lnllah maka.' Pemohon mempunyal hak untuk mempero!eh 

pamb;;waran d~ti Termotton : 
3. Sedangkan pa~al 1 Pelianj!an Ke111a]ama 10 September 2007 yang 

dim~ksud dengan crew a<iai~~ awak pesawat yang dimiliki Tennohon 

yeitu Pilot (Capt), Co-Pilot (SFO &.FO), Pramugara dan Pr;~mugari ; 

.4. Berdasarl<an uraian diatas maka s~suai dengan Peijanjian Ke~asama 10 

September 2007 bahwa tvjuan dan Pe~an)ian Ke~asama Antar Crew 

6. 
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adalah adanya suatu sched~le penerbangan ijadwal penerbangan) dati 

T ennohon kepada Pemohon kernudian dengan disediakannya mobil 

operasional untuk mengantarkan crew Tem1ohon (pilot, Co-Pilot, 

Prarnugara dan Pramugati) sesuai dengan schadule penerbangan fjadwal 

peneroangan} yang ada kemudian Pemohon menerima pembayaran dari .. 
Tennohon ; 

5. Sebagalmana telah dldal!lkim juga dalam Pennohonan Pemohon bahwa 

pada tanggal 19 Maret . zqos, lzln usaha penerbangan (Operation 

Spedflcation} Termohon dicabut oleh Pemerintah, sehi0gga Tennohon 

dilarang unlllk melakuf«ln kegiatan pengoperasian pesawat udara. Oleh 

sebab Hu seJak tanggal 19 Maret 2008 seluruh kegiatan Penerbangan 

Termohon Ieiah oementi ; 

a. Bahwa keadaan Tennohon yang · operaslonal penerbangannya sudah 

berhenti se)ak 19 Mal)it 2oo8, dimana secara nyata tidak ada lagl 

schedule penerb.at\g~n OadwaL penerbangan). Olah kar~ma itu jelaslah 

bahwa s.I!J.ak 19 Mar<rt 2008. Perjimjlan Kerjasama 10 September 2007 

(sesual maksud dan tujuan dari keljasama yang disep.akati Termohon dan 

Pemohon} sepa!IJtnya .berakhlr karena obyek kerjasama antara Pemohon 

dan Tennohon sudah tldak ada. Hallnlpun Ieiah dlketimui oteh pemohon 

sebagalmana dldalllkan dalam angka q Permohonannya. Sebagal catatan 

penghentian operasional penertangan Termohon adalah diluar 

kemampuan ataupun kahendak T ermohon ; 

7. Namun demikiao_ dalil P6mqhon- da!am pennohonannya angka 7 huruf a 

Pemohon mengajukan tagihan sebesar Rp. 29.375.000,- (dua puluh 

~ffi!~~~~~~~ juta tiga ratus. I!Jjuh puluh lima ribu rupiah}, sebagal slsa tagihan 

'~Ma;ret, quod non ada tersisa yang belum dibayai1<an, Tennohon 

saat adapya permohonan lnl. llqak ada satupun 

yang -dis_amp~ikan oleh Pemohon kepada Termohon 

j!>!Jil9}!ng.ar dengan l!>gihannya tersebut, tetapi langs4ng mengajukan 

;ii(lho·nan pallit Ta~pa !:;erprasangka apapun dan dengan dldasarl<an 

hubungan balk yang telah terjatin selama ini dengan pihak Pernohon! 

deogan ltlkad baik. dal.am persidangan ini tanggal5 Juni 2008 Termohon 

melllbayarkan seclll'll IU!'l•i tagiban Pemohon se~sar Rp. 29.375.000 

(dua puluh sembilan )uta Vgas ~us tujuh puluh lima ribu rupiah) : 

Tentang Addendum Peljanjian ka~asama Antar Jemput tanggal 01 Aprll2006 ; 

8. Termohon tidak memplinyal htllang apapun yang tel_ah jatuh tempo dan 

dapat dltaglh kepada Pemohon benlasarkan Addendum Peljan)ian 
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Keljasama Antar Jemput tanggal 01 April 2008 ("Addendum 01 April 

2008"), sepeJ!i yang dldalilkan Pemohon dalam permohonannya pada 

angka 6 dan 7 huruf b ; 

9. Dan Addendum 01 April 2008-]elas diketahul pihak yang m~nandatangani 

untuk dan atas nama lennof!an bukanlah orang yang berwenang untuk 

membuat dan menandatangani Addendum dimaksud. Bal)wa Nasrullah 
Nawawi yang mengat~snamakan Termohon. untuk mendatangani 

Addendum 01 April 200~ jelas tidak mempunyai kewenangan untuk 

mengadakan pe~anpan. Berbeda dengan Perjanjian Kerjasama 10 

September 2007 yapg dltahda tanganl oleh Dlrektur Termohon, 

Addendum 01 April 2006 d~~ni:la tanganl oloh Nasrullah Nawawi yang 

bukan Dlrektur dan tanpa ~ural kuasa dari Direksi Tennohon. OLeh sebab 

itu Addendum 01 April 2G(lB. adalah oacat secara hukum sehingga tidak 

mempunyai akibat hukum dan dapat dibatalkan karena tldak memenuhi 

ketentuan pasal 1320 KUHPerdata ; 

10. Bahwa P~mohon w;~Ja~p\Jn mengakul seluruh kegiatan Penerbangan 

·Tarmoho~ seJa~ tanggal tl! Maret 2008 telah berhenti dan oleh $ebab itu 

tldak ada ;mtar Jemput cri>W Termohon seria mengelahui benar bahwa 

Nasrullah Nawawi bukanlah orang_ yang memlliki k~nangan membuat 

bahkan manandatanga_ni Addendum 01 April 2006, tetap saja secara 

bersama-sama telah menibuat dan menandata,ngani Addendum 01 Aplil 

2008. Adanya hal ini Terrnohcin merasakan adanyn findakan-tindakan dari 

.#e;;';'>pihak-pihak tertentu mencoba mengambil keuntungan deli parmasalahan 

~~;;~:::a Termohon kepada Pemohon. Setidak-tidaknya 

eberadaan hutang ya.ng didalilkan Pemohon masih disengketakali 

sehingga pembuktian seCllra sederhana yang disyaratJ<an oleh pasal 8 

ayat (4) Undang<-Uodang Nomor 37 Tahun 2004 (UU Kepaillteni tidak 

\erpenuhi maka oukup \leralasan Yang Mulla Majells Hakim rnenolak 

permohonan Pemqhon ; 

Tentang Kreditur Lain Yang Didalilkan Pemohon ; 

12. Sebagairoana telah Tel')llOhan uraiakan di atas, deng;an situasi yang ada 

saat ini, Tennohon merasakan adanya Undakan-tln~akan dari plhak-plhak 

tertentu mencoba mengambil keuntungan dari permasalahan yang ada. 
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Dan juga fakta di persidangan Pemohon tidak. dapat menunjukkan bukti

bukti dan legalitasnya mewakili kreditur-kreditur lain yang didalilkan dalam 

perrnohonannya karenanya tidak terbukti adanya kreditur lain seperti 

didalilkan Pemohon ; 

13. Karena tldak terbuktl dalll Pemohon meogenal adanya Kreditur lain yang 

memilikl taglhan kepada Termohon, jelas pembuktian _sebagaimana 

ketentutan pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan tidak 

terpenuhi maka cukup berasalan Yang Mulia Majelis Hakim menolak 

pennohonan Pemohon ; 

Berdpsarkan uralan-uraian ya~g_ Termohon telah urai~ar:'l di atas, 

Tennohon memohon agar klranya Yang Mulla Ma)elis Hakim perkara ini 

.berkenan memutus hal-hal sebagaJ berikut : 

1. Menerima dan meng~bulkan seluruh tanggapan Tennohon PT. Adam 

. SkyConneclian Airlines ; 

2. Menolak seluruh Perm'ohonan Pemyataan Kepailitan yang diajukan 

Pemohon CV. Clcl qq. Ora, Luvlda Evlyantl ; 

3. Menghukum Pemohon CV. Cici qq. Ora. Luvlda Eviyanti untuk membayar 

blaya perkara ; 

Menimbang, bahwa dalam .. persfdangan Pemohon Pailit mengajukan bukti 

berupa foto copy surat-surat yang bennateral cukup dan diberi tanda sebagai 

beri 

5. 

6. 

7. 

Bukti P-3c 

Bukti P-4a 

Bukti P-4b 

: Pe~anjian Ke~asama "Antar Jemput Crew~. tertanggal 10 

September 2007 ; 

: Ad_dendum Perjanjian t<e~a Sarna Antar Jemput tertanggal 

01 April2008 ; 

: Tanda Terima tertanggal 07 April 2008 

Surat terta.ngga\ 07 April 2008 kepada Bagian Keuangan 

PT. Adam Air dan CV. Cic.l alas tagihan Rp. 29.375.000,-; 

Kwi.tansi sebesar Rp, 375.000,- tertanggal 22 Maret 2008 ; 

: Tanda Terima tertanggal 28 April2008 ; 

: l)urat tertanggal 28 April 2006 kepada B•glan Keuangan 

PT. Adam Air dari CV. Cici alas tagihan Rp, 60.000.000,-

8. Bukti P-4c . : Kwitansi sebesar Rp. 60.000.000,- tertanggal22 April 2008; 

g_ Bukti P"5a : Tanoa Te[ima tertanggal21 April2008 ; 

10. Bukti P-5b : Sural tertanggal 21 April 2008 kepada.Sagian Keuangan 

PT. Adam Air dari CV. Cici alas tagihan 05 Mei 2008; 
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1-1. Bukti P-6a 

12. Bukti P-6b 

13. Bukti P-7a 

14. Bukli P-7b 

15. Bukti P-8 

: Tanda terima tertanggal 05 Mei 2008 ; 

: Sural tertanggal 05 Mei 2008 kepada Bagian Keuangan 

PT. Adam Air dari CV. Cici etas tagihan. Rp. 29.375.000,~ 

: Folo cppy tanda lerima lertanggal 05 Mei 2008 : 

: Sural tertanggal 05 Mei 2008 kepada bagian keuangan PT. 

Adam Air:dari CV. Cici alas tagihan Rp.60.000.000,- ; . . 
: Tanda lerima tertanggal 09 Mei 2008 atas nama loko global 

dan KTP alas nama T]hln Ket Khln : 

Bukti-buktl tersebut Ieiah dlsesuaikan dengan aslinya, kecuali untuk bukti P-3b. 

P-3o, · P-4b, P-4c, · P-5b, P-'Jb, P-7b tidak dapal dilunjukkan aslinya 

dipersldangan: 

Menimbang, bahwa untuk mengualkan dalilnya, Kredilur lain yailu : Tjhin 

KelKhin, Wikl Wldyanto, PT. PeA<;lawa Auto, PT. Mafali Indonesia, Rudy; Franky 

Sury~dl B., rllelalul kuasa hukMitinY~ telah mengajukan bukti berupa folo copy 
. ' - ' 

su_rat~surat yang telah .. dlberl matE!~ll:!e~u~!Jpnya sebagal ber.ikut: 

1. Buktl K-1 : Tanda Terimarte.rtangg_al 09 Mei 2008 a.n. Toko Global dan 

KTP atas na{na.Tjhin Ket Khin ; 

2. Bukti K-2 : Folo copy Tanda Terima lertanggal 09 Mei 2008 a.n. Toko 

Jaya M~kmur dan KTP atas nama Wiki Widyanto : 

3. Bukti K-3 : Fota cppy Tanda terima tertanggal 09 Mei 2008 a.n. PT. 

""="="',:Pendawa Al;"ta;. Sural Pemyalaan lertanggal 09 Moi 2008 : 

4. 

5. . oto copy Tanda Terima tertanggal 09 Mei 2008 a.n. Toko ,_____, . . 
Binb;Jng Waris.Warna dan KTP a.n. R~dy; 

6. Bukti K-6 : Tanda Terima tertanggal 09 Mei 2008 a.n. Vljaya Motor dan 

KTP a.R. Franky Surayadl B ; 

Bukti-bukti tersebut tetah disesuaikan derman aslinya dipers_id8ngan : 

Menimban.g, bahwa untllk rnengua_tkan bantahannyc:-, Tennohon · telah 

mengajuka·n bukti tertulis berupa fotp copy surat·surat yang telah diberi materai 

cuk~p.sebagaiberikut: 

1. Bukti T·1 : Surat dari Departemen Perhubungan Dire_ktorat Jenderal 

Perhubongan . Udara No.: AU/1724/DSKU/086212006 
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tertanggal 18 Maret 2008 tenteng Pencabutan Operations 

Specifications PT. Adam Sky Connection Airlines; 

Bukti tersebut tidak dapat d~unjukkan aslinya dlpersldangan ; 

Menimbang, bahwa atl!s kesempatan yang dlberikan, Pemohon 

menga]ukan Kesimpulan tertanggal 9 Juni 2008 dan Tennohon telah 

mengajukan Kes1m¢ulan masing-mas1ng tertanggal 9 ·Juni 2008; 

Menlmbang, banwa untul<mempel'l!lngkat ur<~ian putusan lnl, maka segala 

sesuatu yang teljadl dalam persi<langa~ sebagaimana yang tennuat dalam barita 

acara persldangan haruslah dlanggap Ielah tennuat dan merupa)(an baglan 

dalam putusan lni ; 

TENTANG PERTIMl!ANGAN HUKUMNYA 

Menlmbang, bahwa maksud dan tu)uan pennohonan Pemohon adalah 

agar· Pengadll;m Niaga pada .Pengadllan Negert Jakarta Pusat menyata)(an 

Tennohon Pallit PT. ADAM ·sKYKONNECTION AIRLINES, yang berkedudukan 

d1 Jalan Gedong Panjang Raya No. 28 Jakarta Barat Pailit dengan segala akibat. 

hukumnya; 

Menimbang1 bahwa p_adZ!~·dasarnya pi~ak yang dapat dimohonkarl untuk 

palllt berdasar)(an k~t~ntuan pasal2 ayat (1) Und!lng-Undang No. 37 

"''""" Ten tang Kepailitan Dan P~nundaan Kewajiban Pembayamn Utang, 

fltlijl>"ur yang mempunyai 2 (dua) atau lebih Kredltur dan tidak membayar 

.se<\ir<h1nya satu utang yang Ieiah jaluh waktu dan dapat ditagih ; 

Menlmbang, bahwa yang dimaksud deogan Kreditur adalah orang yang 

· mempunyal piutang Kerena Pe<janJian atau Unctang-Undang yang dapat ditaglh 

dl muka Pengad]lan sedangkan debUur adalah orang yang mempunyai ut•ng 

karena Perjanjian atau karena undang undang; 

Menimbang, bahwa berilasarl<an ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang 

t!ndang Kepailitan dan PKPU y0ng,.$iimaksud dengan Utang adalah Kewajlban 

atau yang dapat dinyatakf!n dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia 

maup!:Jn mala uang asing, baik s~cara langsung maupun yang akan timbul 
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dikemudian hart atau K;onlinyue, yang timbul karena Pe~anjlan atau undang

undang yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak 

kepada Kreditur untuk mandapatkan pemenuhannya da~ .harta kekayaan 

Debitur, 

Menimbang, bahwa adap~n· dasar pokok pennohonan Pemohon Pall!! 

ada!ah ~ 

Bahwa, Pemohon mempuoyai kngiatan usaha perdagangan (supplier) dan 

jasa sesuai dengan sural lzln usaha Perdagangan (SIUP) kecil No. 517130-

04/13061BINUSII/2004, kemudlan berdasarl<an Peljanjian Kerjasama "Antar 

Jemput Crew • tertangga! 10. S~ptember 2007, Pemohon menjadl selah satu 

rekenJ!n Temnoh0n Pa«<t yang ~yediak3n Jasa (berupa mobil opraslonal) 

unll;k aotar Jemput Cr!~W (awak ,Pesawat) yang beketia pada Termohan Pailit 

yaitu Pilot CO, Pilot Pr;~mugara dan Prainuga[i dari tempat kediaman sampai 

dengan Bandara Soekemao Halta maupun seba!iknya; 

Bahwa, berdaaarkan ketentuan Pasal 7 Tentang Jangka waktu Ke~a 

sama Pemohon Pailit dSri Tei'tilohon Pail!t menyetujui jangka waktu pe~anjian 

keda sama ini benaku setama 1(satu} tahuo, terhttung tanggal 10 September 

0~ September 2008 dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua 

· berdasarkan ketentu<?rl' pasal 7 tentang Jangka waktu kerja sama, 

dan Termohon menyetujui jangka waktu petianjtan kerja sama ini 

""';;iil;fri\, 1 (satu} tahun, terhitung tanggal10 September 2007.sld 09 September 

2Q08.dan dapat diper;>anjang atas,persetujuan kedua belah pihak; 

Bahwa' berdasarkan ketentuan dalam Pasat 5 tentang biayaluang sewa ' . 

mobil operasional yang disedi.akan pemohon adalah sebesar Rp.117.500.000 

(seratus tujuh belas juta limaratu~ ribu rupiah) per-bulan, dengan pembayaran 

dimuke yang ak.an dibayarkan aetiap 1 (satu) minggu sekali @ Rp 29.375.000,

(dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; 
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Bahwa, akan tatapi. kerja sama ini tidak berlangsung mulus sebagaimana 

diharapkan Pemohon, dimana Tenmohon yang merupakan salah satu 

perusaht,1an swasta yang memberikan r:>elay!3n~nfjasa penerbangan, temyata 

anmada pesawat terbang yang dioperasikan beberapa kali telah mengalami 

musibah, balk yang menimbulkan kematian maupun luka-luka pada para 

penumpangnya di~ebarapa lokasi di Indonesia, beberapa waldu y~ng lalu, pada 

hal Termohon dltuntut untuk memperhatikan keselamatan penerbengan bagi 

masy.atakat pengguna jasariya, hal ini menunjukkan bahwa Tennonon telah lalai 

dan li<:lak berhati-hali dalam menjalankan usahanya, yang sangat beraslko tinggi; 

Bahwa1 disamping ftu sebagaJmana dapat dlk:etahui oleh masyarakat luas 

temyat;~ internal perusahaan Tenmohon juga mengalami k~tldak-hanmonlsan 

diantara para pemegang saharymya, .dimana 2 (dua) perusahaan lainnya sebagai 

pero~gang saham 50 % (llmapuluh persen) telah mengu,ndurl<an diri dari 

pel'!lsilhaan Tennohon, sehingga jalannya usaha perusahaan Termohon sudah 

tidal< dapat dlpertahankan leblh lanjut, terle~lh lagi izin usaha 

penerbangannyapun telah dlcabut oleh Pemertntah, sehingga seluruh pesawat 

ADAM AIR tidak dapat l:>erGperasi berartl seluruh keglatan operasional 

T ennohon ·!erhentl ; 

Bahwa, karana adanya lllasalah-masalah tersebut diatas, maka pada 
' 

n dimuka yang akan dibayarkan setiap 1 

0.000.· (limabelas juta rupiah ) ; 

Bahwa, Pemohon telah mengaJukan tagihan pembayaran bi!lya/sewa 

rnobit operaslonal kepada Termoho(l_masing masing: 

Sebesar Rp.29.375.000.· .(dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh pu!uh 

lima ribu rupiah) ; untuk pemb..Y,.ran tahap IV bulan Maret 2008 kuftansi 

tertanggal 22 Maret 2008 tagihan mana telah diterima oleh T ennohon 

sesual dengan Ianda terlma tertanggal 7 Aprll 2008 ; 

Sebesar Rp. 60.000.000 (.enam puluh jut:nupiah) untu~ pembayaran 

bulan April 2008, Kultansi tertaoggal 22 April 2008, tagihan mana telah 
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dltenma oleh Termohon sesuai dengan tanda terima tertanggal 28 April 

2008; 

Bahwa. Pemohon Ielah memberikan sural Teguran l<epada Termohon 

agar supaya kadua taglhan · terse~ut dapat segera dilakukan pembayarao· 

maslng- maslng : 

Dengan surat tertanggal 21 April 2008 dan 05 Mel 2008 keduanya Ielah 

dlterima oleh Termohon sesuaidengan tanda terima tanggal21 Apri12008 

dan 05 Mel 2008 ; 

Dengari surat terianggal 05 Mel 2008 telah dHerima oleh Termohon sesua.i 

dengan tanda terlma .tangga) 05 Mel 200.8 Namun hingga seat 

dlajukaonya pennohonan lni Ke Pengadilan Nlega belum dibayar oleh 

Tennohon; 

Bahwa, disampiog mempunyai utarig kepada Pemohon0 temyata 

T.ermohon masih mempunyai utang-utang lainnya, yang saat lni dapat Pemohon 

l<e1ahut antara lain : 

Toko Global (qq 1jhln'Kel K!lin) Jalan Puri Gardena Blok E.6/8,Rt 0071014 

Pagadungan, Kallderes, Jakarta Barat ; 

. Toko "Vijaya Motor' (qq Rudy), Duta Garden Blok F14137, Rt010/008, 
• 

Jurumudl Baru, Banda, Tangerang- (bukti P.13.); 

Karyawan-karyawan termohon yang yang belum menerlma pembayarl!n 

saJVupah bulan April 2008, jal•n Gedong Panjang Raya No. 28, Jakarta 

aarat 
Sedangkan kredliur-~redttur lain ~erta jumlah piUlangi>lutanglalnnya baru 

dapat diketahui secarl! pas!i, apabila Termohon telah dlnyatakan palllt dan 

dllakukan verffikasl dalam rapal pencocokan plutang para kredltur yang 

dlpimpin oleh Hakim Pen'g0was dan Kurator/Pengurus dll<emudlan harl ; 
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Menim}lang, bahwa alas Pennohonan Pemohon Palit tersebut Termohon 

PaiiH menanggapinya yang pada pokoknya menyatakan bahwa : 

Termohon dengan tegas meny>ltakan menolak seluruh dalil Pennohonan 

Pemohon, kecuall terbukli kebenarannya menurut hukum, dan diakul 

termohon; 

Bardaaarkan Peljanjlan Kelj~sama "Antar Jomput Crow" yang dlbuat pada 

tanggal10 September 2G07 ("Perjanjian Keijasama 10 September 2007) 

diadakan antara pemohon dfln termohon, maksud dan tujuan dan 

bersama adalah mengantar jemput Crew termohon mempunyal ~ewajiban 

mengantarkan dan menj.emput Crew T ermohon sesuai dengan waktu 

· yang telah dHenl\Jkan Termohon dan bersedla melayani jadwal 

sebagalmana yang Ielah dfientukan oleh tennohon (llhal pasal 4 

PerianJian Ke.iasama 10 SePI<lfllber 2007). Kernudlan atas pemenuhan 

kewajiban inilah maka Pemohon mempunyai hak untuk memperoleh 

pembayaran dari ferrnohon ; 

Sedangkan Pasal 1 PerjanJian Kerjasama 10 SeptemQer 2007 yang 

dlimaksud dengan Crew ~dalah awak p~sawat yang cllmiliki Termohon 

yai!u Pilot (Capt), co,Piio( (SFO &FO), Pramugara dan Pramugari : 

Berdasarkan uraian di·ates maka sesual dengan Pe~anjlan Kerjasama 10 

September 2007 bahwa !tijuan dan Perjanjian Kerjasama Antar Crew 

""""'"""~· ersebut adalah adanya suatu schedule penerbangan ijadwal 

. ., nerbangan) dari T ermohon kepada Pemohon kemudili!:n dengan 

' 
. iakannya mobil operasi~nal untuk mengantarkar) Crew Termohon 

ot, Co-Pilot, Pramuga[O. · dan Pramugari) sesual dengan schedule 

\,~ nerbangan ( jadwal penerbangan) yang ada kemudian Pemohon 

"'""'~--"'""" menerima Pembayaran Qari Termohon; 

Sebagaimana telah didamkan juga dalam permohonan Pemohon bahwa 

pada tanggal 19 Maret 2008, lzin Usaha Penerbangan (operation 

Spesification) Termahon dicabut oleh Pemerintah, sehlngga Termohon 

dilarang untul< melakukan-%eglatan pengoperasiaf\ pesawat udara. Oleh 

Sebab l!u sejak tanggal 11! Maret ;woe seluruh keglatan penerbangan 

termohon telah berhet.:i :. 

Sahwa keadaan Termohon yang operasional penerbangannya sudah 

berhenti sejak 19 Maret 200~. dimana secara nyata tidak ada lagi shedule 

penerbangan (Jadwal Penerbangan). Oleh karena itu jolaslah bahwa 
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sejak 19 Maret 2008, Perjanjian Kerjasama 1 0 September 2007 (sesuai 

maksud dan tujuan dari ke!jasama yang disepakati Termohon dan 

Pemohon} sepatutnya berljkhir karena objek ke~asama antara Pemohon 

dan Termohon sudah tidak. aoa; hallnlpun telah dlketahul oleh Pemohon 

sebagatmana dldalllken dalam angka 5 permohonannya, sebagal oatatan 

penghentlan operaslonal. penerbangan Termohon adalah diluar 

kemampuan ataupun kehendak Termohon ; 

Namun demll<lan dalll Pemohon dalam permohonannya angka 7 huruf a 
.Pemohon mengajukan iagihan sebesar .Rp, 29.375.0!)0,· (dua puluh 

sembllan juts tlg'! ratus tu)uh pu.luh lima ribu rupiah), sebagai slsa tagihan 

bulan Maret, Qu<>d Non a<;la tersisa yang belum dlbayarl<an, Termohon 

baru mengetahul saat adanya P<!nnohonan lni, tidak satupun paringatan 

yang disampalkan oleh 'Pemohon kepada Termohon sehubungan dengan 

taglhannya tersebut, tetapi langsung rnengajukan pennohonan Paillt inl, 

tanpa berparasangka apapun dan dengan dldassrkan nubungan balk 

yang telah te~alln selama·Jni dengan plhak Pemohon, dengan itikad balk 

da!am persldangan In! t'i\nggal 5 Juni 2006' Termohon membayarl<an 

seQOlra tuna! taglhan f'emot)on sebesar Rp. 29.375.000,· (dua putuh 

sen'lbilan Juta tiga ratus tujuh pulunllma rlbu rupiah) ; 

Tennohon tidak mempun~al hutang apapun yang Ielah jatuh tempo dan 

dapat ditagih kepada Pemohon berdasarkan addendum Peljanjian 

Keljasama antara Jemput tanggal 01 April 2008 seperti yang didalitkan 

Pemolhon dalam .pennohonan~ya p~da angka 6 dan 7 huruf b ; 

~[d01ndum 01 April 2008 jeJas diketahul pihak yang menandatanganl 

~/f:<'l\ln alas nama taimohon bukan!ah orang yang beiWenang untuk 

dan menanda!anganl adctendum dlmaksud. Bahwa Nasrullah 

yang menga!asnamakan Tennohon untuk menandatanganl 

01 April 2008 jelas tidal< mempunyal kewenangan untuk 

mengadakan peljanj!an berbeda dengan pe~anjlan ke~asama 10 

September 2007 yang dltanda tanganl oloh Dlrektur Tennohon, 

Addandum 01 Aplil 2006 dltanda tangant oleh Nasrullah Nawawl yang 

bukan Dlrektur dan tanpa suratkuasa darl Dlre~sl Termohon, oteh sebab 

l!u addendum 1 April 2008 adalah cacat secara hukum sehlngga tidak 

mempunyai akibat hutium dan dapat dibatalkan karena tidak memenuhi 

ketentuan pasal 1320 KUHPerdata ; 

Bahwa P~mohon wataupun tnengakui seluruh keglatan penerbangan 

Termohon se)ak tanggal1 il Maret 2008 jolah berhenti dan oleh sebab itu 
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lidak ada antar jemput Cre!N Termohon serta mengetahui benar oahwa 

Nasrullah Nawawi bukanlah orang yang memilikl kewenangan membuat 

bahkan menandatanganl Addendum 1 April 2008, tetap saja seeara 

bersama-sama telah membuat dan menandatangani addendum 1 April 

. 2003, adanya hal.lnl Termohon merasakan adanya flndakan:tlndakan dari 

plhak pihak tertentu yang · mencoba mengambil keuntungan dari 

permasalahan yang ada. 1\:arenanya dengan ini Termohon sedang 

memperslapkan upaya·liR•Y• hokum guna mengajukan upaya · hukum 

baik secara pidana maupul1 pilrdata kepada plhak-pihakyang merugikan 

Termohon; 

Berdasarkan ~ralan tersebut · diatas, ftdak terbukft adanya hutang 

Pemo!Jon kepada·Termohon. St;tidak-tidaknya keberadaan hutang yang .. 
dldaUikan PemohPO,. mas.ih ~iseng~$kan sehlngga pembuktlan secara 

. sederhana yang disyaral!<an oleh l"a~al 8 ayat (4) Und•ng-Undang Nomor 

37 Tahun 2004 (Undang-Un\lang Kepailitan) tidak terpenuhl maka cukup 

hera!asan yang mufia.Majelis 'H?kim menolak Permohonan Pemohon; 

.Sebagaimana Termqhon telah uraikan dlatas, dengan sHuasi yang ada 

saat lnl, Term~hon mera,sakan adanya tlndakan·llndakan dari pihak-pihak 

tertentu mencoba m"enga;n1bit- ~euntungan dari permas~lattan yang ada. 

Dan juga fakl!l dipersidangan Pemohon tidak dapat menunlul<kan bukti

bukti dan legalitasnya mewakili kreditur-kreditur lain sepertl didalllkan 

Pemohon; 

bahwa · oleh ckare.na dalil permohonan P.emohon telah 

oleh Termohon, maka beban pembuktlan terleblh 

ke~ada Pemohon untuk membuktlkan dall!-dall! 

yang setanJ!llnya kepa<laTermohon dlbebanl pula pembukt!an 

~.\Uilii.!~'}fi~ikan dalil'"(la1il sangkalannya i 

Menimbang, bahwa. meskip.uh dasar permohonan Pemohon paillt tersebut 

·Ieiah dlal<ui sebahaglan dan dls~gkal•sel.ebihnya, oleh Termonon Failit, namun ,, ' . 
Majell~. Hakim tetap akan memPfi!ili.mba9gkan bukft-buktl y~ng dlajykan dldepan 

8el'l!ldansan untuk gijadlkao da.s~r un\uk menllal apakah p~rmohonim Pemol1on 

pa!Ut tersebut beralasan dan. betila.~arJsan ~ukum dan TermQhon Paint memenuhl 

syarat untuk dinyatakan dalam keadaa.n Pail~ dengan segala akit>at hukumnya ; 
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Menimbang, bahwa untuk membuktlkan Termohon Pailit mempunyai 

utang kepada Pemohon Pailit dan U!llng tersebut telah jatuh waktu dan dapat 

· dit<lgih maka Pemohon PaliK telati mengajukan !luktl surat yang dltandal dengan 

bukli P.1 sampal dengan buktl P:a, yang untuk lengkapnya buktl,bukH tersebut 

seperti t~rlampir· dalam berkas Perk8.ra ini, sedangkan T ermohon dalam 
' 

membuklikan dalil-dalil saogkalannya didepan persldangan telah. mengajukan 

satu bukli sural tertanggal 18 Maret 2008 ten lang pencabu!an operations 

specifications PT. Adam SkyconnectionAirllnes; 

Menlmbang, bahwa dldapan persldl!ngan Pemohon Pailit Ieiah pula 

menghadlrkan krednur lain yaltu : 

Toke .Global (qq. Tjhin Ket Khln). Jalan Puri Gardena l;llok E 6/8, Rt. 

007/014 Pegadungao, Kalideres, Jakarta Barat; 

Toko Jaya Makmur (qq. Wlkl Wldyanto) Jalan Peta Barat No. 78 Rl 

009107, Kel. Kalider.es, Jal<arta Barat ; 

PT. Mai\IU Indonesia, Jalan Tert>ang Layang Golf Pondok Cabe (depan 

plotu masuk laj1aqgan tertang) No. 10 C-D Jakarta Salata~ ; 

Toke Blo!ang Wari$ wama, KP . .J>etopail Rt. 007/003, Muara Teluk Naga 

Timgerang; 

Toko Viyaja Motor " (qg Rudy), Du!a Garden Blok F ·14/37, Rt. 010/008, 

Jurumudl Baru, Benda tanf!l'rang ; 

Karyawan~Karyawan Temiohon yang belum meoerima Pembayaran 

~:•)Vupat bulan ApMI 2008, Jaia~ Gedong Pan)ang Raya No. 28, Jakarta 

n\mbartg, bahwa kredftur~kredltur.lain tersebut telah memberikarl kuasa 

Pemohon b.erd.asarl<an sur;,t kuasa masing-<nasing tertanggal 2 

~~,rp;· . dan tanggal 26 . Mel 200£> sebagaimana terlampir dalam berl<as 

1 yang selanjutnya Ielah mengajukan bukti-bukti sura! yang merupakan 

bukli Kreditur lain berupa lagihan-taglhan yang ditandai dengan bukli K.1. 

oempal dengan K.a yong untl.!k lengkapoya bukll-bul<tl sura~ teraeb\Jt sepertl 

terlampir dalam berkas pertlara ; 

Menimbang, bahwa ber<lasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukli 

sural ternetiUI diatas balk yang dlajukan oleh f'amohon maupun yang diaJu;:~n 

oleh knaditur lain y~itu ioko global (qq. Tjhin Ket Khin), Toko Jaya Makmur (qq. 

Wll<i Wldyanto) PT. Mafati Indonesia, Toko Bln!ang.Waris wama, Toko "VIjaya 

Motor' (qq. Rudy), termasuk hutifng yang akan dilakukan pembayaran didepan 
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persldangan oleh Kuasa Terrnohon namun Ielah ditolak pembayarannya karena 

dalam proses kepailitan dldepan perslc!angan tidak dikenal adanya pembayaran 

utarig secara langsung kepade kreditur kecuali Pennohonan fenundaaan 

Kewajlban Pembayaran Utang (PKPU) maka· telah terbukti termohon Pailit 

mempunyai utang kepada Pemohon pailit dan kreditur lain, maka telah dapat 

dibuktikan bahwa Termohon Pamt mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak 

membayar lunas sadikltnya 1 (satu) utang yang telah )atuh waktu dan dapat 

diU!glh sebagalmana yang telat>. dlsyaratllan dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) 

Undang-Undang Nemer : 37 Tahun 2004 tenlang Kepailitan dan Penufldaan 

Kewa)lban Pembayaran Ulang ; 

Menimbang, bahwa oleh !<arena T eiTTlohon telah terbukti mempunyai dua 

.;tau leblh kredltur dan tldak-<f\emb;>yar lunas sedikltnya 1 (satu)·ulang yang 

·te!ah )atuh waktu dan dapat dllagih S"abagalmana dlsyara!l<an dalam katentuan 

pasa12 ayat (1) UU Nomor: 37 Tahun 2004 tenlang K!>pall)tan dan penundaan 

kewa)iban pembaY3mn utang (PKPU), maka lerhadap dalil.sangkalan Tennohon 

yang menyatakan bahwa T errnohoh Udek mempunyai utang apapun yang Ielah 

jatuh tempo dan dapal dilagih keP,ada Pemohon, adalah alasan yang tidak benar 

oleh karena itu terhadap alasan Termohon tersebul haruslah.disampingkan ; 

Menlmbang, bahwa adapun alasan Termohon yang mendalllkan bahwa 

addendum pe~anjian ke~asama anlar jemput tanggal 01 April2008 adalah tidak 

Nasrullah Nawawi yang mengatasnamakan Termohon 

~tan1gani Addendum ·tersebut adalah tidak sah d~ngan alasan bahwa 

Nawawi bukanlah Direktur dan tanpa sural kuasa dart direksi 

'<..;~~~Menimbang, bahwa .te:ih_adap alasan Termohon tersebut menurut 

pendapat Majells bahwa persealan tersebut adalah menyangkul interen dalam 

l'erusahaao tennohoo, y_ang jela_s Termohon dipersidangan tetah mengakui 

bahwa termohon masih rriempunyar utang kepada Pemchon sebesar Rp. 

29.375.000,· dan bah !<an dengan adanya utang tersebut, T ennohon Ieiah 

memohon untuk melakukaR p,embayaran <ii depan persldangan, hal in! telah 

membuktikan bahwa benar termohon telah mempunyal ~tang yang telah jatuh 

tempo dan dapat dltagih ; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan uraian,uraian pertimbanga~ tersebut 

diatas maka telah terdapat fakta atau keadaan yang terouktl se<:ara sederhana 

bahwa persyaratan Termohon . Pailit untuk d!nyatakan P.alllt Ielah terpenuhl 

sehlngga P.ermohonan Pemohon Palin agar Pengadllan Nlaga pada PE!ngadllan 

Negeri Jakarta P.usat menyatakan Termohon PaHtl berada dalam kaadaan Paliit 

dengan segala akibat hukumnya Ielah rriemenuhi ketenluan. Pasal_ 2 ayal (1) Jo 

Pasa!.S ayat (4) Undang Undang No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan . . . . 
Penundaan Kewajlban Pembay~ran.Utang, oleh karenanya Pelitum .Permohonan 

Pemohon Pa!llt po!n ·ka·2 {d~;~j ~gar menyatakan Tormohon Pallit PT. ADAM . . . ' -_ 

SIN CONNECTION AIRLIN~S, yang borl<oduduken dl Jalan Gectong Pan)ang . . . 
Raya No. 28 Jakarta Barat Pal!it dengan segala akibat hukumnya ; 

Menimbang, bahwa si!bagai konsekuensi yuridls dikabulkannya 

permohonan Pemohon Pailit <ian dinyatakan Termohon Pailit PT. ADAM 

SKYCONNECTION AIRUNES; ~Tilda da!am keadaan Pal!~ dengan saga!a 

"'klbat hul«!mnya, maka· berl!~~l'l<an l<ek>ntuan Pasa! .15 ayat (1) Undang-. ~ . 

Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepaili!an dan Penundaan Kewajiban 

Pembayatan utang, harus diangka! kurator dan seorang Hakim Pengawas yang 

d!tun]uk dari Hakim Pengadilan ·llliaga Jakarta Pusat. 

Menimbang, . bahwa ~al~m Pe.rmohonan Pemohon Palllt telah diusulkan 

dua orang. kull!tor masin!J mas{ng, Sdr. GUNAWAN WIDYMTMADJA, S.H., dari 

Kantor Ad\/Okat 'Gunawan Wld)laatmadja & Rekan", be~antor dl Sudlrman 

Plaza Marien Plaza, Lant>li 10.B, Jalan Jenderal Sudlrman Kav,. 76-78, Jakarta 

; dan ANTHONY PRAW!RA, S.H dart Kantor Kurator dan 

~!ll,ony Prawira dar(Rekan, beralamat di Jalan Bima No. 27 Tomang 

~~ Barat, sebagai Tim Kurator dalam Kepailitan Termohon Pailit; 

bahwa. ·dl -depan Pen;ldangan Termohon Paillt ~da~ 

ng~;api terhadap u$Uian .P.enun)ukan kurator dari Pemohon Pailit tersebut 

d!atas dan !k!ak terbuk!J dl pers!dangan pera Kurator yang dl.usulkan tersebut 

diatas tidak Independent dan Udak terbuk!i mempunyal benturan kepan!ingan 

d.engan !:>ebitur atau Kredltur serta jidak mempunyal benturan kepentingan 

dengan Pemohon Pailit olen karllnanya Majelis Hakim berpendapat usul 

peng0ngkatan Kurator yang, .dia)ukan oleh Pemohon P.allit tersebut lidak 

b~rtentangan dengan hukum'· s'Eibagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 
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15 ayat 3 UU Kepallitan dan Penundaan Kewajiban Pembayarnn Utang (PKPU) 

dengan demikian maka Pelitum poin ke 3 (tlga) tersebut bernlasan hukum 

sehlngga paM dlkabulkan ; 

Menlmbang, pahwa dalam penunjukkan Hakim Pengawas dalam 

kapailitan akan ditunjuk Haklm darl Pengadllan Nlaga Jakarta Pusat yang 

namanya akan ditetapkan dalani amar putusan ini : 

Menimba.ng, bahwa be~dasarkan uraian-uraian pertim_bangan tersebut 

dlatas maka pennohonan Pemohon Pailft patut untuk dikabulkan seluruhnya dan 

oleh karena Permohonan Pemo!:)on Pailit dikabulkan untuk seluruhnya maka 

menuf!!\ hukum blaya pert<ara haruslah dibebankan kapada Termohon Pallft 

yang beeamya akan d~etapkan dalam emar putusan ini ; 

Mengingat, akan ketentuan Undarig-Undang dan Peraturan..Peraturan lain 

yang berlaku khususnya pasal 2 ayat (1) Jo, pasal 8 ayat (4) Uodang.Undang 

No. 37 T ahun 2004 T entang kepa!lltao dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang: 

MENGADILI: · 

1. Mengabulkan pennohonan pemohon unluk seluruhnya ; 

2. Menyalllkan Termohon, l>.T ADAM SKYCONNECTJON AIRliNES pailil 

dengan sfl'gala aklbat hukumnya ; 

3. Mengangkal Sdr. Reno LisloWo, S.H., M,H., Hakim Pengadilan 

Plaza·Mareln Plaza, lantai 10 B, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76· 

78, Jakarta Selatan (12910); 

Sdr, ANTHON¥ PRAIIIIIRA, S.H., dari Kantor Kuralcir dan 

Pengurus Ailthony Prawlra & Rekan, beralama! dl Jalan Blma No. 

27, Tomang Barat, Jakarta Barat, 

Sebagai tim kurator dalam kepailitan. 

5. Menghukum Termohon Pailit Untuk membayar biaya pert<ara yang 

diperhitungkan sebe.sar Rp. s.ooo.ooo, (lima juta rupiah); 
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Dernlklanlah diputuskan dalam rapat musya';l!arah Majells Hakim 

Peng<~dilan Nlaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hart : Senln, 

tanggal 9 Junl 2008 oleh kami : 1\/iAKI<AS,I\U, S.H., M.H., sebagai Kel!Ja 

.. Majelis, M. ELY MARIANI, S.H •. dan HERU PRAMONO, SH.M.Hum, masing

masing sebagai Hakim Anggota,. putusan mana diticapkan daiam sidang yang 

tetbuka untuk umum pada nan Ru juga oleh Majelis Hakim yang sama, dengan 

dlbantu qleh : SUSWANTI, SH, Panitera Pengganti dan dlhadiri oleh Kuasa 

Pemohon, Kuasa Termohon dan Ku<~Sa Kreditur lainnya; 

HAKIM- HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS, 

M. ELY MARIANI, S.H. 

HERU PRAMONO, S.H., M.Hum: 

PANITERA PENGGANTI, 

SIJSW ANTI, S.H • 

. -
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Menimbang: 

PERATIJRAN PE~'TAH REPUDUK INDONESIA 
NOMOR3TAJ!UN2001 

TENTANG 
KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENERBANGAN 

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA,. 

a bahwa dalwn Undang-undang Nomor 15 Tahoo 1992 tentang Pelt¢fbang:m, tcloh diatuT kel.entuall• 
ketentuan mengeoai keamanan dan keselamatan perwrb:mgan; 

b. hahwa unruk mclllksaoakan ketentuan sebagainunn dimllksud da!am buruf a. dipandang perlu mengatur 
kt:tenruan rru;ngenai Jreama.oo.n d£1n ke:sclamatan pe11erbnngan dengan Pemturun Pel.lll!rintllb; 

Mengingat:, 
I. Pasal. 5 ayal (2) Undang-Unthmg Da'>ltr 1945 sebagaimatta telah diu bah den_gan Perubabao Kedua Undeng.~ 

Undang Dasar 1945; 
2.. Undang-undang }.'t!mor 20 Thhun 1?82 tentang I'QkQk-pokok Pert.BbtmM Keamanan Negaru Repub!ik 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I9t!2 Namor 51, Tl'!l'll.bahan Lembaran Negara 
Nomot 3234); 

3. Umfnng-.undang N001ot 15 Tabun 1992 tent!Ulg PenerbN:Igan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1992 Nomor 53, Tumbahwl Lembaron Negara NOillOT 348l); 

4. Undang-unda.Dg Nornor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dae:mh {Lembaran Negma Republik 
Indonesia Thbun 1999 Nomor60, Tw:nbahan LembamnNegarn.Nomor 3839}; 

MEMl.ITUSKAN : 
Menetapkan: 
PERATIJRA.N PEMERINTAHTENTANG KEA.\iANA.N DA.."l KESELAMATAN PENERDANGAN. 

BAB! 
KETENTUANUM.UM 

p""' 1 
Dalam Pern1urall. Pc1nerintab ini yang tlimaJ-.siKI dengan: 
1. Keamanan d:w. keselwnatan penerbangan ndalah suatu kondisi u.ntuk mewujudkan ~nerbangao. 

dilaks~ sccnrn runan daft selamal sesuai -dengan nmcana ~norhangM. 
2. Keamanrm pcnerhangan adalah keMllJ.l.l'l yoog terwujud dari petty(llcnggtuilan penerhllngan yoog bebtis 

dari gangguan den/atuu tiodakan yaog melawan hukurn. 
3. Keselamatan penerbango.n oda.lab keadaan yang terwujud dati penyeh:nggamM penerhansan yMg 

1ancar Sduai dengan prosedut opcrnsi dan pe!$)'9ffi\an kelaikan teknis terbadap srmma dan prasarnn11 
penerhtmgM besena pe:!lunjangnya. 

4. Pesawat udarn odulnh setiap alat yang dapat !erl.w!g di atmosfer karcno daya angkat dari reaksi udam. 
5. Heli:kopter adalah pesawut !.~dam yang lcbih benll. dari udara, dapallerbang denga.n say:'lpberputar,dan 

bergerak dengan 1ensgunya sendiri. 
6. Pesawat terlmng adalah p¢SBWlll udara yang lebih berat dati udwa. bersnyap OOl~, dan dapat terbang 

dengan tenoganya sendiri. 
7. Pa®Wlit udara negara adaiah pe~>awat udan~ yang di~rgunakan oleh l"eutaru Nas!onal Induoes.ia, 

KepolliiBit R.epublik Indooesia dan pesawat udaru instansi Pemeriotah teru:ntu yang diberi fimg.si dHD 
kewcMtlgt;n untuk menegakkcn hukum sesufli dengan peratul"$1'! perundang4llldangan yang berlaku. 

II. Pesawt~t udam slpil adal.ah pesawat udar11. selain pesawnt udor.u.regara. 
ll Bandar udam adalah lapangan terbang yMg dipe:rgunakan untuk mendarat Wm lcpas landa.s pesawat 

udam, naik funm penumpang, danfatau ixmgkor muat ltargo dan/olilu pos. serot dllengkapi dengan 
&siliwkeselamatan penerbangan dan s,;bagai tempal perpindah.m antar mod a lransportusi. 

tO. K.awasan udara terli\ftl\1g flrohibired tirw) adalah roang udara temrrtu di alas dam.litll danlatau 
perairan, di mana pes.aW!it udara dil&flUlg terbang mele.lui ruang udara tersehut karena pertimbnngan 
pertnhllnl\D dAn keamanan rtegaru serts keseinmalan penerbangM. 

ll. Kaw&so.n udara terbaW (resrricted ana) adalah ruang udara tertentu di alas daratandnnlatau perainm. 
kat!::nc. pertim.bangan pertnhnnan dan keamanan atau kes>:Iamatan pen:erbangan al.au ke:penlingan 
umum, bcrloku pembnt.asan penerbangan bflgi pesav."ll.t udnra yang tcrbang metaJui mang udara 
terse but. 

12. Knwnsan udara berllahuya (danger area) adnta.ltruang udara tertcntu di aUK darar.n.n dan/atau perairnn, 
yang scwakttHvaktu tetiadi aktiviw yang membahayalw! ptnerhangan pes:OWil• "ldarn. 

13. Persooil penerb!il'lgan adalah pe:nonif pesawat udara dan pen>oni! pelayruw~:~ kaamanan dan 
keseiamatnn penerbangllrt yang tugasnya secaru laogsung rnempengaruhi keamanan dan keselametwl 
pesewDl udara. 

14. Personil pesawal udarn ada!!ih personil pencrl!angan yang memiliki sertifikat ~pan untuk 
bertugas sebagai pcr.ronilopernsi pesawat udarndan .(M:rsonil penun.jang opc:ras::i pesawat udara, 
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15, Pcrnon.H pclayllllilll keama.nan d11n ke.selamatan penerbangan a:dnlah personi! penerbangan yang 
memiliki scrt.ifi.knt ~ tertentu yang rugasnya secarn iangsung mempengaruhi kegiatan 
pcl«J~tntm kcamannn dan kestl;tmal<tn penetbangan. 

Hi Kapten Penerlmng adalah DVtuk pesawat udaca yang ditunjuk dan ditugasi ooluk memimpin suaru misi 
penerbangan serta bertntlggung jawab atas kearna.nan dm keselamatan pencrbangan selama 
pengopemsia.n pesawnt lerbiU'lgdimlalau helikoplet yang dnri segi teknis berfimgsi n-onnul 

17, Pcngopcrasian pesawat ter!>ang dan hclikopler adalah kegi11to:n mulni mesin pe.'awat Wrbang dan 
helik<~pler dihidupkan untuk suatu misi penerbangan swnpui dengan sont mcsin dtmatiklu.L 

18, KeiWkRn udara adalah terpeuuhinya pcniyaratan minimum lrondisi pesaw.~t udara danlelau lrompcm:n~ 
kompooennya untuk menJamin keselama:tan penertlangan dan meru:egah tetjadiny.a pencanuran 
IWgjrungJW. 

19. Sertiflkat Jrecakapan perscnil peuerbangan Adalnh tarnkt bukti terpenu.hlnya pmyaratan kecakapart 
personil pcnerbangan. 

20. Sertifik.at kesehatan persooil penerb;t..,gan uda!.ab tanda bulcti Lerpcnuhinya (M.rn!)'.atll(fi.Q kesebatan 
penooit penerbqan. 

ZL Sertifikat peru:ioilaitl.n pesawat udara ada!ah tnnda bukti tetpenubinya persymtan pendafr.aran pesawat 
ud&'O. 

22, Sertifikat tipe adalah tanda bukti terpenuhinya standat ketaikan udara dalarn n:mcang bii.Dgwtlprototipe 
pe.sawat udara,. mesin pesawat uda.m dan/atau baling-baling pes:!l-wal tcrbang. 

23. Sertifikal lipe vlllldasi adalah. tanda bukti tetpenubinylJ sta:ndar kelaikmt udara Republik Indone~ia 
dahun rancang ba.tlgun pes;;wat udara, mesin pcsawat udara dan baling-baling pesawat tetbang produk 
negara lain. 

24. Sertifika.t tipe trunbahan adalah tlmda bukti terpenubinya staOOar kelaikan udanl dalam modifikasi 81au 
perubahan rancang bangtm tedlsdap pesawat udarn alall mesin pcsawat udarn, atau baling-baling 
pes;tWflt terl.mngyang telah memiliki sertifikattipe, 

25. Sertifikat mutu produksi adalah tanda bukti terpenuhinya persyanlt11.n standar, dan prosedm dalam 
pembuatan danlaUiu perakit.an pesawnt udoru, mesin pesawat udara,. balillg·baling pesowal terhw:Jg dan 
kornponennya. 

26. Sertifikat kefaikan udaru adalab IJlnda bukti terpenuhinya persym.tan kelaikanudara. 
27. Se.rtifikat operolor p;awat udara/Air Operator Certificate {AOC) adaJah Wlda bukti teipenuhlnya 

sta.udur dan pmsedur da.lam pengopen!Sian pesawat udam oleh perosahaanllt!gkutan udara niaga. 
28. Sertiflkat pertgopernsian pesawat udam!Operotiug Ccnif~r~ {OC) adalab taruia bukti terpenuhinya 

s!a.ndar dan plllS«<w dal.wn pengupems.i;m pesuwal vdara W1tvk: kegiaill!l flnglcutan udl!m fmkan niaga. 
29. Se.rtifikat pei'US!Ihaan pei'3Wll!an pesav.'3l udara adalah tnndo bukti terpcnuhinya slandar dan prosedur 

dulam perawatan pcsawat udarn, mcsin pcsawut udara. bnling·baHng pesawrulerbang serta komponen
kumponennya olclt surnu peru.~ahaan perawatan. 

30. Sertifikat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihatt ada!ah senifikat yang dlkeluarkan ok:h MenlOO 
yang berisi pengakwm bahwa institusi pendfdikan dan pclfltihll!l atau Iembaga pendidikan dan 
pe1atibao telah memenuhl persyaratsn yang telnh ditentuk.an dan dinyatakan mampu 
menye!enggarakan pendidikan dan p:::Intihan. 

31 , Surnt peiSetujuan nmcang bangun kcmponen adalnh sural tall.da bukti t<tpenuhlnya s'Mdar kelalkan 
udarn dalam lllllCal'lg bungun komponen pesawat udara, komponcn mesin pesawat udara dan 
km:nponcn baling·ballng pesawal terbang. 

32. Su.rat pen!CtujiWl rancsng bangun perubab!ID adulab Slll'llt tanda bukti terpeo.uhinya stondar kelaik:an 
udara dalam perubahan mncaog bangun drui pesnwat udara, mesin pe:~awat udam, baling-bu.ling 
pesawat terbiiiig dl!Il kamponenuya. 

33, Pcndafulran adlllah pendaflaran pesawal terbang;. helilropter dan balon. berpenwnpang ttntuk 
memperoleh tanda penda.fl.ara.n dun kc:bangstuW lndonem: untuk memperoleb hll.k bt-ropernsi di 
Indonesia. 

34. Gawat dantot di baadar udara adalRh Sllatu kejadlan tidak terouga berluri!.an 11-lau berak.ibat 
ruganggunya pengUper&Sian pesawat udlinl atau kelangsungan pelayanwmya )'IUlg perlu dilalrukan 

-"P"-
35. Mentrui Rdalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang pcnerbMgon. 

BABU 
PJ:lMBINAANKEAMANANDANKESELAMATAN 

PENERI!IANGAN 

'-12 
{l) Pengendaliru; dan pengawas:m dll1am kegiatl.l.n rancang btlll.&\J.I\, pcmbuatan, pengopc:rasian dan pemwatan 

Menteri melalrukan pembinaan l.t:rltadap kerunnnan dan keselamatan penerbWJgan. 
(2) Pembinoan terbudBp kcmnana.n dnn keselam.lllan penerbangan sebagaimana dimaksud dalllm ayat (1), melipu!l 

aspek pengaturan pesawat udara, pelayu.mm navigasi penerb.:mgan, pengoperasian band:u- udarn serta peroonil 
penerbanga.n. 
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(3) Kegiatan pengatumn selagaimana dimaksud dalwn ayat (2), mcliputi keglatan pcnelapan kebijllksmumn di 
bidang rv.n~g baogun, pembualan, pengcpcrosiiUI dan perawatan pesawat udnra, pelayanan navigasi 
penetbangan, pengoperas.ian ba.ndur udara serta pcrnonil penetbanga.n, 

( 4} Kegiutan pengendalim seb3g.ilhnsna dimaksud daJ11n1 &yiil (2) meliputi : 
a. pemberian amhan dan petunjuk dalam pelaksanW!Il kcbijaks8.1Wm. di bidang raneang bllllguo, pembuutan, 

pengopernsian dan perawatan pesawt~t -udara, pelayanun navigasi penerbangan. pengopen.~.Sian bandarudllnl 
serta personU pcnerbnngnn; 

b. pemberillll bimbi.ngan dttl\ penyu!uhan k.epad11 mssyamkat mengcnai bak: dan kewl:Ufuan masyarokat dafant 
pelllks1U18S11 Jrebijak:s«nuan di bidang amcang bangu.n. pcmbuati.Ul., pengopernsian dan !)<:rtJwatan pesaWilt 
udam, peloyi!Dan navigasi pencri>aa.gal:l. pengopentsian band.ar'OOaraserta pe®nil penerbangnn. 

(5) Kegiatan pengawasan sebagaimaoa dimoksud dalam ayat (2), melipllti : 
a. pemantalWl da.n penila.ian terhndap petaksaDaan kebijaksanaan di bidang mncang b:mgut1. 

pcmbuatan, pengopcrasiun dan pernwatan pesawat udura, pelayanBn navigasi penerbangm, 
pengopemsian bandar udtmt S«tD peroonl I pencrbangan.; 

b. tinda.kan korektif tt:rhadap pelaksanaan kebijaksanaan di bid!mg rancang banguA, pembuat.an., 
pengoperasian dan perawatan pesuwat udam, pelayanan navigasi penerbanga.n, pengoperasian 
ba.ndar udara serta personil penetbMgan. 

Bagion Kedua 
Pror,nun Pengamanan Penetbangan Sipil 

"""'3 
( 1) Mentcri meoetaplam. program pe:ug.wmmllll penerbangao slpi!. 
{2) Program peugamanan penerbangansipil sebagaimona dimaksud dalam oyat{l)meliputi ; 

a progrum pengrunanan b110dar udara; dan 
b. program peogamanan perusahrum angkutan udara. 

(3) Program pengamanM pencrbangaa slpil scbapimlllll dimaksud dalwn. ayal (I) dJm ayat (2), meliputi petvnjuk 
pclal=ni1t1!1 dan prosedur dalam 1"81lgka leamanan dan keselamatan penerbangan, keteraturan d110 cfisiensi 
penerbal'lgtlll sipil dari tindtik gangguan melawan bukum. 

Bagian Ketiga 
Keandalan Opcmsional Pesavm Udara 

p""' 4 
(I) Menteri mcnetapkan pernyaratan !reandalan opemional pesawa1 ttdara sebagai pedoman dalwn. proM'$kegiatlln 

rnncang b1111gtm, pembualan., pengopcrasian dM pemwotan pcsawat udara. 
(2) Pcrsyamtan keandalan ope:rasiooal pesa¥>11t udara scbagaimana dimaksud da.lam ayat (1), meliputi pen;yaraw 

yang berkai~ denga»: 
a. slandar kela.ilwt udam; 
h. r:un;:ang biU'Igun pesa'W4t udara; 
c. pembuatan pesawtll udam; 
d. pera~ pesawat udera; 
e. pengopernsiaa pesawa.t udaru;: 
f:. standar kebislnganpesawat udara; 
g. am bang bat as gas bunng pes a Wilt udam; 
h. personil pesawat udara. 

(3) Pmetapan persyaratan keandlllan operasional pesaws1 udara scilllgeirruma dima.ksud dalam ll}bt (I}, dilakukan 
dengun memperlmtikao : 
a. kcwnanan dati kesellllUatan peneri.nlllg,!ID; 
b. pe:rkemb~U~g&n !eknologi; 
c. sumber dnya manwiayru;g profesional; 
d. ketcntutm•kelentu!W intemaslonal; 
e. efl!ktivil.os dan efisiensi; 
f pcncegahan pencema.run lingkungau. 

Bagian Keempat 
Pelay~ Navigasi Pencrbru:;gan dan 
Pen~an Bandar Udara 

"""", 
(l) Menteri mem:tapkan persyaralan teknis dan aperasional pe!ayanun navigasi pcnerbangan, 
(2) PclayllllWl navigasi penerbang!lll sebagaimllt!A dimaksud dalamayat (I), rneliputi kegi8tnn: 

a pelayenun navigasi penetbangan terbadap pesa"h1lt udara selamadalam pcngoperasian; 
b. peogemfalian ruang udarn; 
c. membwitu pencarie.n dan pertolongan keeelakaan pesawut udata dan/:rtau membantu peoelitian 

penyebub kecelukaan pesawat ud~ 
d. pen:ye<liaau dan/lllau pcmbinaan personil; 
e. penyediaan dan mclakukan pumeriksaan saranadan prasurat~a navigasi penerbangan. 
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(3) Penetop!lll pcmyaratan te!Olis dun operaslonal pelaylUlan navigasi penetbanga.n sebagaimat!ll dimaksud datam 
.ayat: (1), di!akukan dengan mcmperhaHkan: 
a keamanan dnn keselamatnn pencrbangan; 
b. petkembangao teknologi; 
c. sum\:x:rdaya mAAusia yang profesioalal; 
d. ketentuaa-kerentuan int.emasin.nal; 
e. efektiviw dan efisien.si; 
f. kawasan udaro terlarnng, terbatns dan berbahaya; 
g. kearn.lalwt s.orana dan prasarnna pelayanan navigesi penerbangan; 
h. k:e~ kcsinambungan dan kela.ncatana.nJ$J;du linlas udsta. 

'""'. (1) Menteri menetapkan persylll'tttan teknis dan opemsional pcngoperns.ian bandarudam. 
(2) PCllgoperasian bandaruda.rasebagaimaoa dimaksud dalBm ayat (l):. melipnti kegiuta.n: 

a. pemeriksrum terhwhp (lf1llig dan/a!Jiu barang; 
b. pengamanttn penerbangan~ 
c. peleya.nao tethadappes&wat udara: selama delam. pengoperasian; 
d. pcleyanan penunjang pesewa!. udara di dann; 
e. membantu danlatau ruelakukan pamllrian dan pertolongan kecelok&m pesawat udBn:l: &!Ita 

pemindahan pese.wal udarn ymgmengelami kecelakaan di kawww.n bmdarudaru; 
t: memban!U pem:Jitian penycbab keceltlkaun pesawat udlll'a; 
g. pe11ycdiaan danlat.&u. pembi:naan personil p¢layamm pengopet'll$ian bandar udtl.f'<l.; 
h. penycdlll.llJ1 dan mdakuktm pemeriksam sarana dM prasanma bandar udaro. 

(3) PeneU!pal.t per:s.yaroten teknis dan opernsional pengopetl)Si(lll bandf.u' udara seinlgaimans dimllksud dafam ayat 
(1}, dilflkukun ;kngan memperhatiku.n: 
a. kemnanan dan keselamatan penerbangan; 
b. pcrkembnngan tckno!ogi; 
c. sumber daya manusic yang profesional; 
d. ketentu.an-ketentnan internasional; 
e. e!hlcti\·itas dan ertsiet~Si~ 
C kwodalan sarnna dan pnmrana peogop¢n!Sian bandarudaru; 
g. keterahttan, kesinambunsan dMt M:lancaran ll.t\IS penumpung ba.l'll.Jl& i<urgo dan pos. 

Posal7 
(l} Pdayanao. navigasi pcnerbangan dM peogopera.sian bandW" udara dtselenJ!;gmnkan oleh Pemerinlab dM 

p<;JaksanUI.Ull.lyn d~qn~t dilimpahkan kepada Badan Usaha Milik Negara y<U~g didirilaw untuk muksud tersebut 
berdasfll'knn pemtumn penmdtmg-ondangnn yang berlaku. 

(2) Badan bukum Indonesia tlapat diikutsertaka.n dal.am pcng.operasian bandar udara unb.lk umum atas tlasRr keJja 
sttma l!enganDadrut Us !11m Milik Negarn yang melaksanakan penyclengg.aman bwtdacudara. tmtukomum. 

BAlliU 
KEAMANANDANKESE!.AMATANPESAWATUDARA 

PllS818 
(1) Penetapan standar kclaik.a.n udam untuk pesawat udaro, dtm/atao mesin pesawat udara, dttnlalau baling-baling 

pesawal tcrbaog yBDg dldaftatkan di Indonesia. dilakulam deagan mem.perhatikan sekutang-kul'll.ngnyo; 
a. rancang bangu.n dan koo:slrltksi; 
b. kompon.en utan:lif; 
c:. ill$1alosi tenaga penggerak; 
d. stabililas dan kemampuan; 
e, kele!nhan struktur, 
f. perlengkapan; 
g. batnsan pengcpcrasian;. 
b. sistem perawo.lan; 
i. pe!lOOgahan pencemaran ling!oongan. 

{2) Standttt M:laikan udnra sebagaimanadimaksud dalam ayat (1}., adaluh Wltuk: 
a pesawat terlmng kategoci tnmspor, aormnl, rtlili'ly,llkrobatik dan komuter; 
b, helikoptet ketegori nonnal; 
c. helikoptcr kategori lrlmspOr, 
d. mesin pesawat udarn; 
e. b«<ing-baling pesawat terbang; 
f. halon berpenumpang. 

(3) Kclentuan ldnh lanjut mengcnl\i standar kelaikoo udam sebagaimtma dimaksud datum ayut (I} dt~rt t~yui (2), 
dlatl.l1'dengan Keputusan Mcnteri. 
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(4) Mentcri dapa1 menetapkan JlCI5Yatlllan-pernyarutan di luar standar ke!aikun udara scloin yang telah ditclspkrul 
seb11gaimaru.1 dimnksud da1am ayat { l) berkenaan dengan perkembangan tcl::nc!ogi dan kctentuan inlemasionoL 

Bagian .Kedua 
Rancang Baugun l'csawat Udarn, Mesin Pesawat Udara., 

Ballt!itbalillg Pesawat Terbangdan 
Knmpooen-komponennya 

P-' 9 
{1) Setiap lmdan hukwn lndGnesia ran& akon merttbuat pesawat udara dlll'llctau mesin pesuwat udara rllll'llalau 

baling-balingpesawat terbang yo.ng aknn dimintakru:lsertHikat tipe, wujib membuatranca.og bongun. 
(2) PembuaLm rancang bangun sebag:aimaaa dimaksud dall!lll ayat {l}. wajib memenuhi stcndar kelo.ikau udara. 
{3) Pelaksanaan pembuatan Wlcang bmgun sebago.innma dimaksud dl.llzm sya' (I}, dilalrulam scsuai de.ngan 

tahapan-\llhflpao mWai dAri mncang ban gun sampai T!M:njadi protcllpescrta pengujian dan!utau uji te:bang. 
(4) Ketcntuan kbih lanjut m.engenai :m.ncang lxulgun sebagaimana dimaksud dalam ayat (I}, ayat (2} 4lm ayat (3) 

diatw:dengnrt Ke;putusan Menteri. 

P-'10 
{I) Da!am hal l'l!UWilllg bangun pesawat adam, dtm./arnu me.sin pesawnt udara,. danlatuu baling-baling pes.awat 

t~<rbang yang telah dilruat sesuai prosedur dan telah dilaksanokun pemeriksaan dan pengt!jian yang memenuhi 
sl.andar keWkan udara, Merueri dapat memberikan sertifikat tipe. 

(2) Ke!$ntuan lebih lanjut rnengenai wa cnra pemberiall .sertifilud. lipe seht!gaimana dimaltsud dalam a)"21 (1), 
diatut dmgan Keputusan Menteri. 

Pasalll 
(1) Setiap badrm hukum Indonesia yang alum membuat kompanen untuk dipasa.ng pada pc:Ja\Wt udara at au mesin 

pesawat udnra atlru baling-bating pesawat terbang yang almn dimlntakan sumt pcrsetuju.an rancang banp 
kompcnen, wajib mcmbW!l rancang. bangun komponen. 

{2) Pemb~~<~tan nmcang bartgun komp<men sebaguiroi!Da dimaksud dalam: ayat (1), hams mertWI'Iuhi standar 
kelaikan udaro. 

(3) Pe.laksanaan pemb\Urtun raucaJlg bM!guu kl:lmponen seb~miUla dimaksud dalum ayat (1), dilakukan sesuai 
deogan tehup4n-tabspan mulai dari rancnng bangun sampal menjadi prototipe serta pengujifl.ll dsntatau uji 
terbang sesuni pro!iedur dan memenuhi spesifikas:i kcmponen. 

(4) Ketentuan lebih lanjut m~:ngmai rancang bangun komponen sebugaimana dimnksud dabun ayAI (l),ll)'at (2) dan 
uyat (J), diatur dengan Ki:pUtusan Mr.mteri. 

""""12 
{l) Dnlam hal nmcang lxlllgun kompooen pesnwat udara, dan/alan mesin pesawat ~~darn. danlatau baling-baling 

pesawat terbang yang telah dibuat sesuai prosedur dan telah dilaksanakan pemeriksaan dan pengujian yang 
memenuhi standar kel&ikan udam,. Menteri dapat memberikan surat perseruju11n nmcang bang\lll komponen. 

(2) Ketentuan lebih lt!!Uut m~ tata ce.ra pemberian sw:at persewjt~an mncung bMgun kompone:n sebaguimana 
dimaksud dall.l;rll uyat (1), di.atur dengan Kepurusan Menteri. 

PILS.IIl.l3 
(1) Sel.iap petubabwt tetbudap t'llllC8Rg bangun pesawul udara danlatau nmcang bangun mesin pesawat udura 

danlatan nmca.ng bqun baling·baling pesawat terbattg yo.ng telah mendapatlum sertifikm tipewajib memenuhi 
standar ke!aikan udarn.. 

(2) Pelaksaoaan pcrubahan rancang: bangun sebagaimana dimaksud dllwn ayat (l). dilakuk.ao sesuai dengan 
tl\hapM-tahnpaa mulai dsri 1.'11.!1CaUS haogun perobahllll srunpai menj!!&i prototipe serta pemeri.k:s.am tfll!l 
pengujiM dun!etau uji lerbang. 

(3) Apabila tru~cang bnngW1 perubaban sebagailnann dimaksud dalam ayat (i), telnh memenuhi :strutdur kelaikan 
udm11, Menteri dapat J.IWmberika.n : 
a. smut persetujuaa raru::ang ban gun perubaium; atau 
b. sertifikul tipe tambahan; atau 
c. revisi sertifikut tipe untuk pemegang sertifikat tipe:, 

(4) Ketentuan lebih lanjul mcngenai lata cam pemOOrim sunu pe.setujunn ru.ncang bangun pehlbllhun alaU settitiklll 
tipe tambahan dan!atetl revisi sertifikat lipe sebagaiman.a dimaksud dalam ayat {3), dfatur dengan ~ 
Menteri. 

"""'" (l) Setiap perobahWllerbadap nmcang ban gun komponen yang akan dipasang tuda pcsuwatudata, n.:"'J'auru mesin 
pesawat udara., dnn/atau baling-ba!i.tlg pesawat !ftbaog barns melalui illhap pemeriksaan dan poogujian yang 
memenubi standar kelaikan uda.tu sebe!um mcn:dapatkan suml pen;etuja;m nmcang banjW.u perubaban 
bmponen dati MMteri. 

{2) Keterttuan lebih lanjm mengenui tala cam pemberian surnt pcrnetujuan ranCiiilg bqun pernbahllll kumponcn 
sebagaimllllu dimaksud dalam ttY& I (1), dintutdengun Keputusnn Menteri.. 
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Pasall.S 
(l) Sel..iap pesawal udarn. dwlfatau mesin pesawal ud!lta da.ru'31Au baling~balingpesawat lerbang y;:mgakan diimpor 

kc Indonesia, wajlb m.emcnuhi standar kclaikan udara Republik lndMcsla. 
(2) U11tuk mcncntukan terpenuhiqya standar ke!alkan udara Republik Indonesia tcrbadap pesawat udma, danlatau 

rtle!Ji.n pesawat urlatS dan/at<tu biLling-baling pesawat tcrbang sebagaimana ditr:tak.sud dala.m ayat {1}, wajib 
dilaksanakwl validasllerbadap serti fikat tipe. 

(3) Dalam bnl pesawutudan~., dan/auu ruesin pesuwal udara, dtui/et.uu balihg-baliog pc$!1.wat terbang yang tclah 
dil~ v.alidll.Si dan mcmern~hi standar kelaibn udua Republik lndooesia, Menteri memberikan sertilllmt 
tipe validasL 

(4) Ketentuan !ebih lanjut mcngenui tutn cara pembcrian sertifikat tipc validas.i oobagaima.na dimaksud dalam nyut 
(3), diatur denguu Kepui:USan MenterL 

Bagian Ketige 
Pembuaum P~sawat Udara, Mcsill Pesawnt Udara, 

Baling-balii:Jg ~watT crbang dan 
Komponen-kmnpooennya 

PaM116 
{l) Pembuatan diUl!atau pmtkitan pesawat udara, me:sin pesawat udara,. baling-baling pesawat terbnog dun 

kampone.o-komponennya hanya dopat dilakukan. oleh badau bukum lndCMSia yang memiliki scrtifikat mutu 
prod,., 

(2) Setiap harlan bukum Indonesia yang mengtijukan sertifikat mutu prodllks\ sebagaimana dimaksud dillam ayat 
(I) W!ljibmemetmhi: 
a ranC6Jlg bang~otipc: yang telab memcnuhi standar atau lisensi peml;matan berdasatkB.n 

perjnnjian dengan pihak la.in; 
b. Witilas dan reucana produksi; 
c. ~yang beritualii'ikasi; 
d. sislem kendali mutu; 
e. memili.ki struktur organisasi perusahaan kbusumya bldnng kualitas dan produksi. 

{3) Ketentuan lebih lanjul mengenai tala cam mcmperokh settitikal. mutu produ.ksi sehagaimo.na dim.aksud dahlm 
eyat(l) dan ayet (2.). diarur dengan: Kepetusan Mc:oteri. 

Bugiun Koompat 
Pera'M\tan Pesawat U~ Mesio Pesawat Ud<tra. 

Baling-baling Pesa:wat T eTblUig dsn 
Kompo!lell4r:ompot~.en.nyu 

Pasa.ll7 
{I) Setiap ortUJg utau badan lrukum yAng tuellgl.lpcm:!ikan pesawat udaro, wajib merawat pesawat udam, mcsin 

pessww. udaro., baling-baling pesawat terbang daa kompornm-kl.lmpunmnya untuk mcmperiahWlkan kcadmm 
laik udam secam berkesinambungan. 

(2) Peloksanlli.Ul perawatan pcsawat udara. mesln pesawar udara, bating-baling pesawul tcrbang dan komponcn· 
komponeo.ny11, .sebagaimanadimaksud dalam ayat(l), hanya dapat dilal'llklm oieh: 
a. perusllhaan angkut&n udara yang benwlgkutan; 
b. bad(l.f; hukum perusa.h4tm perawat.m pesawat udam yang memiliki bidang us aha perawaum; 
c.. perorangan pemegang ijB7Ah abJi peruwutanpese:wat udara. 

(3) B&dtn bukwn sebugahnana dimaksud dalam ayat (2) hurufb, untuk melulruka.n pero.wulun pesaml udaru., mesin 
pesawal udara, baling-blll.Wg pes.awat !<Tblllli dan komponen-tromponennya.. Wiljib mcmiliki :s...'ltilila!t 
perusafman ~rawata.n pesawat udara 

(4) Sertifikat perusahaan pcmwatan pesawm udaru sebagaimana dimak.sud dalam ayat (3), diber'.lwl uleh Mimtcri 
la:pade. perusahaan pemwato.n pesawat udarn nnsiona.l danfatau perusahaan pera.ws!an pcsawo.t udam asing. 

(5) Perusahaan Mglrutan udam yang rnelaksnna.k.an pernWlitan Jl«lll'A;tl udaru dnn b~ ltukum peru.s,;haan 
peraW!llun pesawat udum harus memeutiiri !)el'Syl.l.r.!1 mi.tUmal : 
a. memiliki atau menguasai fasilitns pettlWII!an; 
b. memiiOO pcn!O.nil yang mempunya.i kualifilr.&:i 5eSI.l.!'Ji deng!ln bidan3 pekeljaannye.; 
c. memilild buku pcdomao sistt:m pros«!uc pcme:rib!Wl dan prosC;~. petJgendaiia::J. mutu; 
d. memiliki $1ndi AMDAL(Analisis Mengenai Dampak Ling.lrungo.n) bagi y!HI.g diwajibknn. 

{6) Perorangan pemega.ng ijazah ohli pcrnwatan pesaWB.!. udara sclnlgaimaca dlmaksud dalam ayal (2) huruf c, 
banya lerbatas untek melakuka.n perawatan penwnt udara. mes:in pesawat udara, ba!ing..balillg pesawat terbang 
dmkomponen-lromponennya pntu.k: perusablli.Ul angkutan udara buka.n niogo. 

(7) Ketcntuan lcbih 1M jut ~mU perawntnn Pe£illw<k udlU'It, mesiu pesaw;at l.ldaru, buling-bAUJlS ~suwat terbang 
dan komponea-komponennya. wrln sertifikot perusahaan perawatan pesawat ud!l111 scbl.lgnimana dimaksud 
dalllll!. .yul(l), ayat(5) dun ayet{6} diacu.rdenga.n Keputu.san Menteri. 

PsM18 
{l) Sertifikal pcrusahaan pc.mwalan p~'l1l udura sebagaimMa dimaks\!d d!lam Pasul17 ayat (4). dapat dil:lcrikM. 

kep,lda p¢n1Sab11!111 perawatan pesawat udm d'tluar negeri yang memenuhl persyoralAn sebagaimllt'!a dimak:sud 
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dnlam Pasul 17 ayat {5) dun memillki sertifikal pemsabaan. perawaUtn pcsawat uda.ra duri negnta yMg 
bersangkutan. 

{2) Kelentwm. lcbih lanjut mcngenai pcmbcrinn sertiftkat scbagaimana dimaksud dalam ayat (1), dietur dengnn 
Keputusan Menteri. 

BagianKe!ima 
Sertifikat Kcluikan Udam 

'"''""' (I) Setiap ~a.wat uda.ra yang dip¢;gunakan untuk teri;umg ...,'ajib memilildsettifikst kelaikan udara. 
(2} Sertifikatketaikan ud&rn dibedakan dalam 2 (dua)jenis: 

a. sertifilmt kclaikan udtull. slittldar; 
b. sertifiir.Btkel.siklm udlll11 khusus. 

(3} Sertifikat kelsikan udara sta.Ddar mcliputi scrtifikal kelBikan udam stand!u- ptrUunB. dan sertifikat kelaikan udata 
standar lm.Uutan yang dapat dibcri.kan untuk pesawat terbang b!eEQri tnmspor, noonal. utiliry, akrobatik. 
kcmuter. bclikopter lr.n1egori I'IOtmal diln tmJtspor sem ba!on berpenumpang.. 

(4) Scrtifikat kelailcan udara khusus dapllf diberlkun kepwia pesawat ud!lnl untuk p¢nggunaan stx>anl terbatas 
(rt!Sif'fclad). sementam (pr<Wi:icmal}. peroobllJlll (experimentaf'J d!Ul untuk kegiatan penerbanga.'t yang bcrsifut 
khusus. 

(5) Serrlfikat keliilkan udam seba.gu.imana dimnksud dalam ayat (J) dike!lJIIrlcan oleb Mcnteri. 
(6) Ketentuan lebih ltmjut: mengenai tata eara mempcroleh sertifikat sebag.aimanB dimllksud ditlam eylll (1). ayat 

{2). ayat (3), ayat{4}.dan uyat (5), diaturdengan Keputusan Menteri • 

• .,.2<) 
{1) Persyllll'ltan untuk: mempero!eh :ertifiklll: kcla.i.kwl udam stattdat pei1Bma adalab : 

1. telah tmlal\ar sebaga.i pesnwal ud&rn sipil Indonesia: 
2 pesawat diproduksi dan telah dilokukan uji terbang produksi dan sesuai doogan kategori sertifikat 

tipe pesawat udam tersebut; 
3. telah diperiksadan dinyatakttnsesuai denganscrlifilrul tipe dan aman untuk dloperasikan;: 
4. meme11uhi persyaratankt:blsingan dan emisi gas huang yang bedaku. 

(2) Pen;yamtan untuk mempcro!eh sertifikat kclaikan udara standar pertama b3gi pesawnt udara bani impM haN$ 
te!ah diperiksa dWl sesuai dengtl!l satifika! tipevalil;Jasi lmlonesia. 

(3) Persyarotl.an. untuk memperolell sertififort kelaika.n udarn. standar pertama bagi pesawat udara bckas impar b.ants 
:ses.vai dengan sertiftkat t:ipe validasi danlatau seT1iflkal tipe tambaban validasi diU'! tclah dirawat sesuai dengan 
program pemwtrtAu puhrik pembual Rt.lu dengun program pcruwutan;r<mg selltta 

( 4} P«syaratart untu.k: memperofeh sertiflkut keluikan udara Slu.ndur lunjuten adalah : 
a. memiliki sert.ifiknt pendaftsran pesi!Wtll udem yvng masib berlalw; 
b. pesawn!udam tela.h dirawat sesuai dengan rlstem pcrnw11lan yang te!Bh dist!tujui; 
c. telah diperikso.dan diuji; 
d. Ielah memenuhi per$yamtankelaikzn udarn yang beriaku. 

(5) Persyam.lan tmtuk memperoleh sertifikat kclaikan udant standa.r lanjutan bag{ pesawat udlll1l. yang tcl!!h 
mengalami perubahan/ kcrnsakan yang dapat mempengaruhi perfrumansi, kelruatan struktur, kcandalan dM 
kllrakleristik lerbang horus diujt dan dlkcmbaliksn ke standar sertifik!lt tipe pesawat lldum !ersebt!L 

(6} Ketentuan lebih lltl\iut mengenai ptl'$)'Wlltan mtmperoleb sertifikat seh&gtdmana dimnksud dalum ayat {I), 11.y.oL 
(2), ayat (3). ay11t (4), dan ayat (5) dt.wr dengan Keputusan Mmteri. 

Pasal2l 
{I) Untuk kep<%1uan ebpor pesawat u~ dupai dikeluarkan sa1iftka1 kelaik:m udarn untuk ek.spor. 
(2) Sertlfikat kelaikan udaro tmtuk ekspor sebagaimana dimaksud dallliii ayat (1) dllpnt iliberiknn kepada sual.u 

pmduit yang llk:an dlckspor ke nege.rn hlin apabila produk ya.ug ditkspor teluh memenuhl settiftkat tipe uta:u 
desain standar yang ditenrukzm oleh negara pengimpor don telah memr:nuhi pi!rsyaraliln pengoperasian dari 
negarn pengimpor tetS<lbul 

!JAB IV 
PENOGUNAAN DAN PENGOPBRASIAN 

PESAWATUDARA. 

Bagiao l'ertama 
PeoggunaanPesawat Udllnl 

.... 22 
(1} Pe5awat uda.ra sipil daput digu.nakan untuk kegiaurn angkulun penumpang. bamng dan/ntau pos, penganiVruttm 

omng saklt, penyemprotnn hama, kebakaran bulan d&l hujan bua1a.n, sUIVay danlatau pcmttuan, 
pe:nanggulango.n pem:anamn linglrungan, pcncrnm, olalt mga danlalau rekreasi, llkrobalik dan demonstt'a$i, 
letjun ~g. promosilpublikasi don menarik glider, peucarian dM pertolongan, pendidikan, penufitiWl dan 
pengembangan, dan untuk kegiatan lai.onya. 

(2) K-ctentuan lebih !lUljut mengenai p¢fSYtll'<lla.n dan. tata eara penggunaan pesawat udata sipil sebag.aimmm 
dimohud dalam ayat (1), diatur dqan Keputusan Meuteri. 
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Pm 23 
Penggunaan dm pengopel'l!Sia.n pesfiWflt udara neg,arn diarur oleh Merneri yang bertnnggung jawab di 
bidang masing-mnsing. 

Bagian Kedua 
Pengoperosian P.;sawul Udara 

Pasal24 
Pengopern;ian pestrWut udara untuk o.ngkutan udara niaga h1111ya dapal dila.lmkan olcb operator pesawat 
udn yang memiliki sertifik:al opera1.0r pe:sawal udarn d::ui Menteri. 

Pooal25 
(1) Untuk mendapatkan sertifik::at opemtoc pesav.rat udam sebogaimana dimaksud dulam Pa.sal 24, -wajib memenuhi 

persyu.rntan sebagai bmlrut : 
a. memiliki izin USl!ba angkutan udftm ni~~gn; 
b. I.U!IIlililci dan/mu.menguasai pcsawat udam sesuai denganstudi kelayakan aWl rencana pengopera.siao; 
c. mentiliki da.nfatau men&Uasai fasililas llilnlk lrepentingan operas! dan penwatan pesawat udara; 
d. memi!iki danlaiau mert~ pmonil pesawat ~.!data ye.ng memenuhipersya.rntan; 
e. mem.iliki orgmtislllli yang menglrtm' pengop;.lt'llliian pesawaludara; 
f. memilild buku perunjuk spesiflkasi pe1'8Wttnn dan pengoperasian pesa.Wlll udam; 
g. memiliki program pendidikanda.n pellllihru! pmonil pcsawat udara. 

(2} Ketentolllt 1ebih tanjut mengenai persyaretJln dan talll cam mendapatlqm sertiftkat operntor pesawru: udara 
sebagaim81lll dirntlk:;ud dalam nyat (t ), diaturdengan Keput:usan MenterL 

"""'26 
{l) Pemeg1111g sertiflkat operutor pesawat udara wajib: 

a. mel alalanakan pengoperas!an pesawatudara sesual dengM s pesifikasi openni yang telab disetujui; 
b. t®laksanakan perawatan pesawat udarasesuai dengilll spesifi:kasi pcraWlltan yang IeLah disetujui; 
e. memillki fasj!ilall danmelaksanakan perslapan serta pemll.lll.l!llan penctbangun; 
d, mempertahiiDkan kelmdalanoperasiorwl pesawut udam; 
e. mdaporkan seliap perohshan atau rencana perubahan yang b«pengarnh terbadap ketenluan 

danlatan hatasan yung teluh diltttlpkan dol am settifikatoperntor pesa~.Ynt vdara; 
f. mempertahn.nkan kecakapan danlrenumpuan personi! pesa\llllt udaro; 
g. melt~porbn s:tiap kejadltut k:erusakan atau tldllk herfungsinya. salah satu slslem atau komponen 
pesawat udara yi!Dg <lapat menggan.ggu keselnmalall terbat~g. 

{2) Ketentuan Jebih lsnjut mengenai tata cam peleksanaan kewajibm pemegang :sertilikal. operator pesnwut udara 
sebagaimana dimllksud daiam eyat (l), diatur dengan Keputll!lan M~;oleri. 

"""21 
(1) Selillp operalorpm~war: udam untuk tnjl!liUl angkulD11 udnrn hukan. n1agn Wlljlb memiliki sertiflkllt pcngopcrasian 

~IIWllt ud~~.ra. 
{2:) Peniyara1.u.o uotukmendapatk!lll sertlfikat pengopcruian ~wal udammeliputi: 

a. metnili.ki izin kegiatan angkutan udsra hukm:l niaga; 
b. meruilik.i danllltitli menguasai pes&wtll uda.ntsesuai. de11gn.n rencana opemsi; 
c. memiliki daolo.tau mengu.asai per:sonll ~WII.ludata; 
d. memiliki spesifikasi pengoperMian daa perawntrut pe$&WIIt udara. 

{J) Ketcntuao !eblh lanjut mmgemU persyamta.n dan l.llta eara mendapalkan sertifikat ~eras inn pesawal. udlun 
sebagaimana dlmaksnd dalam ayat (I). dintu.r dmgan Keputusa.n Meoteri. 

"""" (1) .Pem<;::gang sertifikat pcngoperaslan peso.wot udnm wajih: 
a metaksaoakan pengoperasi8n pesawat udarn S<:SUai deogan speslfilwioperasl yang tel~h disetujui; 
b. melaksanakrutperawutan pesawat udan sesuai dengun program perawntan yang telab. di.seht.iui; 
c. mempertahMkan lo::laikan udate dati pe$llWlll udam ~dioperasik.aJ1; 
d. manpcrtahanknn keeokapan dan kemampuan personil pesawa1 udarn.. 

(2) Ketemu.ao lehih le.njut mengcnni lolo: cara pelakslmrum kewajiban pcmegaog sertiflkat pengopemsi1111 pesav.-at 
udaresebagnimano dimaksud dalrun ayat (I), diatnrdengao Keputusan Menteri. 

9~tglan Ketiga 
Peroeriksaan Keandalan 

Opemsiooal Pesawat Udata 

Pamll 29 
{I) Menteri melalrukan pemeriksaan keandalan opcrssional pesawat udera. 
(2:) Pemeri.ksaan sebagaimana d1rn.$ksud dalam ayat {IJ, diiakukan terll(ld<ip dipenuhi:u.ya persyarntan keandalllll 

opel'tlSional. pesawat udara. 
{3) Petnerlk.saan sehagaimilfia dimuksud dalam ay!lt(2), meliputi : 
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a ran.cang bttngun pesawat udara, mesin pesawlll ud&ra dan baling·baling pesawal terb:mg dan 
kamponennyll; 

b. pembuatan pesawat udara, mesin pcsuwru udara dan buling-baling pesawal tcrbang dan 
komponennya;, 

c. pemwiWm pesawat udo.ra, mesin pesawat udaru dan baling-baling pesawat tee-bang dan 
lromponeooyn; 

d. lrelaikan pe$1J.Wilt udara; 
e. operator peso.wat ud~~n~; 
f pencegahe.n ~ncemaranling.k.Mgan; 
g. pei'S(Inil pesawat ucluno 
b, personi.llainyang diberikan wcwenmg; 
L fMilitas perawa!Ml pesawal udara.. 

(4} Ketenruan lebib lnnjul mengenai pc:mcriksaan sebagaimana dimaksud dal!llll ay11l {l}, ayat (1) iJan ayat (3}, 
diatu:r dengan Kej)i.ltuse:n Menteri. 

Bagim Keempa1 
Tanda Pendil.ftnran dan Kebangsam Pesawat Udam 

Pasal30 
(1) Setittp wargu negara lndooesie utau lmdan hu.kum Indonesia yang 11\ellliliki danlatm.t met~guasui pesawal udara 

yang akan diopemikm di Jndo~io w~ib merldaftarkan pesawat n~ya. 
(2) Setiap wa-rga negura Indom:sia atilu badan hukum Indonesia yang menguasai pesuwat udam milik wqa uegaro 

asing atau badan hukum using yang aknn dioperesikan di Indone>Jia wujib mendaflaik~m pcsn.wnt udaranya 
berdasarlaUl suatu perjanjitm sewa bell, sewa g~ma usaha etau bentuk peljmjian Jainnyu untuk jtmky wuktu 
pemakai1111 minimal2 (duo) tatum seeant.lerus wenei\IJ. 

(3) Mooteri dapxt membm.kun sertilibrt pendufutron bagi pcsawal uda.ra yang didafiarkan dan memeauhl 
pcrsyaralll.n pendaftll.l'l.Ul. 

(4) Sertifi.kat pendaflatan ~wet udara sebagaim!llt\l dimuksud da!am 9Y8l (3), berlsi t.anda kebaogso.an dn.n tanda 
p<mdaftaran untuk pesawat terbang, helikopter dan halon berpellWllJUUlg, 

(S) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendul\.mtn pesawat udara sebegaimana d!maksud dalam ayat (1), eyal (2), 
ayat (J) dan ayet {4), diatur detlgan Keputu.san Mentcri, 

Posal3J 
(1) Tanda kel»mgsaan pesewat udiU'I'I hldonesia tetdlri de:ri dualrurufyang memmjukkan identiltl$ Indonesia. 
{2} Tanda ~ndaftnran pesa:wil1 udaralndoocslUerdiri dari liga hurufatau tig11 anglm. 
(3} Pesawat udara lnd01lesi3 yang u:lah meml!iki Ianda kebangsaan wajfb dileogkJipi dengan benderu negara 

Republik hlOOnesia. 
(4) Ukvran. warna,. penempatan tanda kebang.saan, Iande peudefl.mm dan bettd«a ~bagaimana dimaksud dalam 

ayat {11 ayat (2} dan ayat {3). diatur deogan Keputus1111.Menteri. 

Pasal32 
Pendafternn dll.ll tanda kebangsaun unl.Uk: pesawat 11dara negara, d:iatur oleh Menteri yllllg be:rtunggung 
jaweb di bidang masing-masing. 

"""'" {l) Penghapusan tunda kebangsaan dan tnndo. pendaftm'an pesawat udaradapat dilakukan oleh Menteri : 
a alas pennintasn pemilik; 
b. apabiJe pesaWllt udarn sen~ ad~ 
e. apebiln pesewat udararusa.k t-oml akibatkecelakaM; 
d. upahila pesa .... -at udlffillidakllk.an digunaknn lagi; 
e. apabila mllSakont:mksewa nrenyewo. berakhir; 
f pesu.wat uda.ra tidak:.sedang dibl:bani hipatek. 

(2) Ket.en!Uan Ieblb Ian jut mengenai tatn earn pecgbapusan Ianda kebangsaan dan tanda pendaftaron pesawut ud11ra 
sebDpiman.a dlmaksud dalam ayet (I). diatur den gao Kcputusan Menteri. 

llABV 
..KEAMANAN DAN KESELAMATAN BAh'DAR, UDARA 

Bngian Pertmna 
Sertiftkas:l Optiasi BliDdiU' Udam 

"""'34 
(l) Setiop pcnyelenggarabandarudara ""'lljibmcmiliki st.:rl.ifi.kat QPenlSi band.a.r udaro yang diberikan olch Menteri. 
(2) Persyarnt.a.u uotukmempef'l)!eh sertifik:lll. opetaSi bandar udara, adalah sek:urang-htrarlgnya ; 

a. tersedianya l&il.it1lS danletau pemlatan penunjang penerbangrut ytrng memenuhi perny11111tan 
keamenan dan keselnmatan penerbiwgan yang dlsesuaikWJ dung an kdusnya; 

b. memiliki pruse.dur pelayananjasa bandarudara; 
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c. memiliki buku petunjuk perlgopt:rasian, penanggulangan keadaan gawut dal'urlu., perawatao, 
progrum pcngwnanan banda! udnru dan higiene dan sanilasi; 

t:L tersedia personll yang memllik:i kualiflkasi unrnk pengopcTaJ>ian, perawatan dan pelayanan jasa 
bandar udare.; 

e. memiliki du.erah fu!,gkungan kerju bandat udara. peta konr.ut litlgkungan bandar uda.ra, pcta sinwi 
pembqian sisi dlU:'ltt Uan sisi udara~ 

.t: mem:illld kawasan lresel:mtatan opcrasi penerbangau di seki!.ar banda:r udnru yang meliputi ; 
1} kawasan p;::ndekatan dan lepMiandas; 
2) lmwasanbmunglcinan bahaya kerelakaan; 
3) kawasan di: bawab pennu.kna» lwriwnlal daJam; 
4) kHW!ISIIti di bewah permuknan Jrorizoqial !tmr; 
5) kuwasan di baw&h permukwm kerucu!; 
6} knW8SI.Indi bawah pemwkaan [r.m!Jisi; 
7} kawasan di sekit.ar penempalmt WBl bantu.navigasi penerbangan; 

a. mem..iliki ptta: yang menunjukkan loke.sil koordinoi penghalsng dan kctinggiannya yang dapat 
memhahaynhl.o .lreselamatan penetb.mgen; 

b. memi!iki flisililal! penolonsan keeelakamt pegerbangan dan pemadam kebalcarun sesuai dengan 
karegOOnya; 

e. mcinilild berita !ICI!nl. evaluasiluji roba yqmenyalakan laik untuk diopen13ibn; dan 
d. struktur orgs.nisasi pcuyelmggsm bs.nd31' udarn. 

(3) Ketcntum lebih lanjut mengenai persyamtan bu.manan dM kc5elam.Btan penerbangan dan sertifikasi opernsi 
bandar udqm sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat {2). diatur dengan Keptlt!Jsan Menteri. 

Bsgian Kedl.l.Q 
sisi Darat dan sm Udara dalam Wilfl)'ab 

BandarUdaru 

l'asal. 35 
Untuk kepcntingnn keamun:an dan keseiW'tl.l'ltan bandar udara. penyelengga.ra bandu udam menetapkan bata.s sisi 
darat dan sisi udara serta mengatur penggunaonnya. 

Pasal36 
(1) Penetapun serta pcniWJflaan sisi darat den sisi udara sebegaimo.oa dimak.wd daium Pasal 3S dilakukan rltngan 

memperlurtikun : 
a kemnnnan dan keselamalUn penerlllmgci~; 
b. kelo.ncaran operosi penerbangan; dan 
c. kclaneamn pelaylliUUljii.SI kcbi!Ddlll1ldarntm. 

(2) Ketmtuan lebih lanjut me.nge.nai pcnetapan dan penggcnmm slsi darat dan sisi udara sebegaimana dimaksud 
daJam uym {l}.diatut dcngan Kcputusan Mcnteri. 

Bagian Ket:i&l'l 
Peralaten PenuoJang Fasilitas Penerbaugen 

d&n OperuiBant!ar Udara 

l'aW31 
(3) Pcmla!nn pemmjang fusllil.Jl.S peru::banga.n yang dipergunakan dalwn pctnber'..M pdayllllan keamanan dan 

k~hunaum. penerbangllf'l meliputi: 
a. perala!an penGctc:ksi bahon otgrun'k dM non organ.ik; 
b. pernlato.n pemanta.u lalu tinlas ornng, barang. bod &mall. danpesawat udarn. di bandar udara. 

(4) Penyediann perailllan pemmjang fasilitas penetbaogan S¢bagaimana dimaksud dala.m ayat (l), dil!!.lru.luui deng:an 
IDCllperilatikan : 
a kebutuhun operuioaat dan keamrulau bandar udwa; 
b. petkembangan teknologi; dan 
c. keandalflll peraiUWl penunjong fe.sililas penerbangan. 

(5) Ketmtuan lebib lanjot mengenai pernlatan peounjang fasiliW pet>ed>angllll sebagaimana dimnksud daiam ayat 
{1) danayal (2), dialnr dengan Keputusan Menlt.ri. 

!'aW38 
(1) Untuk menun)augkelancaran operusi bandil1'\1daru disediak.!u:l pera!atun peDl.I.Ojitngoperasl bnndOJ"udura. 
(2) :Peralatn.n peuunjang opemsi ba.ndar udara sel»gaimana dimnk.sud datum aynt (I). hllfUS memenu.b.i persyaratan 

keand!!lllll. 
(3) Menteri melakukan pcmerll:saan terhadap keandalan pemlatan pemmjang Qpt:rusi bandarudara. 
(4) K~lentmm lcbib lanjul mengena.l pcn'llaf!lll penunjang opcrasi bander uUa.ra dan persylll'tlt&n sert.a pemcriksllll.!l 

keandalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l ), ayat (2) dan ayat (3 ), diatur dengm Kepulll$<l.n Mwteri. 
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DaglanKeempnt 
J>entt.nggulnngm Gaw111 Damrat 

PasaJ 39 
(1} Penyelcngglllll bandar udara wajib memiliki kemampuan daJam. melaksanakan penanggulangan gawat darurar. di 

bandar udam. 
(2) Penanggttl;mgan gawat darural. sehagaim.ana dimaksud dalam ayal (I) dilaksanakan secara tcrpudu dengan 

m..,Jibalknn instbm:i terkaitdi Iuardan di dalam bmdu.r udara. 
(3) Fenydenggam bandar udm wajib melaksaiitkaa latillan penanggulange.n gawat dnrurut. 
(4} Peluksanaan. penMggulanfl;an gawal danmu dan pelaksmem latihan penanggulangu.n gewat darurat 

sebaguimana d.imaksud da!am ayat (2) dW1 nyat (3}, dilaporkan kepada Menteri, 
(5) Keteotuan lebih lmjut mengenai penanggulangan gaw&l darurat dan latihan pennnggulangaa gBwat darumt serta 

pel:,l.f!Ol'M sebagaimaoe dimaksud druatll ayat (2), ayat (3) dan ay.at {4) diatur dengen Keputusan Menteri. 

BagianKdima 
Rwnbu, Mari:adan)syflml 

.... 40 
(1) P<:nye!engga:rn bandar udam ~ib memasang rambu dan mwktt pada sisi udll.nl. dan sisi damt bander udara. 
(2) Rambu don marka sebugaimana dimaksud dalam ayut (I). berfungsi untuk memberikan lll.l:liDgR!l. perln'lab, 

peringatan den petu."\iuk. 
{3) Keteo!Ulnlltbih lanjut mengen& rambu dan marka serla pemasangannya sebago.ilUll.!Ju dimak:sud dalam ayat (1} 

dan ayat (1), diatur dcngan Keputusan Menlcri. 

Pas&! 4! 
(I) Penyelenggara bandar-udara W<l.jib memberikan isyflt'!'lt kepads pe.o;.awaf udara sesuai dimgan keburohan. 
(2) itylllllt sebagnirrntna dimaksud datum ay;rt (l}, dapat berupa isyarat !B:Qlpu,. isymt t:lekttonikll, isyaral bentlera 

dan !syaret lisik. 
(3) Jsyarat ubagnimu.na dimaksud di!lam ay!ll (1), betf\.mgsi ootuk memberiknn IIITMgaD., perintah. peringatan dan 

petunju.k.. 
(4) Ketcnll.lau lebih laojut mt:ngenai isy!Uat scbagaimu.nu dimaksud dale.m ayal {J), uyat (2). dan ayat (3), diJttur 

dtnglll'.l Keputusun Menteri. 

Bagi1111 Keenam 
Pe!ayunan Pergemkan f'esawat Udam di Bandar Udara 

PJ.'!Sal42 
(1) Penyeil::nggara bandur udata wttjib memberikan pelayanan terbadap pesawat udara )'Mg akan melakukan parkir 

di bandtu"udara.. 
{2) Pdayanan S<:i)agaimaua dimnksud dalant eyal (1), dapat berupa: 

a. pemanduan terlmdap pesawal udarayangabn melakukan pcrgerakan di pel11t.ilrlU'.l parlcir pesawat udara; 
~ penyediiWlperalatan penttJlang p arlcir pcsawat udara. 

(3) Ketentuan !¢hili la.njut mmgenai pelaycnan sebagaimana dimaksud delam ayat {2), diatur Jengm Keputusan 
Menteri. 

Pasa143 
{I} Pen,elenggara bandur udam Mjih membetiWtukan Irepa.du Meoteri 3pahlla terdapttt perubaban lwndisi bandu 

udara yang dapat mengg4n8gu tttau metnbabayakan keruw.wan dan kese!:amMnn penerbangan mavpun untuk 
kepemingau khusus. 

(2) Ketenruan lebih lanjut mengenai pemberilahUllll sebagaimana dlmaksud dalnm ay;ot (I}. diotuc dengan 
KeputusanMenteri. 

.,., .... 
(I) Milnleri menetbilkm.l buku publikasi infomtasi ueronnutika Indanesla 
(2) Buku publik:asi ilifoo.nasi aet(!UII.Itika Indortesia sebagaimt1f'lt\ dimaksud dalam ayat (l}, sekut~~ng-kurangny• 

memwlt infoonw.i meogenai; 
o. i.n.fonni!Si umum pen.ednmgan; 
b. pelayanu.nnaviga.!li penerbung1111; dan 
e. bMdar udam. 

(3} Buku pubtik.asi infonnasi seronaulikn Indonesia se:bagaimana &:maksud da!nm ayal (I), didism.lnssiken kcpada 
komunitas penerba.nga.n. • 

{4) KetcnOOmlebih lanjulmengenai penerbitttn dan pendistribusle.n buku publikasi infurmasj aeronautika Iadcnesia 
&!bapimana dlm4k:sud d.o.larn e.yul (1), ayat {2) dan ayat (3), dtatur dengan Keputu.sM Mwteri. 

"""'4> 
{I) Penyelenggarn bandar udam wajib menycdiakan inlbnni!Si aeronautiku dan informasi cuaea bandar udara 

setempat., bundar udant tujuan, jBiur penerbangan dUll bandar udara altematifuntuk penerbnng. 
(1) lufwruasi eeronautika seheg.aimana dimuksuddalacn ayal (1) &eki!IWig-kurangnyu berupa: 
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a. huku publil:Asi in formasi aeronwtika Indonesia; 
b. beriiD bagikomunitas penetbang;m; 
e. petn-peta oavigasi J)'merbangan; dan 
d, buku informasi aeronllutilu:! negara lOOn yang mempunyai bubungan pened»mgan dengan bandar udaro 

tersebut. -
(3} !nformasi ~ sebagaimana dimaksud dalam eyat (I), dil.nnri. atau disiapkan oleb Badan Mcteorologi dan 

Gcofisika. . .,.,. ... 
{l) Uotuk keamanan dan kesclamatan penerbangao, penyeleaggam bMdar udara dnlam kcadaan tertentu tlapat 

menutup untuk sementars sebagitw 111au ke~luruhan ln.ndasan pacu., penghubung landasan pacu a tau pclatanm 
p&'lcit pesawnt ud.aw. 

(2) Keadaan tertenlll sebagaimlWadimaksud dalam ayat(l). dapat berupa: 
a. ben()aJ}ll a!run; 
b. huru banr. 
¢. kecela.k.aa.n pesa:wst \ldo.rn di hmdii.SM paw. pengbubung landasan pacu atau pela!amn pllricir 

pcsawat udam; 
d. pem'oangunan, perbaik!m, pemetibarrum dan perawatall landasan pacu. jale.n penghubuog ;Uau 

pelataran poskir pesawttt udara; dan 
e. kcadaan terte:ntu hiinnya yang dapatmembabayakan .keamw1an daD kcs.elamalan ptnetbangm 

(3} Penyelenggam blllHlRr udara wajib memberitahukan kepada Kapten Ptnerbnng, opcl"'l!M dan bi!Jldar udara 
!llinnya ma'.lgcnni penutupllll landasan pacu., peugtmbung landasan pacu atau pda!Bl'IUI parl:ir pesawal udiiJ'U 
sebagsimmadimaksud dallbl'l oyat {1). 

(4) Pemberilahuan sebagaimana dirnaksud dalrun ayal. (3) wnjib dill!porlum kepada MC:flteri. 
{S} Kel.etltuD.Il [ebilt lanM menget~ai p¢11.utupan landasan paeu, penghuhung landssan pacu litau pel!\to:ran parldr 
~ udara, serto pemberiiabuan dan peluporan sebagaiwma dim~ dalam uyat (I). ayut (2}, ayllt (3) dan 
Hyftt ( 4}, diaw.r de:ngan Keputusun Mertteri, 

Pnsal47 
(I) Penydenggaru bWJdar udaJa Wlljib mc:nyediakaa ll1oo menunjuk lmgian dari wilaylih bandm udam sebagal 

lempat teriSt!lasi untuk penempatan pcsawat udtmt yq menga!ami gangguan ntau IU'Icaman .kmmanan. 
{2) Penyedlam atau penunjukan tmnpat terisolasi scbagaiml!.llli dimaksud dalam ayat (1), dila.ksarulkan dengan 

mcmperhalikaa ~ 
a keselamntan penwnpang. awak pcsawll! udara. petugas di ba.ndarudm-a. ma.synrakat Petlggtmlljssa 

flll&lrul.an udlltlllainnyadan masyarnkc.t di sekiW bamtarudam; 
b. keselrunatan pesawat udara; dan 
c. keselt~maian fas:iliw penunjaag penerhangan dan fasillw pe:uunjang b:m.dar udata. 

(3} Ketentuan leblh Jan jut mengernli lata cara penyediuauawu penunjubn t.empat !erisolasi sebagaima.na dimaksud 
dalam ayal (1} diatur deogan Keputusan Menl¢rl, 

Pasal48 
(3) Jam operasi bandar udara guoo pelayamw penerbanglllt tliletapkan oleb. Menter!, 
{ 4) PenefJlp3njam opernsi bandar udam sebago.imana dir:no.k5ud dat.am ayru (1) dilakukan dengan mempe.rbalikllll ; 

a. k:eamanat'l dan kesel.amata.u pe:netbangan; 
b. ketnampuan bandarudam melayuci pesawat udara; 
~. pe:rmintaan pasar; dan 
d. pertumbuhen~::kunomi. 

(.5} Ketentuan lebih Janjut mengenai penetopanjam operasi bandar udara sebsgaimanu dimabid dalam ayat (I) dan 
ayat (2}. diatun!eng!lll Keputusan Menieri. 

Pasal49 
(I) Dalam keOOaan tertcntu pcnyelcPggum bandar udara depat mennmbah jam operasi bandar udam sebagaimu.na 

dim!!ksud dalarn PllSI.ll4S. 
(2) Keteotuan •gaimll.IUl dimaksud dalam ayat (1 ), dilaksanak:m dengan rnempeffiatikan : 

a keamaoan dan keselamaum penerbangat~; 
b. ketuftlllpu.an bandar udsca dnlarn melayani pesawa1 udam; dan 
e. kt:!anca.re.n operasi b!Wdar uda:ro. 

(3} Ketentuan Iebili lanjul mcngenai: penamlmfmn jom 4'1ptmsi banda.r udnra sebagai.m~~na dimaksud dalrun ayot {l) 
dan ayat (2), rllatur deng:an KcputusanMenleri. 

PllSll.ISO 
(l) Penyelenggara bartdnrudara wt;jib menjaga lingkungan btmdnrudara guna menghindari teljedinya: 

a. populasi burung cii Jingkung&ll ketja baodar udara; 
b. populasi bi.nal.ang lain yang berkeliamn dl sisi udara; 
c. gangguWl terhadap higieue dan sanitasi; 
d. gtlllgguan kebisingM; dan 
e. g11.11gguan lainnya yang dapst mentbahayakan keamanan dan keselamatan pcnerbangnn, 
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(2) Ketenruan lebih !anJut mengcnai kewtljiban menjaga lingkungan bandar udm. sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (11 dlatu:r dengan Kepurusan Menleri dengan memperhatikan ketentuan perarumn penmdang.undnngnn 
yang berlaku, 

Pasal 51 
(l) Penyelenggara bandar udara dapat segera melakswtnkan pemindahilD pesawat udura ymg mcngalami 

keeelnkam di wi!n.yahsisi udara, scfe!nh mendapat persctujunnllari Komile Nasional Keselama!.an TransporusL 
(2) Biuya pelaksnliaart pemindahan sebag11imana di.maksud dnl~~m ayat {l) m.enjadi beban perusahaan angkuhm 

udara, badan h.ukum atau per Mall gun yung mengoperuikan pe.;awat udara dimaksud. 
{3) Keteotunn lebih lanjut mengenai pemindabon scbagaimana dimuksud dalam ayat {1) dialur de.ngan Keputusnn 

M~tcri. 

Bagiarl Ketuju b 
Pemeciksaaan Keamarutn di lhndar Udara 

1Wl52 
Setiap orang, bamng. kendaraan yang memasuki sisi udoro, wnjib melalui perneriksaan keamanan. 

"""'53 
(1) Personil pusa\\1ll udam, penumpang. bagasi, kargo dan pos yarog a.k:arl diangkut densan pesawat udam wajib 

melalui pem;:riksaan keamanan. 
(2) Pemerilr.saan keamanan sebagajmana dimaksud dlilam ayal {!}. dapat dilakukml. dcngcn alllu tanpa 

menggunakan alat bantu. 
{3) Ketentuan iebih tnnjul mengenai tata CMO. pemeriksaan keamft!lan sebagaimana dilrn!ksud dalam ay:ai (l) dan 

ayat {2), diaturdengan Keputusan Menteri. _,. 
(1) Terhadap peoyandang cacat dan orang saldt, penumpang fliP dan penUil:lpW'lg kbusus Jeinnya, dilakukan 

pcmeriksaan keamo.mmseeara kbusus. 
(2) I<.etenttuw lehib lenjut mengemli p.emeciksaao. keamann.rt S¢Qfll khusus scbag;:Wmna dimuk5ud dahun ayal (1), 

diatu:r dengan Kepurusan Mentcri. 

rasa! 55 
Terhadap hagasi darl penump:wg y(«lg batal berangkill dnnlaum bagBSi yang tidak btl"!il!OUl pemlliknya. 
wajib dile.kulum pemerlksrum kee.marum ulang untukdapatdlanglwt dengan pesawnt udara. 

"""',. 
(l) Kargo dan pas yang bclum dapat ditmgkut oleh pesawtd udara disimpan di tempat kh.US\!S yang dlsediWutn di 

band• udara 
(2) Tempat penyimpanan sebagalrllantl dimaksud da!nm ayat (I}, lmrus aman dllli gangguan yang da{»>t 

roembalwyakan keamiU!an dan kesclamatan penctbangan. 
(3) Ketenbnm k:bih lanjut mcogenai lempal penyimpnnan sebaguirnana dimaksud dahun uyat {1) dan ayat (2), 

diaturdengan Keputusan Menteri. 

Pas.nl57 
(1) Kwong diplotlUllikyang berne gel diplomeill; lidak bo!eh dibuka. 
(2) Dal11m bel 1erdnpat dvgaan yang k1Jt1l kantong diplonwtik setrnga.imonu dimaksud dalam nyat (I) dopat 

membahayakan ke<~mWlan dan kesehmulian penerbangan, perusahaan .angkul!!n udara dapat menoi2X untuk 
mengangkutkantong diplomntik.. 

(3) Pelaksanaan kdentuan sebagaimnna dimak.sud dt~lam ayat (J) dan ayat (2) t11dasarkan pada pen~htto.n 

penmdo.ng"'Wldangan yang berluku. 

-58 
(l) Bahan danlatau b11.n1.0g berbahaya yang alum diengkut dengan. pesawut udm;l. wajib memenuhi kctentuaJJ. 

peng.angkutan bahnn d!Ln/t~l.au barang b¢:rbahaya. 
(2) Perusahaan .angk:tlr..tw udara wojib memberitalmkan kepada Kapten Ptmerbang bilnml'lillli terdapat ba.'um dan/atau 

barang berbahaya yang diangkut dengan pesawa.t udm. 
(3) Bahau diUl!atau barong berbahaya :rebagaimana dimakstui da!nm ayat (I) yang belum dapal diangkut, disimpan 

pada tempat penyimpanan yang disediakml kbusus untuk penyimpenan barang berbahs.ya.. 
(4} Apabila padB waktu penempBtan di pes1iWB.t udara teljadi k:.erusDkan pada kcmasan,. label &tau marka, maim 

bahan danlat.au barang berbahayadimaksud harus ditunmkau dari pesawatudarn. 
(5) Ketentu.an Iehib lanjut mengenai tata catll pengangkutan den penyimpanan bahan danln.t11u blllll.flg bez:bahaya 

scbt~gaimana dimaksud dalam ayat (l), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4}, dlatur dengan Keputusan Menteri dengnn 
memperhatibn pem.turan perundang-u.ndangan yang berlaku. 

Pasnl59 
(1} Ageu peugangkut yang m¢nnngani bahllll danlaw.u bamng berbohuyo.yang akan diangkut dengnn pe;sawa{ udara 

ha.rus mend*Jtatkan peng~ahan dari perusahaM wgkuWl ud.arll. 
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(2) Agen pengangkul setmgaimana dimuksud dalam ayal (1), haros melul.ilkan pemeriksann, pengemnsan, 
pelabclan dan penyimpanan baha.n dun/a tau bllfa!lg berbah11yl!. seS\IIIi. dengan b:lcntuan yang berl11ku. 

(3) Kctenluan lel»h lanjul mengenni agen pcngangkut dan kclcnluan tentang pcrnmganan sebagaimlllla dirnak.sud 
dalam ay.1t {1) dan ayal(2) diaturdengan Kcpui:Us1!.n Menteri. 

P=i60 
(I) Peuu.mpang pesawat udara yang mcmbawa senjata wajib tnelapmkan dan menyerahknnnya l«:puda perusahnan 

angkutan udRra. 
(2) Senjata yang. diterima old! pl:11lSllhaun nngkutan udam Ulltuk diangkut_ disimpan pada tempat tertentu di 

pesawat w!ara yang lidak dapatdijangkau oleh penumpangpcsawat udarti. 
{3) Pemilik senJatndiberi tanda terima sebagni Ianda bukti penerimaan senjata o!eh perusahaaa angkutM udW1L 
{4) Perusllhaan anglrutan ud&rn bertanggungjawab a1as keamanM seojalll. yang di1etima sampa.i dengtm disemhkan. 

irembltli k.e)l<lda pemiliknyadi banda:r udara n;juan. 
(5) Kelentml.D lebih lanjut mengcnai penerimnan, penyimpMan dan penyemben senjata sebagaimtllla dimaksud 

da!am ayat (2), ayat (3} dan ayal { 4), diatur dengan Keputusan Men!eri. 

Pll:lal6l 
{1) Penyc!engg~~n~ bandar udata atau perusahaaD nngkutun udam w~ib mclaporkan kepada Kcpolisian dslwn hal 

meiJgc!abui tu.bmya banmg tidak dikenaJ yang patut diduga dnpat membabayllkan keammnm diiJl kcsclamatan 
pem:rhangun. 

(2) Keteotum lebih lanjul mcngecai pclaporan dan pcnangruuw terbadap barang yang lidak diken:al yang patut 
diduga tittpa! membllhayab.n keamanan dan la::sel&matan penerbanpn scbagaimano dimaksud dalarn ay!ll (1), 
diaturdeagan.Keputusan Menteri. 

Bagi:en Kedelapan. 
P-ernwatan. Pemeriksaan dim Pelapcran 

Pasal62 
(I) Penyelcnggara bl!lldor udm wajih melukukan pcmwatan dan pemeriksaan ucam berkala tarhadap pernlota.n 

penunjang penerbangao. 
(2) Dalam bal 'leljadi perubahan ketnlll.llpUillt drulfalau dil~ pengemba.ngnn !erlladap perahtloo penunja.ng 

penerbangan, penyclenggum bandar udan~ wajib ruclaporkun kepada Menteri. 
(3) Menteri melakukan pemeriksaan terbadap keandalan perlllatan panul\jllflg pcnetbang.om serta pelak;:anaan 

pengoperasian dan pelayanatt jasa bandar ud.at'li. 
(4) Ketenruan tebih hmjut meagenei pemwa!JUI. pemeriksaan dan pelaporan terhedap pcmhltan penunjang 

penerbangansebagaimlilla dimaksuddalam ayat (1}, ayat(2} dnn ayat (3), dietur dengan Keputwan Menteri. 

BABVI 
RUANO UDARA DAN lALUUNTASUDARA 

Bagian Pertama 
Tatanan Ruang Uda.r:l 

PIISII.I63 
{1) Menleri menetapltm; batas-batas peogaunaun ruang udm untuk kepentingan pelayanan navigasi penerbangnn 

yangmeojadi tanggung:jawab Peme:riotab Indonesia. 
(2) llai.as-batas pcnggu;nrum ruang udsnt scbagsimane dimakmd dafam ayat {l), didasarlutn pada pcrjanjiM 

Mtamcgmadalarn hal: 
a negara lain dibcrikan tangguag jawab alas pelayanan navigw;i penerlm!gan di dalrun wilayah 

udara lndooes.ia; a tau 
b. Indones1a mcmperoleh tnogg~~ngjawab atas peiByanan ruwigas:i pencrbangan di lll!!I'wil11ynh udara 

Jmloncsia. 
(3) Pelllksauaan pe!jlllljian aotanlegaru sebagailnana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan oleh Mentcri setelah 

mendengarpertimb:mgan dati instansi lerkalt. 

Pas:al64 
(2) Ruang udora datwn v.ilayah udn.ra Indml:sia tcrdiri dati ruang udam yang diirerufulilom dan ruang udllrn yang 

tidak dik:endalil®;. 
(3) Rutmg udaru yaog dikoodalikan dan ruMg udlU1'1 yang tidak dikendalikan sebagoimana dimaksud daJam ayat (J) 

diklnsifikasikan dengan .rnempertimbMgkan sekwung-kurangrtya: ; 
a. kese!amaum operasiona! pe!Krbangan; 
b. kepadatan lrilillinto.s udara; 
e. kcmampwm fasilitus komunikasi penertangan; 
d. kcmampuanfusilltas bantu navlgllSi pem!rb!Ulgao; 
e. kemamp:uan pcngatna!ll.U Jalu lintai udara; 
f. kcmBtnP\11\D navigasi pesawat udaca; dan 
g. efek:tivitas dnn eJhiensj opernsi JX!m::rbWlgan. 
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{3) Keten!UM lebih !an jut :mcngcnai ruang udara yang dikendu!.ikan dan ruang udara yang lidak dikendalikan serta 
penetapan kclu:o ruang udara sebagaimana dimaksud i.lalam ayat (l) dan ayat (2), diutur det~gan Keputll$00 
Menteri. 

Pasal65 
Menteri menctapbtn jalur lalu lin!as udara dalam ruang udara dt:ngan mempertimbangkan sckurang~ 
kllnP'Iguya ! 
a.. keselamaum Opt:JDSi penerb!Hlgan; 
b. lremampun.n naviga&i pesawat udll.rll; 
c. kemampuan fasilitas komW'likesi penerbangan; 
d. kemampUW1 fasi!iw bantu navig!I.Si pe.nerbangan; 
e. kepad4tan !alu lintas udara; 
f. efektivitru: den efisiensi open!Si penetbangan; 
g. b1111dar udm keberangkala.ll dan bander udam tujuan; dan 
h. daerah latihttn militCT atau pduncuran rok:etlsatclil . ., .. 
(1) Untukmwjamin kcselamatnn operas! penerbangan. dite:Utpkan kawaua.n udara terlarallg, ka.WBSM udata lerlmtas 

<Inn kllwasan udam berhahay11, 
(2) Kawasan udam sebagaimmul dimabuddalamayut{l). memilik:i ~tas wrtikal dan. horimntal. 
(3) Ketentuan lebih lanjul ~ bwasan ud1lnl sebagahnanu dimaksud daiam ayat (I} dan ayat (2) diatur 

dengan Keputusan Meuleri setelab me:ndengat pertimbangan Menteri yang bertanggung jRWab dl bilang 
Pertahanan Negara dtm/a!.au Menteri ierkait luinnya.. 

p..,J67 
(1) Tcrhudap peJo.nggo:ran wi!Ayah udara Republik Indones'ie. dan/aUtu kaw.asan uda:ra tedarang oleb pesawat udara. 

sipil, dilak:sonukan penegakan hukum yu.ng barns mmjamin keselwuatan den keamruum awak pe:sawut, 
penumpung dan pesawut udara. 

{2) Penegakao lrukum tcrhndRp pclanggrmm wilayah udara danllltau kawasan udam krlanmg sehagaillli:IIlB 
dimaksud dalrun ayut ( 1 ), dilak!Ww oleb TenU!ra Naslonal Indonesia 

(3) Ketentuan lebih I an jut rrumgenai pcnegakan hukum sebagaimiina dimaksud dalam ayal (I} dan ayat (2). dialur 
oleh menteri yang bertanggung jawab rlt bidw.ag pertnhiUUitl setelalt mendengar pendapat Menteri d;m menleri 
terkait lainnya. 

Bagian Kedua 
fasiliW Panetbanga.o 

""""68 
(I} Fasili!as penerbangan yang dlperguoakan dalam pemberian P<loyunan !ala IinW udam meliputi : 

a. kmnunikasi pet~erb:mgan; 
b. navigssi pcoetbllOgan; 
c. pengamatan penerbangan; 
d. ~m!olan bantu pendarnl.a.rL 

(2) Pm;ycdiann fasilitas penad.lrulgan sebagaim~~t~a rlimaksud d~am ayat (I). dilakuk.an dengnn mcmperhallkan: 
a. keburuban Q;pernSionallalu lintas udara;. 
b. perlarubang,an teknologi; don 
c. keandalan fusili.W penetbl'lrlgan. 

(3) Setiap Wilitas penetbangllll yang diopeta!likan sebagaiman11 dimak.sud dalam ayal (1), harus dikalibrasi secara 
lxmla 

(4) Ketentuan k:bih hmjut m.cngmai fasilitas penerbMgan dan k.nlibrusi fasililk< penerbangan sebagaimana 
dirnnksud dalam ayat {l) dan Ryat (3) diatur dengan Keputusan Merueri. 

Bagian Ke!iga 
1a1a Cam. Berlalu Untas lJdam 

Pit!ai 69 
(!) Kapten Penerbll.tlg dalmn pengopemsioo pesawat Udanl wajib memtlluhi ketentuan tata earn betlulu lintas udam. 

yang sekuratlg-kurnngnya mellputi: 
a. pergerakan pesawat udura di udara dan W"Utan prioritas pelayanan llllu lintus udam; 
b. batas k~Unggian; 
c. kawasan udara tcdarang., terbalaS dan n..:-bahaya~ 
d. jllnlk vertikal dan horizontal; 
e. atol1lll ambang batas kebisingan; 
f. penlllilmn benda di udma termasuk pesawnllayllllg; 
g. uji cob a pellCibangan. akrobatik dan demonst:rasi; 
h. isyurat daruro! llp3hlla mengetuhui pesawut udamnya berada di lwwasan udnra terlarang, lerbatas 

dan betbahaya; 
i. lepfiS landas, peudmtan dan pergerakan dl dt\l"alatau air; 
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j. pcngguruumi!Unpu navigasi pesawlll tldara; 
k isyam!·illyarn! unJuk pcny.ampaian informasi a!au memberikan perhlltim kepada pesawlll. udu.rn 

lainnya; dan 
L jarnketjaoperasibandarudara. 

(2) Ketentuan lebih hwjut ~ llll.a cara berWu lintas uda.m sebagaimalla dimak:sud dalarn ayat (i), diutur 
dengan Keputusan Menteri. 

Pasal7(} 
( 1) K#ptw Penarbang w11jih rnematuhi rencana penerhangan yang U;!M dib:lllpkan... 
(2) Peuyimpangan terbadap rene~W~ pe.nerbangau seba84imanu dirnaksud dalam ayal (1), dapat dilnkukao unl:'u.k 

alas~m kesclrunntu.n peoerhangan deng!Ul ketentu~m : 
a. melapo11wn kepada pemandu lalu lintss OOara yang berwernmg dalam hill pesawut udW'S betadn di 

nuwg udarayang dikendalikan; dan 
b. ~pailam inWmulsi penyirnpangan reneaca pe.ned)&lgan kepado pusat Informasi 

penerl>arlgan terdcltat da1m. hal pesaWlli ndara ben!da di rua.ng udara yang tidak dikenda.Hkan. 
{3) Kapten Petledumg atau awak pesawatlllinnya atau opern!or pesawat udant wajib melapo.rkan lttpada pejabat 

yang bet""WCrnmg mengeoo.i pendn.ratau darurat yMg dilaktikan. 
(4) Ketentww. lebih lanjut mengenBi rcoe:ana penerbangan dan penyimpangan terh&dap rencana penerb!!ngM 

sebagairnnna dimaksud dalam ayat (1} dan ayat (2). diatur dengan Keputuslm Menteri. 

P&W71 
(1) Setiap orang d.ila.rang membua.ng benda apapun dari pesawat udam selama dalam peoetbangun. 
(2) PembuWlgan benda apapun dwi pesawat udant hanya dapoidilakuk;m dalwn keadaan daru.rat penerbangan cleb 

dan/atau ates Wn Kapten l'enerbang. 
(3) Dalcm melaksanakan pembuangan sebagaimtlllA dintaks'ud dnlam flyat {2). Kapteu Penerbang huus meluporkau 

duemh pemboongBII kepada pemandu lnlu lint.as udara. 
{4) Pembuangan benda apapun dari pCS!iw&t udara dan daemh pembu.a.ngan sebagai:mana. dimaksud dnlam ayat {2) 

dan eyat (3}, dilalrukan den.gan memperbatikan: 
a kese11lmatnn pesawat udamdan peuumpang; 
b, kewlmnatan pend.\ldukdnnbarta bendanya di. wilayah perubuang,an; 
(:, kelestarimt lingkungan. 

{5) Kclentuan leblh Ianjut ruecgenai pembuangan bend a dwi. pesawat udaru sebagaiman11 dimaksud dalum ayat {2), 
ayal (3} dlll'l ayat ( 4), diatut dengan Keputusac. Menteri. 

"""'72 
(1) Pesawat edam dulam keadllli.D. darurnt penerbaogan berhakmendapatkan prioriwpe!iiyanan lalulinU!s ud.ru'n. 
(2} Pemberion priorlWS pelayanan laiu lintas' udara sebagaimana dimaksud do.lam ayat {1}, didawkan alas lepornn 

keadll.llft dlUUl11.l pene:rbMgan dati .Kaplen Pene!bang ntau pexsonil pesawai udam lainnya. 
(3) Pcmarufu lalu lintas udara wajib mengembl.l tindakan dalum batas we:Yo"lmangnya yang diperlukan untuk 

menjJlmin keselarnlltan pes:awat ndarn yang menglllarni keudaan darurat dari pengguna jasa peiayanan lalu lint.as 
udara lainnya 

Bagiao Keempa! 
PcliiJIIIlWl Lalo: Lin~as Udara 

,.. 13 
{I) Pelayanan lafu lintas: udara diselenggara.kan oleh Pcmerintah dan pelaksanwmnya dspat dilimpahkan sebagian 

atau seluruhnya kepada Badao Usaha Milik Negam ytmg didirikan untuk maksud tersebut berdasarkun 
pentumn perundlltl.g:-undugaq yang beriaku. 

(2) Setiappesawat udarta yang beropemsidi ruangud!l!tl Indonesia diberikan pelayatUln lalu linlns udara.. 
{3) Pel3yaaM latu lintas udurn sehagaimana dimnksud dalam ayat (1) dati 1\Yat (2), ditakukan de.ngllll 

memperlwikao : 
a status peo.etbangan; 
b. manajemen lalu Untasudnm; 
c. fasilitas komunikasi pencri.mtgao.; 
d. fasiliw bantu navig!!Si penerbangan~ 
e.. rasilil.all: ptmgam!ll.an pcocrbangan; 
£ f.asil!tas bantu pendm!tan; 
g, rasilitas metooroktgi; 
h. iniOmust aeronaulika; 
i. kemampuanpersonil; dan 
j, hal.bal kiH.ISUS. 

{4) Pdayanan lolu llo!as udamsehugaimanadi:maksuddalam ayal(l). me!iputi : 
a. pelayan.an pengendalian ruang udnrajel<~jab; 
b. pelayonan pengendulill.ll ruang \ldi!Jll peudekatan; 
c. pelnyanan pengendalian ruang udara di bandar udata tennasuk pelayru\M ~udarat.M. dan lepas 

landas pesaw!!l udara; 
d. pc!nyanan pcng,amalan; 
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e. pclayanan pcngendalian arus pcnerbangan; 
i. pelayunan infol1Jlasi penerbangau; 
g. lrootdil:.tasi antot pcngcudali. ialu lin Ius udara ataudettgan insr.ansi terk«it laionyn; dan 
h. pel&yernm berita lalu lintas:udam. 

(5} Kctentuan lebih !anjut inengcnai pelayanan lalu lin!Rs udara sebagaimana dimaksud da!am ayat (I), ayat (2), 
ayat (3). dan ayat (4)diaturtkogao K.eputllSan Men!.eri. 

"""14 
(l) Pelayanan blu linw udam sebagairnana dimaksud dalam Pasal 73 dilaksanakan etch unit pelayl!n~ kltu lintas 

ndara yang ttmliri dati: 
a. pus at p¢llgettdalian ntMg ud'arajclajah; 
b. pu.sat pengendalian ruangudu.m pendekalan; 
~ pusal pengendalim ruang udant di bandarudant; 
d. pUSI'It illfonnasi penCrbllllgan; 
e. puslli lnformasi penerbangan bandac ud~ dan 
[ unit pelayarnm Ialu lintas udaraJainnyn sesuai dengan lcebutufum. 

(2) Ke1e.ntuan lebih lanjut mengei~ai unit pelll)!Man lalu lintas udam sehagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur 
dengan Keputusan Menteri 

Pm;,11S 
Penyelenggara -peiay&lll'l.R navigasi penetbangan yang memberiko.n pelayanan lalu Iimas udlll'S \Wjib melakukan 
pen:ingkatan kualitas M!mber daya mMusi3, fasilitas JH:nerbangan dan pdayanan lnlu Jintas udm sesuai dengun 
kebutuhan dan dengan meruperbttlikan: perkemhangan tekno!ogi penerbangan. -K-Pelayman Lalu Lintas Ud11m di B:mdar Udara Kbusus 

..,..,. 
(I) Pe!ayarum latu lintas ud~~~a di: bandar udara khll1lUS diseleDggarakan oleh Pemttinlnh ymg pelnksanwm.oya dapat 

dilimpahkan sebagion awu selurohnya kepo.da Badan Usaha Milik Nepra yang didirik:an u.otuk ruaksud 
terse but. 

(2) Biaya yang timbul scbagai akibat pelayanl!lllalulintas udarnyang dlselenggarakan oleh Pemerllllllh utau Badan 
UsabaMilik Negarasebag.aimana dimaksud dalamaylli (I) dibebankan.kepada pcngeiola handar udll.l'3 khums. 

(3) fugc.lola bandar udimi khusus wajib menyediakan, JOOmeliharn dan memwat fll.Si!ilas komunika:si pencrbang1111, 
fi!Silitas he.ntu nuvigasl \ldara. pcnwunalan, fllsilitas bantu pendnratliU. meteoro!ogi, infrumasi aeronautikn, 
uo.tuk pclayannn lalu lintGS udam. 

(4) Keteotuan Iebih laniut mengelltli pclayaoan lttlu lintas udara di bandar udara khusus sebagaimana dimllksud 
dalam ayat (I), ayat (2} dan ayal (31 diatur dengan Keputusan Menleri. 

BABVU 
PERSONIL DANKESEIIA1'AN PENE.RBANGAN 

{J ) Personil hrtetbangan r11eliputi ; 
a. PetOOnil Pesawat Udara< 

Bugian Peruuna 
PersoniJ Penerbangan 

b. Personil Pelayl!llall Keamamm dan Keselamalun Penetbangun. 
(2) Pt:rsooil Pesuwat Udara sebugaimanu dimm:sud da!am aym (1) hcrufa meliputi: 

a Personil Opernsi PesaWl:lt Udara; 
b. Personil PCOUIUang Opemsi Pcsawat: Udam. 

(3) Personil ()pemsi h:sawut Udara s~ dlmaksud dalamayat(l) huruf a melipuli: 
a. Penerbang; 
b. Juru Mesin Pesawat Udani;. 
c. Juru Navigasi Pt:suwat Udam. 

( 4) Pers<:mil Penunjaog Operasi Pe:saWil! Udara sebegaimana dimaksud dalarn ayat (2} huruf b meliputi : 
a. Personil Ahli Perawatan Pesawat UdWll; 
b. Personll Peuunjang Opemsi Penerbangan; 
e. Person!! Kabin. 

(5) Personil Pelayarum. Kcamanan dan Keselamatan, Peoerbaogun sebagaimana d.irnuksud daJam ayat (1) hllNfb 
rneiputi: 
a. petronil pelayanan navigasi penerhangon; 
b. pcrsonit pelayanan pengoperasin11 baodar udara; dan 
c. pen10nil peiayanan lreamana.o dankesel!lillatlln perusahl!lm angkul.an udara. 
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Pasal7S 
(l) Pcrwnil Penet'banJbln sehaguimana dimaks:ud dolam Pasal 77 ayat (1), wnjib memiliki scrtifikot kecakapan yang 

sah dWl masih berlaku. 
{2) Sertifikat keGakapan sebagn.irtlilflu dimuksud dalam nj\U {I), diberikan <>klb Mcnleri dengnn memperhnl.ikan : 

a. usia; 
b. sclraLjasman! dwuotmni; 
c.. lulus ujiankecnkapan dan k:eteramplla.n. 

(3) &:rti6kat ~ sebagaimMil dimaksud d!llam ayat (1}, diperofeh setelah terlebili dahulu mengikuli 
pendidikan dan pelatiban. 

(4) Kewntuan lebill lanjut mengenai persyarot.a.n dart laW cara metrtperoleh sertifiklit kecakapan sebugaimaoa 
dimnksud dalam ayat ( 1), diatur dengan Keputusan Menteri. 

BaginnKedua 
Kewajiban Perwnii Penerballgan 

""'"7. 
(I) Pemmll penerbangan yangtelahmcmiliki sertifikatkcellknpan diWBjibkan: 

a. mematuhl kt:tentuan sesuai dwg.an sertifikat kecakapan yang dirniliki; 
b. mempertnhankan kecakapan dankemampu!Ul yangdimilikl; 
c. mematuhi l:eten(Uac pemeriksttlu11«:sehalao seeara berka1a. 

(2) &!rsonil pencrb!lllgan ynngaka.nmetaksanakan tugas diwajibkan: 
a.. mcmiliki sertifikat sesuai dengan tugil.S yang akan dilaksuna.kan; 
b. datam keo.daa.n kondisi sehat jasmllfli dan robani; 
c. cakapdanmornpu untukmelaksMaknn tugas. 

{3) Personil penerlnmgan selam.a mclabmakan tugas diwajibkan memaluhi Wuruh kelei:l!lllln peraturan kcamanan 
dan kesetamlll.!m pcnerbangan. 

(4) Ketcntuo.n lebih lanjut mengenai kcwajibl!ll peTSoni! penerbangan sebagaimano. dimaksud dalar:n ayat (t}. diattw 
dengan Kepnh.unn Menteri. 

9aglnnKetiga 
Wewenang Kap!eu Penetbi!Dg 

Pas.nl80 
{J) Dnlam. melak.sana.knn tugss selama terbaslg, Knpten Pcncrbung Pesnwat Udara bertanggung jawab alas 

kmunanan dan keselamat.an pem:rilango.n. 
{2) Daiam melnksaniJkan tuga& ~na dimaksud dalam ayat (I), Kapten Penerbang mempunyui WC\\"ellang 

untuk melukukan tind.akan·tindakan pene.:gahan t.erjadinya ganggwm kerunwum dan keselamalan ptmerbangan. 
(3) Tiodakan ~ sebagaim~~na dimaksud d«l11m ayat (2). ruelip~,~li ; 

a. mwgambil tiru.h!knn pengamamm teduld:~p pcnumpang urau lrondisi darurat Jainnya yang dapat 
meegganggu atau mcmt<ahaynka.n k~ll!1 dan ke$elamatan penetbangWl; 

b. meourunkan dun/atau meny!ll'Ubkan pe]Bku ye.ng diduga mengganggu atau membahayakuo 
kesmru:~:an dan kesela.mtdan peoerbangan sebagaimaaa dimak.sud da!am buruf a, Ju:pads. pejnbnt 
yoog berwenangpada bandnr udarn: ccrdekat. 

{4) Keten!uan JWih I~mjut mengenui tllia cara dafru:n melaksanakan lind!lka.o penoogtihan sebagaimana dlmaksud 
dalam a yet (3), diaturdengan KeputuswtMenteri. 

&gianKecmpat 
WewenangPetstlnil Operas[ Pesawat Udru:adanPem.mil Kabin 

P!L1!al Sl 
(t) Se1uma mclllksanakan mga.s. persouil operas! pes.awut udam danfatau persollil kabin ;vajlb mernhanru Knpten 

Peuerlmng atas keamllDaii dUllkeselamahm penerbnngo.n. 
(2) Dalam keadaan darumt sel!llDH pencrbangan, personil operasi pesawat: udam dan/at.au personill.."abin dapat 

berbunt tltau bertindak di Juar pcmturen yang bcrlaku, alas ptrinlllh Koplen Pe:nerba.ng. 

Bagian Kelitr.u 
WewenangPersooilPenunjaog Opernsi Pesawat Udara 

"""'82 
(1) Dalam mcluksanakan tuga5 peroonil penPQ.jntlg operasi pesawa! udnra berinnggnngjawa!J. alas keslepWI pe.:;awat 

udara untuk melakukan penerbangan. 
(2) Dalam melllksanaklm tugas personil pcnunjang aperasi pesnwat udllt'll dapat menunda penerbtwgan karen!l. 

elasan tcrtentu dcngan herkoordinasi dtngan Kaplen Penerb1111g. 
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Bagian Keenam 
Pendidikan dan Pellrtihan Personil Penerhonp:n 

.... 83 
(l) Pendidikan dcn pehttihan peroonll penerbangan tetdiri darijcnis danjenjang. 
{2) Pendidikan dan pelatihan persnnil pencrimagan sebagaimana di'.maksud dalam nyflt {I}, dapat disclenggarakan 

Oleh PemerintabdiWetau bad an hukum tndoncsla.. 
(3) Penyehmggllfllall pendidiknn dan pdutihan personil penerbangaa sebagaimWla dimaksud dalam ayat (1}, ....,.jib 

mendapal izin dari Mentcri yang bertanggung jawah di bld1mg pendidikan rusicnal selelah mernleogar 
pen.imblmgan dari Mcnteri. 

( 4) Untuk menye!euggq.rukan pendidikoo. dan pelatihan personil penerbangaa ''"ll;iib dipenuhi pe:rsy.urotan : 
a. memillld !do penyelenggaraaa pcndidikan dan pelatihan dari imtansi yMg berwooang; 
b. mcmiliki organisasi yang mengll'tur pmyeleogga!'M(I pendidibn dan pelatihan perSoni! 

pcnerbangan; 
c. mtmiliki jumJI!.h tenBgn pendidik yang eukup dan berS:ualifikasi seswU jcnis dan jenjang 

pe1ldidikan dan pelatihan; 
d. memilik:i buku petu.ajuk lata cam tentang penye!enggaraan pendidikan dan pelalihan; 
e. memilllci silalnts pendidikm dan pelalihan yang sesuai jenis dan jenjang sata mengacu kepada 

sistem pendidikan di Indonesia; 
£ memilild fltst~..fasiliw yang dibutuhkan sesuai dengmjeois dt~.t~jenjang dari pendidikan dnn 

pelaliban y BIIg disclenggarnkan, 
(5) Penyelmggsra pcodidiktm dan pclatihan personil penerbangun yang tclah memeouhi persyarntan sel>agaimana 

dimaksttd dalam ayat ( 4), diOOrikw:t sertifikat oleb Menteri, 
(6) Sertifik.a.t pcnyele:nggaraan pendidibn dan pelatihlltl pemmil penerbangan oobagaim!llla dimakrud dalam ayat 

(!i), berlsku .scpardang masih mele.lw.kan kegiatnn pendidikan dan pekltiha:n pem':lnlt penerban.gaA scrta 
memenuhi pernyntan sebo.gaimana dimaksud dalam ayat (4}. 

(7) Me11teri berkew~iban melakuk110 pengawt!SM dan evaluasi tedtadllp peuyeteoggarnan pendidikan dan pelatihan 
penonil peru::rbangon twtuk menjemin pemenuban terlladap pernyaraum sebaguimana dimaksud dalam ayat ( 4). 

(8) Ketentuan lebih laojut mengenai jenis dat'l jenj~~ng pendidiluul d110 petatiban serta pcrsyaral.im dan tala cam 
untuk mendapat.lwn sertiftlmt pcnyclenggnraan pcndidikrul dan pelatiban pernonil peocrbliBp sebagaimanl\ 
dirnalcrud da!am ayat (1), ayat (4)d:may& (5} diatur dcnpn Keputusan Mented . 

• ., 84 
(I} P¢1ltCg!Uigsertifikat penyelenggaraan pendidlbn dan pell:ltihun per:sonil pencrbangan berkewajiban u.ntuk: 

a. me~akanjenis pet)(iidil«w d!ID. petatihan sm~ai dengan sertifikatyang diberikan; 
b. mempertalumkan mutu pendldikan dan pelatihan yMg diselenggurakan; 
c. membuat pereneanaan dan peJapmm uotuk setiap penyelenggarnan J)t\ket pendidikan d1111 peLatibu.u.; 
d. melaporlrun £etiap perubo:ha.n yang letjadi dalam penye!enggtllllan peodidiknn dun pelalihnn sebagllimana 

dimaksud dalmn sertifika1 yang diberika.u,. 
(2} Ketentwm lebib lanjut mengeoai kewajiban pcmegnng s~;~rtifikat penyelcnggam pendldbn de.n pclotilum 

par.ronil peoerbnngan sebagaimana dimaksud dafam ayal (I), diatur dengan Kcplltuso.n Menteri. 

Pasai S!i 
(1) Sertifikttl pcnyelenggaman pendldikan. dan pehltiban pet$1)11il penerbangan ~pat dibekukan, direvisi atau 

dieabuL 
(2) Ketcntuao lebih llmjull'llmgenai taUt cara pembektlan, revisi d:m peoabll1an sebagaimana dimnksud dalam ayat 

(1), diatur dengllll Keputusan Mcnteri. 

-·· (1) Sertifikat penye!enggaraan pendidikan dan pelalihan personil pcoorbangan dopal diberikan .kepada 
peu.yclenggarn di luar ncgeri d~ngan care mcmvalidnsi senillkat yang dike!uarknn olth negar.a selempat. 

(2} Ketentuaa lebih lanjut mengenai tata cara mem~leh scrtifibt penyeknggaman perulidikttn dati pelatihan 
pet$0nil penerbangaa .sebagaimaoa dimtlksud: dalam aya.t (1 ), diuW dcDga.n Keputusao Menteri. 

Bagian Kedelapan 
Kesebll!Jm P:::nerbangan 

l'wW87 
(1} Pelayanan kasehatan penerbangan disel~ oleh Pemcrintah dan pelllksan.aannya dapnt dilimpatikan 

kepada bad:m hukum Indonesia aum perorang:an yang mempunyai kualiftkasi kesebaliUI penetbansan. 
(2) Petay(lt!Wt kesehatan pooedtangan sebagaintMIHlimaksud dalum ~:vat ( 1) melipvti kegialan : 

a. pengujimt danlatau peme!ihfll'allnkesehatan tertwdap: 
1) perWnil operasi pesawat uUuu; 
2) persooll penunjaog opemsl pesawat udara; 
3) persooil pelayauau navigasi peneri:nmgan; 
4) personil pelayrrna!\ pengoperasian bftlldar udarn; 
$} ptl'$(lnil pelayanan keamwum dn.n.ke:selamatan perusahall.JII!Ilgkutwt udara, 
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a. pemcriksaan higicne dan sanilasi bandar udaro, fasilltas pemJQjang bandar udara, kesehal.an dan 
kese!amatan kerja fasilitas penunjo.ng pflllerbangan; 

b. pemcriksuan blgietiC dan s:mitasi pesuwal udara. 
{3) Terhadap hasii pemerikslllln kesebatan stbog!ilinana dimllksud dalam ayal (2) Jmruf a dan hUJVf b, diherikan 

sertifikat kesehntan oleh Meoteri. 
(4) KeteDtuao lebih lfUijul meugeneJ pelayanan kesehatan penerbang.jj)l sehagaimana dimaksud dalam o.yat (I) dart 

ayat (2}, diarur sesuui dcngan peraturan perundang-undangnn }'llllg berlllku. 

BABVII1 
TARIF JASA PSLAYANAN NAVIGASI PENERBANU-\N 

l'malll8 
(I) Pemberian jasa pe!syWlan nav!:gBsi penerbangen dikenakau bi11ya bcrupa mrif jaso. pelayanan navigasi 

penerbangan. 
(2) Tarif jose pelayanan mtvigasi penerbangan sebagaimana dim{lksud d.alam ayat (l}, ditttapkan berdasmican 

struktur dan golongan. 

Paw"' 
(1) Strukiur tarif jaso. pclayanan navigasi penerbangan l'Mnlpakml kenmgka larifyang dikaitkaa dengan fak'Wrj!ll'Bk 
~g dan faktor berat pe.sawat udam sesuai pelayanan yang diberikan oleh penyc!enggara jasa pelaynn11a 
na"Yigasi petlerbangan. 

(2} Golougan lbrifjasapelii.Yan!l11 navlgasi penerbang«n mcliputi: 
a. tarifpenerlmngan d<Jmestik; dan 
b. blrifpenerbangan intemasiooal. 

{3) Ketentuan lebih !an jut mengenai struktu.r dan golongau tarifjosa pelayarum navigasl penertlangen sebagaimana 
dimaksud daliUll ayat (l) danayat(2}, diaturdenga.~~ Keputman Menteri. 

p""" 90 
T llrif se~a dima.k:s\ld dalam Pasal 8tl tidak dikcn.akan \erhadnp : 
a.. pesawat udara negara Republik Indonesia; 
b. pesawat udara yang dipergu.nliktm untukkepcrlutw peocarian dWl pertolongun (search and resl!ue} AtUU 

kegiall.Ul kemanusilll.l.fl; 
c.. pesawat udArQ yaag khusus dipergunflkan oleh tamu MFAfll. lrepala negara atau kepa.la pemeriniuban 

beserta rombongan dalnm kwljungan kenegam;m di lndonesia; 
d, pesllWBt udarn milik Depwtemen Perlmbung11n yang diperguna.lum untuk pendidikan awilk kokpit 

pesawat udant. kalibrnsi allll. bantu navigasi udara, atau keglatart hinnya yung belkaltnn deagan 
pembiowm keselamatnn penerbangan; 

e.. pesawat udm mitik peri:umpulnn -olah raga penerl)angan yang diberikan pcmbcbasan o!eh Direktur 
Jmderni; 

f. pes4Wll1 udara militer !ISing yang dapat men~mjukk.an rekomcndasi pembcbasan dari Oeparterul)l 
Pertabanan auru M.arkils Sew Teutara Nasiooal IndonesiA. 

P<W91 
{1) Tarif jasa pclayanan navigllsi p:nerbtmgan pada bandar udam yang dise!enggarakan oieh Pemerintah, 

ditetapkan dengD.a Peral.u:nm Pe:merintah tmendiri. 
(1} Tarif jo.sa pelayanan n.avigasi pene!bangan yWJg disclenggaruka.n oleh &dan Usaha Milik Negara yang 

didi.rikan uotuk menyclengg!ll'Bkan pelayaaan navigasi pe!Wlbqan, ditetapk:an oleh Penyefenggara Pelnyanan 
Navlgasi Penerba11gan setelab dikonsult.asikan dengan Menteri. 

aABIX 
PENCARIANDANPERTOLONGANKECELAKAAN 

PESAWATUDARA 

l'mal92 
{I} Setiap penerbang yang sedang dalam tugiiS penerbllllg!lll meoglllami keadaan bahaya atau mengetahui adanya 

pe.sawat udara !$in yang d.ikhav.'ll1itk.an ~ang menghadapi bahaya dalam pe®rbangan, ult]ib segm-a 
mem.berilahukan.kepada petugas lalu lintas udarn:. 

(2) Setiap petuga.s lalu lintas udara yang .wdang bertugas:., segera telelab menerimt~ pemberiteltU!Ul. .rebagaimma 
dinlaksud dalam ayat (1) mu meogwlbui adanya pesawat udara ylitlg berada da!Rm keadalll'! bahaya utau 
dikhn-waW:kao mengalami lretidnuo babaya aum hilang dalo:m penetbartgan, wajil> segera memberitahukan 
kepadn Badan~JM1 NasionaL 

P&W93 
(1) Badan SAR Nl!.$lonal wajib menger.ilikan potensi SAR terh.adop kegin.tM pencarian dcm pembcrWn pertolong:an 

serta penyellllUatan lerltadap setiap kecelu.kaan pc.:sowat udsm atnu pesaW!I! udara dalam keadaan bahaya atnu 
hilang dnlam peoerNrtpn. 

(2) Seti11p orang atw badan hulrum yang mengoperasikan pesawat udeni wltiih menibantu usaha pencarian dan 
pertolongan terhodap kecelakasn pesuwutudam. 
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(3) Ketenruan mangenai pencnrian dan pe.rtolongan terhadap kcc:clukaan pesawat udaru disesuaikan dcngan 
peroturu.n penmda!lg-undt>ngan yang betlaku. 

BAJ3X 
PENEUIIAN .PENYEBAB KECELAKAAN 

PESAWAT UDARA 

"""'"94 
(I) Sctiup teljudl kecclakoan pesawut udata di wiluyah Repuhlik iruionesi11, dilalruk:M pcnelitian untuk mengetahui 

penyeb:~b ttljadinya kecelakuan. 
(2} Peneliti!lll tcrh!ld.r!p kecelakrum pcsawat udam sebagaimana dimaksud da!am ayat (11 dilllkukan o!eh Sub 

Komlte Penclitian Kecelnkaan Tt'BIISpo!'I.Ui Udara yang dibtmtuk sesuai deogan peraturan penw!ang-undangan. 
(3) Menteri dapat me~W~J.juk seseomng yaog mcmiliki keahlian terteotu menje.dl anggota Sub Kuroite Penctit.ian 

Keoe!b:m Tmn.sportasi Udura. 
{4) Sub Komite Penelitian Kecc!akmm Transportasi Udamda!am melaksunakm tugus dapmmclibalknn: 

a wakil dnri pemerintah tempatpesawlltcdara dida.fiarkan; 
b. wakil dari pabrik pembuat pesawat udmadan mesin_pesawai udara; danlatau 
c. wakil dari perusahaan Elngkutan ttdarn. 

(S) Sub K~>mite Penelitian Kecelaba.n Transport&i Udarn: bet'we!1ang meminta kcteranaan danlatau bnntuanjasa 
lreahlian dari pcrusabll.&ll penerbang~m, badan huktnn indonesia ntau peroraogan. W1tUk kclancanm penelitian 
penyeb8b leljadinya kecelakJum pesawat udam.. 

(6) Ketenruan lebili lanjut meJ~gena.i penelilian terllRdap kecdakaan pcsawet udam sc:bagaimana dimaksud da.lilltl 
ayat (l) dmtur Coogan Keputuswl MentcrL 

Pasal95 
(1) PC11l$hl:laW1 angkutan udo.ra dan/al.au .operat« yang pesawat ud8n.UJYa menga.lami kecell!kBBJl wajib se:gerB 
me~ kepada Memcri dan SubKomitePet~elitian Kecelakaan Twtspotta$i Udftl"a. 

(2) Penyeleng&lln\ bandar udara danletau penyelengg;\1'1 pelayanan navigasi pe:nerbanga.n yang mengeU!hui 
danlaLtu menerima (aporan ~&dinya kecelakean pesawat udarn Wlljib segern mefaporkan kepada Menteri dan 
Sub Kon'lite Penelitian. Kecelakaan Tmnsporwi Udora. 

(3) Setelah menerima laparan leljadinya ke.:elala!an pesawar: ud.!!nl sebagaimana dirnaksud dnltun nyat (I) drm ayal 
(1), Sub Komitc Peru.:litiau Keeelakaan Tl'lJil5P(Ifla$i Udamsegera mctukukm penelitian. 

(4} Ketentuan lebih lanjut meng<:nai lata cam pelaporan sebngaimana dimaksud dalam ayat (I) dan ayal (2) diatm 
dengan Keputusan Menl.eri. 

Ps"' 
(1) l'ejabal yang b:!'W¢1lang pada iokasi kecelakaan pcsawat udara w'\iib r:ne!aku.kan tindakan pengamanan teritadap 

pe.'iawat udara Yl!llg mengaJami keeelakaan di (u.ar daerah !ioglnmgan kurja bandar ~ untuk ' 
a melindiJTigi awak pesawat udllnl dan penumpang:nye; 
b. meucegah lerjttdinya tiru:1akan yttng dupat meogubah letek pesawat udoro. merusak da:n/atu.u 

mengombil banwg-barang dari pesawat udara JEI.ng meogaJaml keeelakaan, 
(2) Tlnda.kan pengaman:m sebagaimuna dimaksud dalam ayat (1), rlapal. berllmgsung Sllmpal dengan bcrokhlmya 

pellllcsanann penelitio.n di lapanga.n olell Sub Komite PcftelitianKecelt!kaan l'nwportasi UdBta, 
(3) Kelentuan lebih lanjul mengenai tindakan pengwnantt.n sebngaimana dimaksw:i dulftlll aynt (1} dan ayat (2), 

diatur sesuai dengan peraturart penmdang-t~~~dengan yang berlaku.. 

Pasal97 
( l) Sub Kumite Penelitian Kcocbtluum Transporwi Ut.lus v.11jib me!a.potkm basil penelitian kt:pada Men1eri. 
(2) Menteri menyampaikun hasil penelitian sebagaimana dimuksud dalam ayat {I) kepada O~sasi Penerbangan 

Sipil IDittm!.5ional. 
{3) Ketentuan lebib lanjut mengenei tat.a cata pelaporan dan penyrunpai11n basil penditi11.11 sebagai.mt!l)&: dimlllrnld 

dalam ayat (l)dan ayat (2). diatur dtnganKeputusan Menteri. 

BAJ3XI 
PENCEMARANLINGKUNOAN 

P""% 
{I) Setiap omtl& dan/alau badon hukum yang mernproduksi danlatau mcngoperasilom pesawat udara, wajlb 

mencegah ltljadinya pem:emaran lingkungan.. 
(2) Pen.;cmaran lingk.ungsn sebagaimana dimaksudda.lam ayat (lh meliputi.hnJ.haJ yang berkaitan dengan: 

a emisi gtl.li buang; 
b. tingkat.kebisingan. 

(3) Ketentuan sebagaimana dim#ksud dalam 11y~t {1) dan ayat (2), berlaku bagi ~11V>'Ilt udam yang akan 
didal\arkan dan/a.tnu dioperasikan di wilayah Republik Indonesia. 

(4) KetenWa.n stbilgaimano. dim.eksud dalnm ayal (I) dan eyaC {2), hanya berlaku uotuk pesawut udl!l'a yang 
digerakkan Oleb mesin penggernkjenis gas turbin. 
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(5) Pesawat udarn yang lclah didafu!rkan danlatau diopernsikan di wilayah Rcpublik indonesia barus memenuhl 
persyllllltan sebagaimana dim.ak.sud -dt~lam ayut {2), selornbut-1umbatnya 10 (scpulu:h} tahun sejak ditetapkannya 
Pt.'nihlmn Pemerintuh lni. 

(6) KetmtuM lebi.h lanjul mengenai haJ...hal scbagulmana dimaksud dalam ay&l: (2}, diatur dengan Keputusan 
Mentcri. 

BAB xn 
SANKS! 

_,,. 
(1) Pelanggamn (erbadap. tidok terpenuhinya persyHmtliil l«:andnlnn opcraslonal pesawat udarn sebagaimano 

dimaksud da.!am PIIS!l! Hi, Pasal 17, Pasal26. POSI!l 28, hsaJ 41, Posal 42. Paool45, Pasnl 46, Pasal 47, Pnsal 
50. PaW 61, doo Pasal62dikenakun sanksi.admini:>tratif. 

(Z) Peog;:IUWl san.ksi tdrninistrasi sebagaimaoa dimaksud dalam ayat (l) dilnkuka.n mela.lui proses peringatao 
tertuli:> sebanyak 3 (riga) ka!i bertutut-twut dcnga.n tenggaag waktu masing-masing 1 (sutu) bulan. 

{3) Apablla pericg,a.lan sebagaimmm dimaksud dalam ayat (2} lidak diiudahkan. dilanjulknn dengan pembekuim 
sert:ifikat un!ukjtm.gk.a waktu pa!inglwna 3 (liga) bulu.n.. 

(4) ApabilB pembekum sertifikat sebagaimaaadlmaksud dalam ayni (3) habis janglro wsktunya dan tidak ada usnhu 
petbaikan. maka sertifikl.lt dicabut.. 

,.... 100 
Pemeg:ang sertifikst keandalan opernsionlll pesawat udara sebagaimlllta dimaksud deiam Pasa.l 99 dapat Iangsung 
di.kenai sanksi pau;ahutun sertilikal tanpa melului proses sebagaimaoo dimaksud da!nm Pasal 99 dalam hal. 

pemegang sertifikal U':fbukti: 
a. melskulcm kegiaum yang membahuyakm lreamnnan negara; 
b. mempemleh sertlfikal dan/atau sural izin dengan cam tidaksah; atau 
c. sccara nyata melakukan !.indllkm yang mcmbahayakan keamarum dan. keselamatan pencrbangan.. 

PasallOl 
{1) Senifill;at ke~ personil pe:nerbtmpn dnp:u dl¢.~~but. apabllo: pemegang sedifikat keGak:BJlan tidak 

memmulli ~ibm sebagaimWM dimaksud dWarn Pasal 69, l'nsnl ?fi. Pasal 71 ayat (l). PI!Sa! 79, Pasal SO. 
Pasal 81, dmPasa182. 

(2) Pencabutan sertifikat kecukapan sebagaimunu dimaksud datam ayat (1), dilakuknn mt.lal\li proses peringutan 
tcrtulis. 

{3) Apabiht perlngatan sclmgaimana dimaksml dalarn !l)'nt (2), tidak dii.ndahkun dilanjutkun dengan pcmbekuan 
sertifikat kecakapan untukjangka. wak1u tmcntu. 

(4) Apablla selama mll.!i& pembekuan sebagaimana dimak.'>ud do.lam ayut (l), tiduk llda upaya perllaikatl olch 
pemegang settifikat, mnka :sertifik.&t keeabpan di<.:ahllt. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pembcbum oobagaimtllla dirrutk.'l:t!d dalam ayat (3). diatur 
dengan Kepuh1sa.n Menteri. 

Pasal102 
Sertifikllt kecnkapon dicabut t&ilpa mellllui proses pcringutan dnn!utiru pembekuan, dalarn hal pemegang 
sertifikat tt':l'bukti : 
a. memperoleh sertifikal ktcalwpan dengan earn lidak sab; airuJ 
b. rneln.kuknn kegiamn yang mcmbahayakan kemnlln.Wl negora. 

BABXlll 
KE'T'ENTUAN PERALnfAN 

,.... ]OJ 
DengRn berlakuuya Pemturan Pcme:intab inl, scmuu pemtumn penmdang-undDJJgm yang lcbih rend!llt dari 
Pererutan Pemerintah yang mengsrur mengenui lreamo..nan dnn keselamatan penerbnng1111 dinyruakan letup berlaku, 
sepanJang lidBk bcrtclltangan atau bel urn digwrti.dengan yflllg baru bcnii!Sarlmn Peratunm Pemerintah ini. 

BABXIV 
KE'l'ENTUAN PENUTUP 

Pasal 104 
Peratumn hmerlntah ini mulai berleku 1 (sutu) tahtm~aklanggal ditetapkan. 

Agar setinp onmg mengetah1,1inya,. memerintahkan pe~und~mgan Peroruran Pemerintah ini d.r:ngan penempatannya 
dalam Lembaran Negaraltepubtik Indonesia. 
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UMUM 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATIJRAN PEMER!NTAHREPU&.IK DIDONESJA 
NOMOR3 TAHUN200l 

TENTANO 
KE.AMANA.~ DAN KESEl.AMATAN PENERBANGAN 

Kcamanan dan keselamnttu; penerb.angnn memiliki penlllflll yang peoting dan slnltegis da!w.n pen}'"elenggaraan 
penerbangan sehingga penyelengg&r1lnonya dikuasni oleh rn:gam dan pembinaa:nnya dilakukllrl oleh Pemerinlah 
da1am satu kesatuan sistempetayamm k:eamanan dflll keselamalan penerbangun sipil. 
Pembinrum yang dilakukan oleh pemerln!ab meli,rni aspek pengaturan, pengendalian dan pengawusan terhm!ap 
kegiatan pembangunrm. pendayagunaan, dan pengembangan sistem pelayanan keamamm dan. keselamatan 
penerbnngan. dalam upaya untuk mewujudkan penyelenggatM'fl penerbang:un yang sei®U~t., arnan, cepat. lan®r, 
tertib dan rern.tut serta terpadu deugan mode transpol'ti!Si lain. 
AW dMar hiLl tersehut di allis, maks dal4m Peraturnn Pemerintah ini diatur ketentwm. mengenni sistem l::eammmn 
dan keselamalan penerbangan. pela.yanan operasi pesawat udart~, pengopertlSian bandar lldara, pengaturo.n mengenui 
n.umg udara, peswnil lteamanan dan keselamatan penerbmgun, pelayw:~un kesehalan penexbang.an, lata cam 
penMganun dan pemeri.Jc;aan penumpang. bagll!li kargo dan pas, pencarian dan pen.oktng8111receiakaan pesawiit 
udlll"flt penelitian sehab-sebab ket'clakaan pesawat udara, pmgrnm pct~gamanlttl penetbangan sipil serta tarifjase. 
pelayanan navigasi pened>angan. 
Di samping hal tersebut di atas, distur pul.u keandahm eperasionel pesawat udara yang pada dasamya hanya dapat 
dipenub.i apabiJa persyarataJ.t,.penyaratnn yang menyangkut s.tandnr kel11ikan udara, rancang bangun pesawlltudara. 
pembuatan pesawat udum, perawatan pesuwaC udiiill., pen~an pesaWBt udara. sumdar kebising&l peaawllt 
udara. penampLII'Igan sisa bahan bakar, dan l!mbang batas gas beang pesawut lidara, sert.B pmooil pes!I.W1lt udara, 
dapat dipenuh i sesuo.i pett\turnn penmdang-und&ngan yeng berl«lro. 
Hal 12.in yang perlu diutur, yang merupakan kelengkapan administrasi sekali&W persyara!M operasional pesawat 
udo.ra ad!llflh penda.fl.artm pesawat udant don landll kebangsann pes11wat udara. 

PASALDE..\flPASAL 

Pa$1111 
Cukupjelas 
PasaU 
Ayat(l} 
Keam.ana.n dan keselamaum penerbangan me:rupakan suutu rangkaiM Iwgiatan yang sating berkait dan saling 
mempengmuhi ya.ng meliputi penyelengg!l.l'8311 di bidang pest~wut udara, kl:wnanan dM keselamntan penerbatlgan 
scrtu pcrnoo.il penerban.gnn. 
Ayat{2) 
T ennasuk dalam flSpek pe4gaturan, pellgendalim dan p!Ulgawastm Maluh aspek pereocat~flun. 
Ayat{3} 
Cukupjel& 
Ayt~l (4) 
Culrupjelas 
Ayet(S) 
Cukupjclas 
Pasall 
Ayar{l) 
Cukapjd8$ 
Ayat{2} 
Hurufa 
Program pengl!manan bandar udaro. (airport sea~rity program) metUpa.kun bagian dnri progrnm pengamQI'W.Il 
penerbangan ~ipil yang bertujuau untuk memberikan perllndungan tedmdap awak pesawat udam. pesawat udam, 
penumpang,. parn petugas dl darnt dan maeyarakal scrta instalasi di kttwasan blllldnr udam dari tind(lka.n me!awao: 
hulrum. 
Hurufb 
Pn>grnm peagamana.n perusahaan tl.!lfV<;ulan ud!U'l} (lirlim!$ securfly pragram) metupakan baginn dari progrsm 
pengaroanan penetbangan sipll yang be.rtujurm un!.uk memberikan perlindungon terbndap nwak pesawa.l udara dan 
penumptl.!lg serta pengu.mauan pesawut udartl dari tindakM meluwan hulrum. 
Ayat(3) 
Cukupjclas 
Pasal4 
Cuirup jetas 
Pt>sal5 
Ayat(l) 
Pelayanao. navigesi penerbangan dilaksanakan dalam. kl:lldaanrumnal dankeudrum darutal penerbangan, 
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Yang dimuksud dengfln pe!uyanan navigasi penerbangan dilaksll!'lakan dt.t!am keadrum normal penerbangan adt1luh 
pelayarnm llllVig;isi penerbangan y;wg diberikan kepadll pesawat udarn. ylillg melaksanakao pencrbangun sesuui 
dengan rencana penetbangun. 
Yang dlmaksud dengan pclayanan navigasl penerbangan diluksanaknn dalam keadaan darurst penerbangan mlalah 
pelayanan navigasi penerba.ngan. yang diberikaQ kepsda pe$awat uda.ra yang melaksanak.an peoerlnm&an tidak sesmli 
dengan tooea.na penerbangan.nya. sehubungan dcngan ulasan operusimml y.mgpole.llsial mengnncam keamanan dan 
keselama1an penetbMgan, 
Ayat(2) 
Cukup jelos: 
Ayat(3) 
Cokup jcl>; 
PMal6 
Aya<(l) 
Pelayanllll pe»gopenr!illll bandar udara dilubanakan daJam keadaan rumnsl dan keadau.n danmn pcnerbangan. 
Yang dirnaksud dengan pengopcrasian bandar udarn dilllksanaknn dWam kendaan normal peru:rbangan adalab 
pelayanan pengGpem"ian bandar udara yang diberikan keptlda pesawat udara yang meluksanakan pooerbangan 
sesuai dengan rencann penerbangan. 
Yang dimaksud denp pengoperasinn bandar udara dilak.sllflakan dalam keadaan darurat peru:rbanpn adalnh 
pelaysnan pengoperasian bandar uda.ra yang diberikan kepuda pesawat udars yang me!aksanakmt penerbangan tid.tk 
$CSUai dengan renCWia penetb:anganny.a, sehubungan dengan nlasan opernsiona1 )'I!Dg potensial mcngancam 
keam8Il3Jl dan kesdwnatan peaerb&Dgan. 
Ayat(2) 
Cukupjelo$ 
Ayat(3) 
LUlruj> jcl>; 
F1lll1117 
Cukupjelas 
P.ut~l8 
Ayat(l) 
Culrup jclas 
Ayal(2) 
Yang dimaksud dengan standll.l" kelllikan udara ruj(llah sta.ru.lar ke\aikan udara uoruk p¢St!WIIl yang dibum. al<lu 
dlrekayn.sa khll:lius unruk mcngangkut penumpang.. Sedangk.an pcsbwat jenis lainnya y~ tidak mengangkut 
penumpang, misalnya gantole, pesawat ri.ngnn, glider, dan flying float akan diatur dengan per;ytttahtll khusus yang 
akan dite111pkan benfasrlM perlrembanganl'Wlcung b&!gu.n (tidllk mr;rniliki sumdar keluikan udWli). 
Hum fa 
Yang dimllksud ~gan pesawat terbang kategori lranspc;r adalah pesawat yang berdaya penggeruk dengan gaya 
propeller dan lebib. dati 1 (SIIlu} daya penggeruk, memililci kotillgumsi penumpang Jehilt dati 19 (sembilan belas) 
penumpa.ng <ian bcrat trulbimum lepas land'as lebih dari 8.600 kg (19J)00 pounds) atnu pes!.lwal yang bcrdaya 
pcnggerak denyw mcsin jet dan lebih dari l (std:u) daya pcnggerak: dan betut makslmum lepas leradas lebih dari 
5.700 kg (12..500pcumif}.. 
Yang dimaksud dengan p¢$8WUl terbang kategori nonnul adalah pesawat terba.ng yang dibalusi dengan konfigtltll$i 
tcmpat duduk peralllT!p<mg tidak lebih dati 9 (umbilan) tempat duduk dlUl bcrat maksirnum lepi!$ !andus tidak: !ebih 
duri 5.700 kg(l2.500 pounds) dtindiperzunuka:n tidakwtukoperasi llkrobatik. 
YIUlg dimak.sud dengan pesawst tetbang !uttegori lilility ada!ab. pe$11.wat t.erbang yang dibntasi deogll.ti koniig:urasi 
lempal dmluk penumpang tidak lebih dari 9 (sembilllll) tempm duduk dll!l bm.t maksili!um Jepas larn:las tidak lcbih 
daci 5.700 kg (llSOOptu.mds) dan dipergunakan umuk akrobatik opernsi yang tetbolas:. 
Ynng dirnaksud deug1111 pesawut terbang kategcti akrobutik adal<lh pesawac terbang yang diblliasi dt:ng11n konfigurasi 
tempat daduk per~ urn pang ill:lak lebi.h dari 9 {setnt>ilan} tmpat duduk dll.ti bernt maksimum lepas landas tidnk lebih 
dati 5.700 kg (12.500 pounds} dan dapat clipcrgunaknn untuk akrohatik. 
Yru1g dim~d dengan pesawat tetbeng kategori komuter adalah pc:sawat ye.ng bcrdayn peuggeruk dengtm gaya 
prope.lier dan lebllt dari I (salt!) deyll penggerok. metnililci konfigurasi kmplll dud11k pcnumpatlg lidak lehih dari 19 
(sembilll.ti bolas) tempnt duduk dim benli maksiMum lepas IMdas iid<lk lebih dllri 8.600 kg (19.000 pounds) clan 
digunaktm tidak. 1.tt1tuk akrobatik. 
Hurufb 
Yang di.mllksud dengan h.elik.op~r ksregc..i: nom!!.l adalnh hclikopter deng11.11 beml maksimum kpas landtls lidak 
1ebih drui 2 700 kg (60C(J pounds). 
Hurufc 
Yang dimaksud dengll.ti bclikopter-lauegori trunspor Ada!ah helikopter dengan beret mak.simum kpns lartdas lebih 
dari 2. 700kg(0000pounds). 
l!urufd 
Cukupjdas 
Hurufe 
Cukupjclas 
Hwuff 
Cuknp jelas 
AY>\(3) 
Cukupje11U 
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Ayat(4} 
Cukup jelfiS 
Pa.s.at9 
Cukup je!.as 
PasallO 
Cukupjelll!i 
Ps!!alll 
Culrup jell!$ 
Pssal iZ 
Cukupjelas 
Pasall3 
Ayat{l) 
Cublp jelas 
A}ld:(2) 
Cuk-up jelas 
Ayut (3) 
Hurufa 
Menteri tmmberikan persetujuan peru ball lin taru::ang hJtrJgun yang dilnkukun oleh perusabaan trttw peronmgan. 
Hurutb 
Menteri memOOrikall pers.etujuan peruhahan rancang bangun berupa sertifikat tipe !ambBhankcpada perusabaan u!B.u 
peroo:mgan yang bulum pemegang sertifikal tipe. 
Hwufc 
Mmkri memberikun persetujuM revisi dati sertifikfll. tipe terhadwp perubiib.lin rancang bu.ngua yang dilakukan o!elt 
pemegang sertifikot ripe. 
Ay111(4) 
Cukup jeliiS 
Panll4 
Culru_p je1as 
Panl IS 
Ayat(l) 
Cukup jeii\S 
Ayat(2} 
YMg dimuksud dengau val!dnsi sertiftkat Jlpe adalah penyetanmn terb~ap seniiikat tlpe n.egara Jain setelah 
dilu.kukan evaluasi nmcang bangun dan pembuatan pesawat udara, mesin pesawnt udaru dan bating-baling pesuwat 
tetbang berdl!.sarkan st!mdar kelailwn udara Republik Indonesia. 
AY"'(l) 
Cukupjdus 
Ayat (4} 
Cukupjelus 
Pasal16 
Ay.at{!) 
Sertifikat mutu produksi diberikan cteh Menteri kepada: 
a. pemegang senifikat tipe Ytllli telah metnl.Liki sistem J.vmdali mutu yang memert\lhi standar, d!m/utuu 
b. pemegaog sertifiknt tipe Lllmbabl!Jl yang memproduksi kcmponen dan Ielah memiliki 5i5tem kendali mutu yang 

memenuhl standar;: danl'atau 
c. perusahaan yang m:cmproduksi kompcncn berdasark!w ketentul!Jl stundar lelw!s yang dinlrui f[eahnical 

StaNiars Order!TSG) dan tclab memilik:i siS'Ie:m kendali mutu yangmemenuhi slalldar, dllllla1au 
d. perusahaan yang memprodu.ksi komponen dmlat&u morerial berdasarbn ki:Sllmaan statl.dur teknis fart 

Mznu:factuntl' Appro110/IPMA) d(l{! tdabmemiliki sistcm kuldali rnutu yang mem.cnuhi $lruldar. 
Ayuti;!) 
Cukupjelas 
Ayat{3) 
Cukupjclas 
hs•117 
Culwpjelas 
Pau.l i8 
Cukup jclllS 
Pual19 
AY"' (l) 
Cukupjelas 
Ayot{2) 
Culrup jehw 
Ayat (3) 
Yang d[mllkslld dCf!gM Sertifiknt Ke!aikan Udarn Stundur Kutegnri Ttllllspor adalah sertiftkat yang diberikan 
kepnda pesawat terbang klll:cgori tra.D.SJ)OI', helikopter kategori tcanspor yuug raneang baogUMya memenuhi .s!anda.r 
kulo.ikan udam kutcgori ttlltlSpcr, 
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Yoog dimaksud dengan Sertifikut Ke!aikart Udara Standar Kalegzyri Normal adn.lah sertifikat yang dibenltan kepada 
pcsawal. tcrbang kategori oomml, helikopter katc:gM normal yang I"'DWaa18 brulgunnytt memenuhi stilndnr kelaikan 
udarn ka!egori I'IOnnal. 
Yang di.maksud dengun Sertllikat Kelaiknn Udma St:mdur Kalegori Utiliiy adslah sertlfilrot ymg diberikan kepada 
pe$1tmJ.l!¢Wangkateg{)ti 11tilir.y yang raneang bangunnya memenuhi sumdar kelaikan udara kategori utility. 
Yang dimaksud doogan Sertiflkll.t Kelaikan Udara Standar Ketegori Akrobalik udalah sertifik.al. yang dlberilcm 
kepada pesawet terbung ka.1egori ukrobatilt y.ang r.mcang blillgllmlya memenuhl standar kelaik.an udara kateg(ni 

""""""'" Yang dimaksud dengan Scrtifikat Kelaikan Udam Standar Kotegori Komater adaJBh sertifikat yAng diberikan kepada 
pesawnt tc:rbang !reiegori kanmteryangrancang bangunnya memenuhi stondar kelaikan udarn ka!egorl trauspor. 
Yang dimaksud dengan Senifil.."ll! Kelaikan Udnrn SIMI®r Kategori Bn.Joo Berpenumpang adalah sertifikat yang 
dibcrike.n kepada balo~ b<:rpenumplblg )'1l.llg nmcang bangunnya memenuhi stendar kelllOOul udnra kllle&ori halon 
be!penumpang. 
Sertifiklil. Kelaikll.n Udaru S!andflr sebagaimBila !e.sebut di ala$ tidak diberikan untnk: mesin pesawat udara dan 
balin~g pes:.nwal terbang. 
A,yai (4} 
Yang dlmnltsud deng:ut pesawal udata Mtnk penggunann seeara tetbata.s (restrfcletf'j adalah pesawe.t udma yang 
dibangun sesu!li dengan sertifikat tipe teroat!IS, atau pesawtlt udara yang teloh mempunyai senlfila.lt Upe dan 
dilakukan perubahan untuk kegunaan tettentu, Mtaralain lllltuk pemvtrei.I!D. udara, penyemprotan dtm lain ·lain. 
Y aug dimaksud dengan pesa.wal udara untuk penggunrum Steatll sementaro {provisiorwl} adalah pesawal udara yang 
sedang menjalani proses sertiflkasi sertifikal l.Ipc dimana secara teknis pengujian telah memenuhl staDdar kelllikan 
udara, namoo m:am administral.ifbelum. scluruhnya dlselesaikan, 
P'esav.Etjenis i.ni <iapat digunflknn wtuk antara lain men·h'4i,.,ing CJ~Stomer pilor, demons!'ni.Si uji terbang komerslal 
d!\n lain-lain.. 
Yang dimaksud dengnn pesawat udara untuk percobaaa (experimenlti{) adt!:lah pesawtlt udara yang dibcti sertilikat 
untak keperluan uji oobapemellllhan pmyarnlatl standut rcgulasi, penelitian tfun pengembangu.n. pclatiban, pamenm 
udaru, sw:vey pasar, perlombaart ctau pesawat udnra yang dibo.ngun oleh seseorang l)lome buflt) dun digunakan 
senditi oleh yang membuatnya untuk tujuan peDgembangan kedirgantlltrum dan rekreasi. 
Yang dimoksud dengun pesawat udarauntuk tujuan penerbangan kbusus .adalah pesawat ud.arn yang diberi sertlflkat 
l«:lWknn udara untuk kepeduan misi khllllWl anwn loin untu.k ptrbaikan dan pernwatan, cvakuo.sf penyelamstan 
pesawat udllJ'II, operasi melebilU maksimu:m berat !epas Iandes. penyerahan pesawat udara {delivery) alllu ekspor dan 
uji tedlangp.raduksi. 
Ayat(S} 
Cukupjelll$ 
Ayat{6) 
Cukupjeles 
Pan:J 20 
Cukup jellls 
:Pas-.al Zl 
Ayat(l) 
Pengeluaran aer'Jfikat kela!lam udam untuk ekspo; t.erganlung mas penninlaao. neg am pengimp(lr. 
Ayat(2} 
Yang dimai;sud dengan produk ada.fah pesuwat udll.t'8, mt.:Sin pesawat udant dan b!.lling-baling pesawa~ terbartg 
tennusuk kompoMn d!lll bagiart-htlg;!.annya. 
Pa.sal :Z:Z 
Cukupjelas 
Pasa123 
Cukup jelas 
P~rn~l24 

Cukup jclas 
Panl2:5 
Cukupjelos 
fasall6 
Cuhlp jelas 
Pasal '1.7 
Cukupjeles 
PJ~5al28 
Cokupjelas 
Patel 2!} 
Cu.kup jel&"J 
Pa$li.IJtl 
Cukupjellt'l 
Pssal31 
A)"l(l) 
Y a.ng dimaksud dengan dill\ huruf yang memmjukkan ldentilas Indonesia adtilab PK. 
Ayllt (2) 
Cukupjcl15 
Ayat (3) 
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Cukup Jelus 
Ayat{4} 
Cuktlp jclas 
Pasal32 
Cukupje"' 
P.l!al33 
Cukupjela'l 
Pasal34 
Ayat(l) 
Ya:ag dimaksud dengan bandar uda.rn meliputi bandar udara umum dan bandnr udrua khusus. Sclanjutn_ya sertiflkat 
dimaksud adalah bukti telah dipenuhinya penyaratan untuk wenjamic ~«nftll dM ke:selflmatau penerbnngan. 
-(2) 
flurufa 
Yang dimaksud dengan fasiUfai penerbang.Wl antara lain meliputi perulaUm sistem pendamlan. peralatan sistc:m 
komunikn.si, pcraia1an met.eorologi, lnndasan paw (runway}, penghubung landa.san pRCu (taxiway), peralatan parkir 
pesawat(opron) dlm tennicaL 
Yang dimaksud dengan penilatan pc:tri)Jijang penerbango.n antarn lain maliputi petalaten listrik, instalosi air, 
peraJatan perbeo&keltn, pergudanga.n.. d:m pem!atan pemoodua.n paddr pesawat udam ftfircrqfi Docking Guidance 
Systt~miADGS}. 
Penyesualandttljlao kelas bandamhanya berlaku untukbandarudam umum. 
Hurufb 
Ptosedur pclayanan jasa hmldar udara antam lain mcliputi : 
I) prosedur pclayanM penumpang; 
2) proser.!ur peloyanan kargo d<m. pos; 
3) prosedurpelayanan pesawat udo.n;~ 
4) prooedurpeiByanan koltSesioner. 
HUNfc 
Program pengamnrnm bandar udarn ff.irport Sccu:rity Program} merupukan bagiau dari program p¢llgsmsnan 

penerbangan sipil yang bertujuan meojamin perliDdungan terhadap awak pesawoluda.m. penwnp ang, par:1 petugas di 
daratdan mnsy!U'llkat sert.ll. instnlasi di kawasan bandarudam dari aocaman tindakan mclawmhukum, 
Hurufd 
Cukup jeiO$ 
Humfe 
Cukupjelas 
Huruff 
Cukupjelas 
Hurufg 
Cukup jclus 
Hurufh 
Cukupjclll!l 
Hurufi 
Cnkupjelas 
iiurufj 
Cukupjelas 
Ayat (3) 
Cukupjelas 
Fal!al35 
Y.~~ng dimaksud dengan sisi d!lnll adal.ah wilayah baodar udnrn yang tidak !angsung b&rbubungan den gun k"giutan 
operusi pem:rimngo.n, 
Yang dimaksud deoganslsi udnra ddalab wilayah b!mdarl,ll.iarn yang berhub\mgan langatu~g dengankegiatanoperasi 
penerbangan, 
Pasal36 
Cukupjelas 
Pasal37 
Ayat{l) 
hurufa 
Ytulg dimaksud dengan bah11.0 organik adalo.b bahao yang bukan merupak1ln bahao logan; en lara lain berupa plastik, 
l.epu.ng, tos, catran. dan sebagainya. 
Yeng dimaksttd dengan buhan oon-organik berupa bah an yang terbual dari metaL 

"""''" Cukupjelas 
Ayat(2) 
Cukupjelas 
Ayat(3) 
Cukupjelas 
Pasat38 
Ayat(J) 
Cukupjelas 
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Ayl'lt{2) 
Yang dlmalcrud dengan pemlutan pecunjang operasi bandar udara ant.M:t lain berupt1 garbarata, ban berjalan, dan 
pentlatan penunjacg pelayooun d::u:at pesAwtll udara (groumi !iupporl equipment}-
Ayat(3) 
Cukupjelas 
Ayat{4) 
Cukupjelas 
Pasai:W 
Ayat(l) 
Gawat darumt di ban.dat udant berupa a:ntam lain: 
u.. pes.awat udaru yaogmenp!wni kead!IM darurat penerbangao; 
b, sDboWe atau ancaman hom terhadap pesawatudnratbn/alllu prasarar~a peoerbangan; 
c. pesawtt udara dnlam fl.l.lCamWl tindakan gangguan melawan hukurn; 
d. kejadian pads pesawat ud~~~ak:!tenabahan dsn/atau hanmg betba:hays; 
e.. kebaknnm pada blmgumm; 
f. betlc.o.na alam. 
Ayat(2} 
C\1kup je:Ias 
Ayat(3) 
Cnkupjelw; 
Ayat(4) 
Culrup jelas 
Ayfit(S) 
Cukupjelas 
Paaal40 
Cukupjdas 
Paol41 
Cukupjelas 
hsa142 
Ayot(l) 
Cukup jcli!S 
Aynt(2) 
Humf1:1 
Yang dimaksud dengan pergerakiln pesnwat udllr8 di pel~tta111n parklr adalah pesawat ud1U11 yang m<mUu danhnau 
meningga!ka.n temp& parlcit, 
Bumfb 
Yang dlmaksud dengan peralatan ~unjang pltrkir pesawat udara adulah liJltiU'a lain perulloltan pemanduan parkir 
pesowat udam at.Huoircroft docJ:.ingguitling syslflm. 
Ayat(3) 
Cukup jelns 
h!lal43 
Ayat(l) 
Pemberil.abmto dalam. ketentum ini berupa beritalinfumrui yllrlg berisi h:mdisi atau perubahM mengeoai fesililbs 
aeronautika., pelllyanan. prowdur ruau gangguaJl, jangka wakhJ berlakunya pemberitahu!tfl yii.Dg bergunD untuk 
dikelilllui oleh kommtitas penerbangan (Nerice to AirmeniNOTilM), 
Yang dim:alaud dengM~ kepeotingan khu9.1S l!nl.an:i lain ndaluh adaoya lrunjungan Wmu negarn. kebemnglw!an 
dmlatau kedato.ngun Kepala Negnra dlldari bandar nd!l111 yang bersangkuian. 
Ayut(2) 
Cukupjelas 
Pasa144 
Ay>t(l) 
Culrup jelas 
Ayat(2) 
Hurufa 
Inf<nmasi umum perunbangon memlltlt in.fOlllWi yang meliputi; 
I. peratunm dan pcrnyaratan penerbangan; 
2 pelayiiDifllt infum1asi. penetbangan dan pelayanan mete(lrologi; 
3, penangguagjawab pembuatan pcta-peta penerbang,an; 
4. perumggungjav.ub pclayanandan kl:!m~~t~iko.si lulu !intas udo.ra~ 
5. pc!Qyanan SAR; 
6. tarlfpei .. ~·II.Dan bandar udura dan pclayanM navigusi penerbangan.. 
Ifutufb 
lnfcmwi pelaye.nnn navigasi penerbangan memuatinfomnui yang meliputi: 
L pengaturan ro(e penerbangnn dan pelayanan padajalurpcnerbangan; 
2. pengEil:Umn lain linwudarn dalam roang udlll"ll.; 
3. slstem ahtl bantu naviga.-.i penerbqnn; 
4. desk.ripsi tentang dnetM terlamrtg, terbatas dan bahayu; 
5. deskripsi mengeuu.i populasi dan perpindahtmkelomJK!k burung. 
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Hurufe 
InfortJl»Si bandarudarn memt1at infonnasi yangmelipuli ; 
L pelayanan p<:oyellllllatan dan pcmadaman kebakar.m; 
2. fasilitas landasan dan penunjangnya; 
3. peiR)IM!Wl penumpat~g dan fa:sitltas p¢nunjangnya. 
Ayat(3) 
Cukupjdas 
Ayat(4) 
Cukup jcli!S 
P.U11145 
Ayat(l) 
Cukupjelas 
Ayat(2) 
Hurufa 
Cukupjelas 
H>Wfb 
Berita bagi. komll.llitas penecbangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan in! dalam dunia penerbangm disebut 
denganNOT AM (Nclice tf) Ainnan). 
Hurufc 
Cukupjelas 
Hurufd 
Cukupjelas 
AY'!(3) 
Cukup jeli!S 
Pasal46 
Ayat (I) 
Penghulrung landas.an pacu dnlam keleutuan ini dalam dunia penerbangan disebut laxiway. 
AY"(2) 
Cukupjelas 
Ayal(3) 
Kapten Pcnerbang da!am keten!llan ini adalah kaplen pencrbang yang sediUlg mehikuku.n penerb;:,ngan meuuju 
batlde.r udara yang ditutup. 
Ba.ndar U<!ara lainnYil adalah bandat udom tcJnpat keben.tngkatan pesuwat udam yang akan dan sedaog menuju ke 
brmdar udara yang dilutup. 
Ytwg dtmaksud dengun operator adclah peru.~lihilwl nngkutan udura Y!l.ft& llk:an lerbang m1::nuju bandar udo.ra 
terseb:~L 
Ayat(4) 
Cukupjelas 
Ayal(S) 
Cukupjehu 
Pasal47 
Ayat{l) 
'rempat telisoiiJSi dalam kel<:ntuan ini merupakan bagia.n duri wilb}'a."' bandar udnra yang disediu.kan kh\1$ll$ bugi 
penempatan pesawat udll.l1l y;wg mengaJami gangguan atau aneuman keamanan. 
Bagjan dati wilayah bander udarn. dirnd:sud lwus benar-benar rurum dari gaoggn;m pibak lain dan dapat ~n.iamin 
keo.manan dan kewlnmatan pem:rba.ngan pad!! bandar uda:m twsebuL 
Ayot(2) 
Cukupjelas 
Aynt{3} 
Cukupjelas 
PIWll48 
Ayat(l) 
Cukupjelas 
Ayat(2) 
Hurufa 
Cukupjelos 
Hurufb 
Culrup jelss 
Hurufc 
Yang dimaksud den san permintaan pasarsebagairnana dimaksud dallllll ketentuan ini lldaJah teljadinya peningkatnn 
pertnintaanjasa Mgkul.an udo.rn dari dan menuju ke bandar udant yang betsMgkutan.. 
Pennill!Mn pasa:r termasuk pertimbangan-pertimbangon ekonoml dan komcrsial, 
Hurufd 
Ctilrup jcli!S 
Pettnintann pasar dl).[l perrutl'lbuhan ekotwmi sebagaimMu dimaksud da!am ketentu!Ul huruf e dan huruf d bukan 
merupokan bal y~gmullak h€lf'US di~ uotuk pcne!fiPMiam openui bandar udara. 
Ayat(3} 
Cukupjelss 
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Pasal49 
A)i!li (I) 
Kendaan lerteotu dalnm ketentuan ini dupat herupa kendaan peak sftastm yang memrriukan pcnambahan jAdwal 
penerbangun, lmjadinya kctedambatan ka:rena alasan leknis r;rtau cuaca i\lau ka.rt:na alllllan pengnttmu:l !alu lint& 
udara, adanyn penerbm.Jgan VIP, rrn;ny~mgkut kep1:otingan perttthanan dan kenmanan, tetjadinya beneana alw:n dan 
kegia!an SAR 
;\y.U(2) 
H"""a 
Cukupjelas 
Hurufb 
Pengertian kemampuan bandar udura seha&almana dimaksud dlllam ketentuan ini dikailk1111 antant lain decgan 
fasilitas, pcraJI'Itan dan pct$(!ni! yang ternedia pad11 bandar udrua yang bernMgkulall. 
1-htrufe 
Cukupjtl.os 
Ayat(.l) 
CukuJl jdas 
Pual50 
Culwp jelas 
Passl51 
Cukupjelas 
Pasal52 
Yang dimak.wd dl:llgflll sis.i udam (non public area) adtdnh Uagian dnri bWldar ud~tta dan segu.l11 fas!Htas 
penunjangn.yu. yang merupakw:.t daernh bukan publlk di mnna seliap wang. b!ll1ll:lg, dan kendanum yMg akan 
memasukinya wajib ruelnlui pcmeriksaan kerumman danllllsu memilild izin Khusus. 
Yang dimaksad dengan pemcriksaan keamanau dalam dunia pcllCl'bangan adalah .recttrlty check. 
Paul 53 
Cukupjelas 
Pual54 
Cukupjelas 
PasaiSS 
Pemerikswm keamaaan ulaog tcrltadap bagasi dari penl!!llptllg ya.og batal berangknt aruu beranr,kaL tidWt hersama 
pemiliknyn dimaksndkan untuk meneegllh terjadinyo. tindakan melawmt bukum. dari pe11umpang lersebut, misalnya 
karena br.gasi tersebut berisi banmg berbl\baya. 
Pusa156 
Culrup jeloo 
f':II.<Jal57 
Ayat(l) 
Cukupjelas 
Ayll1(2) 
Cukupje!as 
Ayat(3) 
Per.lturan perundangart-undangan yllllg berlaku doJam ketentwm iui antara lain adalnh konvensi internasional 
mengenai perlaktnm alas kan;ong diplomatlk }'ll!lg wlah dirntifikasi oleh f>emtlrintzh lndoru:sia. 
Pssal :58 
Ayat(l) 
Bahan dan/atau banmg betbalmya adaln.h bendu padat, cair a!au gas yang dapat membabayakan keselamatan jiwa., 
hans be!lda dan kesel~~mRlm! pei!CtbiUlgen, 
Ayat(2) 
Cukupjelas 
Ayat (3) 
Culrup jeli!S 
Ayllt{4) 
Culrup jclas 
Ayat {S) 
Gukupjelas 
PasMI59 
Cuk:upjelas 
PasalfiO 
Ayat(l) 
Senjalll. sebegaim81Li! dimaksud dlllaru ketentuan i.ai berupa 5elljala api utau senjala llljam. Oafam hal scnjnta api, 
penyemhan dilalrukan dengan memperlibatkan ixio penguasaannya, 
Ayat(2) 
Dalam hal yang distmP<UJ ada!ah S¢lljata api, run.k:Q prnyimpanan dilakukrul setelah ill:l1llrlisi dari senjata npi tersebut 
dikeluarkan dan penyimpanan senjnla api S¢113 amunisi dilakukan padu tempal yang terpisah. 
Ayat(3} 
Cukupjelas 
Aya~.(4) 

Cukupjclns 
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Ayat(5) 
Kctentuan ini dilaksanakan ilimgan memperhatikan pernturan perundang.&FH.UKiangan yang berlaku. 
Pasal61 
CWrupjd" 
Pasa162 
Aynt(l) 
Cukupjetas 
Al"l(2) 
Perubahan kcmampu:m dcm/atau poogembangan fasilitas danlatau pcrnla!.an penunjang pencrbangau S~:b<igainuma 
dimllksud dalam kctentuaa ini bcDHln permarn:nltelap. 
Ayat(3) 
Cukupjdns 

"""' (4) 
Cukupjelas 
Fual63 
Ayni(l) 
Yang dimeksud dengan I'UIIllg udarn unhlk kepentingan pelaynnan navigasi penerbangan ndalah ruaog udara yang di 
dalamnya dl'berikan pelnyamm navigasi penerbangan kepada pesawat udam fFUght lnfo,.·moliO!I Region/FIR dan 
Upper Information Region).. 

""'' (2) CWrupjela< 
Ayat{J) 
Yang dimllksud dengan irua.a.nsi lerkait &da1ah Departeruen Lu11t Negeri dan Depa.rtemeu Per!ah1111an. 
P.asal64 
Ayat(l) 
Ruo.ng udara yang dikeru:bilikan (centro/led airspace) adalah ruang udll.111 yang ditetspkan blltas-batasnya, yang di 
dalamnya dlberikan pe!ayanan JuJu linlas udam (,A.ir Traffic Conrrol Services} dan pelayanan informosi penerbangan 
{Flight lnformaliOit Sel"''ice) sert.n ptlayanan kesieg!Wl (Alerling Sui>ice). 
RUMg udara ya11g tidak dikoodalikan (unoonfrolled airspace) adAiah ruang ud!ll11 yang ditetapkan bat.as-brllasnya 
yang di dala.tttnya diberikan peloynnan informi!Si penctbangun (Flight Information Sewice) d!lll pelayanan kesiagann 
{Alerting Service}. 
Ayat (2} 
Cukup je:las 
Ayet(3) 
Culrup jt:IIIS 
P:asal65 
Culrup jelas 
Paul6G 
Culrup jetas 
P•~i1167 
Ayat(l) 
Pelanggarun 'Nilayah udam Sl:begaimana dirruiksud delam ketentunn ini merupakmt pe~gmm kedaulntan 
Republik Indlli.lC;'iia oleh pcsawal udlll"ll nsing. sedangkan pe!anggamn kawns:an udara tcrlur.mg merupakan 
pela.oggnrnnyang:dilakukan baikcleh pcs!rWnl udara nuicnal mBJJPUll pesawal udara osing, 
Ayat(2) 
Cukup jelns 
Ayat{3) 
Clli.-up jclas 
Pa~sl68 
Ayll! (1) 
Hurufe 
Dalam pemberian pelayWlan !alu lintas Udl<ni khWiusnya menyangkul fasilhas komuru'kasi pcoc:rbnngllfl, 
diperhatikan pula kelenman yang berlaku di bidnng tclekomunikasi. 
Ht~n~fb 
Cukup jelas 
Hurufe 
Cul..-up jclns 
Hur.Jfd 
Cukupjclns 
Ayat{1) 
Cukupjelas 
Ay&t(3) 
Kalibmsi adalab pengujinn tim pnneman terhadap klncda peralaftm!fssilitas nnvigasi uda:ra agar memenuhi standar 
operasiooal penerbartgan guna mertiamin keselemat.an perterbiUI_gan. 
Ayat{4) 
Cukupjclas 
Pasal69 
Cukupjelas 
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P~t:rnl 70 
Ayat(l) 
Cukupjclas 
Ayat(2) 
Hurufa 
Cukupjelas 
Hurufb 
Yang dimaksud dengan pl.lSal infunnasi pencrbangWJ adalah Ffighl Service Station (FSS) atau F/ighzlriformatfon 
Celfler(FIC}. 
Ayat(3) 
Cukupjelas 
Ayat(4) 
Cukup jc!P.S 
Psu:l71 
Ayat(l) 
Kegiatan membUtl.llg benda dari pesawat ttdanl seperti penyen;uman hama, pem!idam kebak.mm,. dan pembuatan 
hujllll buatan anw kegiatan lain, tidak tennasuk lregiatan ytmg dill\taJ!g mtt~urut ketenhlan inl sepnnjang dil41rukao 
sesuai peraturan perundang..undangan ytlllg bcrlaku. 
Ayat(2) 
Cukupjelas 
Ayat(3) 
Cukup~Jas 
Ayat(4) 
CukupjclBS 
Ayot(S) 
Cuku~jt:Ws 
PiWII72 
Ayat(l} 
CUirupjelw. 
Ayat(2) 
Kelcntuii.D ini dimaksudksn untuk. mcnampung suatu keadaan opabilu Kapttn Penezbang tidak mampu lagi (tidak 
berday;a). sehingga pelaponm dapat dilakukan oleb. personil pcsawat udare !ainnya antara lainjlighl engineer ses\lai 
urutan kewennngan di dalam ~wal udara dimllksud. 
Ay,ot (3) 
Cukup jclf!S 
Pssal13 
Ayat(J) 
Cukupjelas 
Ayat(2} 
Cukupjelllli 
Ayat(3) 
Hurufa 
Cuk.up jela.. 
Hwufb 
Cukupjelas 
Hurufc 
Dalam pemberim pebylman lalu lintas uda.ra kbususnya menyangkut filsilitas komunikasi penetbnnsan, 
diperbatikan pula ketettb.nln yang berlsku di bidl.tng telekomunikasL 
Hurufd 
Cukupjclas 
Hurufe 
Cukupjclas 
lluruff 
Cul."UP jelas 
Hurufg 
Cukup jeles 
HUillfh 
Cukupjelns 
Hurufl 
Cukupjelao; 
Hurufj 
Cukupjefus 
Ayat.(4) 
Cu!rup jt:las 
Ayat(5) 
Cukupjclas 
Pasal '14 
Ayut(l) 
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Hurufa 
Pus!U pen,se!ldnliun ruang udnrajelajllh adalah.drea Collfrol Center (ACC) 
Hwufb 
Pus& pengendnlian ruMg udara pendekat&t adalahApproach Control Office (APP), 
Hurufc 
Pusal pengendalian ruang udua di bandarudara adalahAerodrome Conlrol Tower {ADC). 
Hurufd 
Pusat informasi pencrbangan ndalah Flight brfoYlfiOtion Cenrer (FJC). 
Hurufe 
Pusat informasi penerbangan bandar ud~~n~ udalabAercdrome FlighJ Jnfororotion Service (AFISJ 
Hmuff 
Cukupjehu 
Aym{2) 
Cukup je!IIS 
Panl75 
Yang dim.nksud dengnn penirlgkatarl lrualiW ,sumbet daya ItlliDlWa dalmn ketentuan in! anlara lain adaiab 
peningkattm kualitas pernonil pel.nyflllan navigasi penerbangan sesu.ai dengan pcrl<embanga:n ilmu pengef.ahuan 4an 
leknologi pcm:rbnngan, melalui kegiatan pcndidikan dan pelalihnn, penyeganll1.. kunjungan kelja dan kegiatan 
pertukarn.n infonnasi balk di dalam eegeri maupun di 1\ltl.f negeri. 
Pasal16 
Ayat(l) 
Peiayanan lalu !intasudara di banducudata khusus merupakan bagi!Ul dari pe:layanan navigasi pencrbu.ngan. 
Ayat(2} 
Biaya scbugaimana dimllksud dalam kt:tentul:lll !ni mcllputi unwnt.laln biaya Wromodasiikonsumsi, transpOrtasi, dan 
penutupan uurans.i serta blaya lainnya yiLflg layllk bukaitan dengan pemenulru.n kel;mtuhan petuga.~ scle.mo 
mcnjola.nkan tugus.di band or udM!.khusus yang ~gkutan. 
Ayot(3} 
Culrup jcles 
Ayut(4} 
Cukup ..... 
Pssal77 
C1.lkup jelai 
Pasal78 
CukupjclD$ 
P:asa17? 
Cukupjctru 
Ptlsattm 
Cukupjelas 
Pasal8l 
Cukupjelas 
PasaJ81 
Ayat(l} 
Culrup jelas 
Ayot(2) 
Yangdimalcrud dengan alusnn tertentu adulo.h apabiiB dalamkesiapan pcnerbang:an ditemukan hn.hhal seperti adanya 
kerusakan. instrutnen atau komponen pesav.m udara yang memerlukan perbaikan ntau peruballan kead!l.at! cuaca 
dafM!l rute pe:netbans.an, 
Pas11J8J 
Ayat{J) 
Culrup jcl"' 
Ayat(2) 
Yang dimaksud badan hukum Indonesia dalfllll kelentuen lui ten:nasuk juga pemegang smiEkat opernt<lr pesawat 
udamatau pemegangsert.ifikat bengkel pesawal udam. 
Ayat{3) 
Culrup ..... 
Ayat{4) 
Cukup jclll$ 
Aynl(S) 
Culrup jeJI)S 
Ayat{6) 
Cukupjeias 
Ayatfl) 
Cukup jell!$ 
Ayat(8} 
Cukupjetas 
P&Jttl84 
Cuirupjdw. 
PasaiSS 
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Culwpjelas 
Pasal86 
Cuhq>jelaa 
J>asaJ87 
Cukupjelas 
Pa:sal88 
Ayat(t) 
Yang dimakStld <kngan tarif jasa peleyanan naviga~i penerlxu!ga:n setama ini dikenal sebagai l:lrif pe!oyananjasa 
penerbangun atau route air mwigotion charge yaitu lmba!an yang diterimil attl.s peleyanan penerbangan unruk 
pene:bangan dalnm negeri. penerbangnn i:nteml!&onnllermasuk penerbangan Jintas betas (bonier <:ros:ri'lgflight} 
dan penerbangMlintas (()W!T flying). 
Ayat(2} 
Bes.m.n tarif petayannn 1U1\tlgasi penerbangan ditei.apkml bilrda.sstkan struktur dan go!'(lngan tarif dengan 
mempetbatilaln ; 
a. kepen!ingw.t pelqamm umurn; 
b. peningk:alan mutu pelayananjasa; 
c. kel!ll'I.Cal'lUl. pelayananjesa; 
d. pengembaliBD. bisya 
PawS? 
Cukupjelas 
Pasal90 
Culrup jelas 
Pasal91 
Cukupjelas 
Pasal9l 
Culrup j<U. 
Paul!» 
Culrup jelas 
Pual94 
Ayat(l) 
TerrnBSuk da!am pengerti<m kecelakn.an pesawat udllra adalah keeelskwm yang mellbttikan pesnwat udnru dengan 
roket atau benda lml.ari.ksa Iainnya. Kegiatan penelitla.n penyebab kettlakaan pesawat udara tiduk dimaksudkan 
untuk mempcrtnnggungjawab:klm kesalohan pada pihak-pihak ynng terka.it. melainlam untuk meneegah jangan 
sampai telju.W lagi kcee!Wan pesawat udara dengt111 penyebab yang sama. 
Ayat{2) 
Yang dimaksud dengm Sub KQmite J'enelitian Kecclaka!lll T:rn.nsport.as! Udam adalah Sub Kumite dari Knmite 
Naslon&l Keseiamatan. T.-.nspurtasi. 
Ayat(3) 
CuloJp jelas 
Ayat(4) 
Cukupjelas 
AyJJ.t(S) 
Cukupjelas 
Ayat(6) 
Cukupjela.'i 
PJtHI95 
CW;upjelas 
Fa5llll96 
Ayat(l} 
YW'lg dimak:;ud dengan pejnhat yang bcrwenang da!am kelcotua.n ini adnlnh un5ur pemerin!M daern.b atau Rpaml 
kcamamw se!empal 
Ayot{2) 
Cukup jel.as 
Ayat(l) 
Cukupjelas ...... ., 
CUirup jcl" 
P!l3al98 
CUkupjelas 
Pasal99 
Cuh!pjelas 
Pa"JallOO 
Culrup jcla< 
Pasa110l 
Cukupjelns 
PasaiiOl 
Cukupje!al' 
PuallOJ 
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Culrnpjclas 
Pn6all04 
Cuk"'Upjelas 
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